SALINAN

PROVINSI KALIMANTAN BARAT

FERATURAN BUPATI SEKADAU
NOMOR 47 TAHUN 2019

TENTANG

STANDAR PELAYANAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN DI DINAS
PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN
TENAGA KERJA KABUPATEN SEKADAU

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERKADAU,

;. a. bahwa dalam menyelenggarakan pelavanan Perizinan

1.

dan Nenperizinan pemerintah daerah wajib menyusun,
menetapkan dan menerapkan standar pelavanan;
bahwa Peraturan Bupat Sekadau Nomor 18 Tahun
2018 Standar Pelayanan Perizinan Dan Nonperizinan
Di Dinas Penanaman Modal Pelavanan Terpadu Satu
Pintu Dan Tenaga Kerja Kabupaten Sekadau sudah
tidakk sesuai dengan perkembangan dan keadaan,
sehingga perlu di gant;

bahwa  berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan  Peraturan Bupati Sekadau tentang
Standar Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Di
Diras Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu
Pintu dan Tenapa Kerja Kabupaten Sekadau:
Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2003 tentang
Pembetukan Kabupaten Melawi dan  Kabupaten
Sekadau di Provingi Kalimantan Barat [Lembaran
Megara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 149,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4344);



Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang
Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik
indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4846),

Undang-Undang Nemor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 5038);

Undang-Undang Nomeor 28 Tahun 2009 tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130,
Tambahan Lembaran WNegara Republik Indonesia
Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang
Aparatur Sipil Negara {Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
scbagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 rtentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomar S5679);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi  Pemerintahan  (Lembaran  Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5601),
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17.

Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012
tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25
Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran
Negara Repubhk Indonesia Tahun 2012 Nomor 215,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5357,

Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentanpg
Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang
Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara
Elektronik. [Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6215);

Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang
Penvelenggaraan Pelavanan Terpadu Satu  Pintu
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 221);

Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang
Percepatan Pelaksanasan Berusaha (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 210):
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Repormasi Birpkrasi Nomor 15 Tahun 2014
tentang Pedoman Standar Pelavanan;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun
2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Di Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);;
Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Sekadau Tahun 2016
Nomor 6, Tambahan Lembarab Daerah Kabupaten
Sekadau Nomor 7);
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18. Peraturan Bupab Sekadau Nomor 38 Tahun 2016
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal,
Pelavanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
Kabupaten Sekadau;

19, Peraturan Bupati Sekadau Nomor 18 Tahun 2019
tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatangan
Penerbitan Penzinan Dan Nonperizinan Kepada
Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Dan Tenaga Kerja Kabupaten Sekadau
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati
Sekadau Nomor 31 Tahun 2019 tentang Perubahan
atas Peraturan Bupati Sekadau Nomor 18 Tahun
2019 tentang Pendelegasian Kewenangan
Penandatangan Penerbitan Perizinan Dan
Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman
Modal, Pelavanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga
Kerja Kabupaten Sekadau.

MEMUTUSKAN :
Menetapkan | PERATURAN BUPATI SEKADAU TENTANG STANDAR
PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN DI DINAS
PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU
FINTU DAN TENAGA KERJA KABUPATEN SEKADAU

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal |

Dalam Peraturan Bupat ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sekadau.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah
Kabupaten Sekadau.

3.  Bupati adalah Bupati Kabupaten Sekadau.

4. Satuan kena Perangkat Daerah vang selanjutnya
disingkat SKPD adalah SKPD di limghungan Pemerintah
Daerah Kabupaten Sekadau.
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12.

Dinas adaiah Dinas Penanaman Modal, Pelayanan
Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten
Sekadau.

Kepala [inas adalah Kepala Dinas Penanaman Modal,
Pelayanan. Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kena
Kabupaten Sekadau.

Pelayanan Terpadu Satu Pintu vang selanjutnya
disingkat FTSP adalah pelayanan yang terintegrasi dalam
satu kesatuan proses dimulal dar tahap permohonan
sampal dengan tahap penvelesailan produk pelayanan
melalui satu pintu.

Pelayanan Umum adalah pelayanan yvang dilakukan oleh
birokrasi atau lembaga lain vang tidak termasuk badan
usaha swasta, yvang tidak berorientasi pada laba (profit).

Standar Pelayanan adalah tolak ukur vang dipergunakan
sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan publik dan
acuan penilaian kualitas pelavanan sebagai kewajiban
dan janji penyelenggara kepada masvarakat dalam
rangka pelayanan yang: berkualitas, cepat, mudah,
terjanghkau dan terukur.

Perizinan Berusaha adalah persetujuan vang diperiukan
Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha
dan dibenkan dalam bentuk persetujuan yang
dituangkan dalam bentuk surat persetujuan vang
dituangkan dalam bentuk surat/keputusan atau
pemenuhan persyaratan (checklist).

Perizinan adalah =egaia bentuk persetujuan untuk
melakukan penanaman modal yang dikeluarkan oleh
Pemerintah  Pusat, Pemerintah Daerah, Badan
Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan
Pelabuhan Bebas, atau Administrator Kawasan Ekonomi
Khusus, vang memiliki kewenangan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Nonperizinan adalah segala bentuk kemudahan
pelavanan dan informasi mengenai penanaman maodal
sesual  dengan  ketentuan  peraturan  perundang-
undangan.




13.

14.
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16,

17.

18.

19.

Perizinan/ Nonperizinan Daerah adalah  pemberian
legalitas kepada seseorang atau badan usaha baik dalam
bentuk dokumen perizinan maupun nonperizinan oleh
Pemerintah Daerah sesuail kewenangan.

Pelayanan Perizinan adalah pelayanan penerbitan
dokumen perijinan vang mencakup izin usaha dan izin
operasional.

Pelayanan  Nonperizinan adalah  segala  hentuk
kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal dan informasi
mengenai pelayanan perizinan yvang bertujuan untuk
membantu pelaku usaha dalam memperoleh kemudahan
pelavanan dengan cara mempercepat, menvederhanpkan
pelavanan dan meringankan atau menghilangkan biava
pengurus perizinan dan non perizinan, dengan ruang
lingkup vang mencakup pelayanan semua jenis periginan
dan pelayanan non periginan dibidang usaha.

Izin Usaha adalah izin vang diterbitkan oleh Lembaga
0SS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga,
gubernur, atau bupati/wali kota sewelah pelaku usaha
melakukan pendaftaran dan untuk memual usaha
danfatau  kegiatan sampai sebelum pelaksanaan
komersial  atau  operasional dengan  memenuhi
persyaratan dan/atau komitmen.

Izin Komersial atau Operasional adalah izin vang
diterbitkan oleh Lembaga OS85 untuk dan atas nama
menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupatifwali
kota setelah pelaku usaha mendapatkan Izin Usaha dan
untuk melakukan kegiatan komersial atau operasional
denga memenuhi persyaratan dan/atau komitmen.
Komitmen adalah pernvataan pelaku usaha untuk
memenuhi  persyaratan  lzin Usaha dan/atau lzin
Komersial atau Operasional.

Sistem Informasi Pelayanan Publik adalah rangkaian
kegiatan vang meliputi penyimpanan dan pengelolaan
informadi serta mekanisme penyvampaian informasi dari
penyelenggara kepada masyarakat dan sebaliknya dalam
bentuk lisan, tulisan latin, tulisan dalam huruf braile,
bahasa gambar dan atau bahasa lokal, serta disajikan

secara manual atau elektronik.
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BAB [l
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

[1) Maksud penyusunan Standar Pelayanan sdalah scbapai
pedoman dalam melaksanakan pelayanan Perizinan dan
Nonperizinan baik vang dilaksanakan melalui system
()53 oleh pelaku usaha maupun secara manual,

(2) Standar pelayanan bertujuan untuk :

a.,

mewujudkan kejelasan prosedur dalam pelaksanaan
pelayanan Perizinan dan Nonerizinan;

terciptanya kepastian hukum dalam penyelenggaraan
pelayanan di bidang Perizinan dan Nonpenzinan.
tercapainya pelayanan vang mudah, cepat, tepat,
akurat, rransparan dan akuntabel.

BAR 111

JENIS DAN PEMOHON PERIZINAN DAN NONPERIZINAN

Pasnl 3

Jenis perizinan dan nonperizinan vang penandatanganannyva
didelegasikan kepada Kepala Dinas terdiri dar ;
a. Jenis Perizinan

Lj

2

Sektor Pertanian

{1} lzin Usaha Perkebunan;

(2) lzin Usaha Tanaman Pangan;

(3) lzin Usaha Holokultura;

(4] Pendaftaran Usaha Perkebunan;

() Pendaftaran Usaha Tanaman Pangan;

(6) Pendaftaran Usaha Budidava Holtikultura;

(7) Pendaftaran Usaha Peternakan;

(8) lzin Prakfik Tenaga Medik Veteriner;

Sektor Lingkungen Hidup

(1) lzin Lingkungan;

(2) lzin Pengelolaan Limbah Bahan Berbahava Dan
Beracun (B3} Untuk Jasa Usaha;

(3] lzin Operasional Pengelolaan Limbah Bahan
Berbahava Dan Beracun (Limbah B3) Untuk

Penghasil;
-
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(4} lzin Pembuangan Air Limbah;

Sektor Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakvat

(1} lzin Usaha Jasa Kontruks: (IUJK];

(2} Izin Mendirikan Bangunan (IMB);

[d) Sertifikat Laik Fungsi (SLF);

(4} [z2in Pembangunan Kawasan Perumahan;

Sektor Pertkanan

(1) Suarat lzin Usaha Perikanan (SIUP};

(2) Tanda Daftar Bagi Pembudidaya lkan Kecil;

(%) Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan:

Sektor Kesehatan

(1) Sertifikat Usaha Mikro Obat Tradisional:

(2] Sertifikat Perusahaan Rumah Tangega (PRT] Alat
hesehatan dan PRRT;

(3} Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah
Tangga;

(4} lzin Toko Alat Kesshatan;

(5) lzin Mendirikan Rumah Sakirt;

(6] lzin Operasional Rumah Sakit;

(7] lzin Operasional Klinik;

(8] lzin Penvelenggaraan Pengendalian Vektor dan
Binatang Pembawa Penyakit;

(9] lzin Apotek;

(10} L=in Toko Obat:

(11) lzin Operasional Puskesmas,

(12) lzin Praktik Apoteker;

(13} [zin Prakuok Tenaga Teknis Kefarmasian,

(14) lzin Praktik Dokter

{15) lzin Praktik Dokter Spesialis

(16) lzin Praktk Perawat;

(17} lzin Praktik Bidan;

(18} lzin Praktik Akhl Teknolog Laboratorium Medik
[ATLM);

{19} lzin Penyelenggaraan Gptikal;

(20) Izin Kerja Tenaga Gizi;

{21} lzin Operasional boratorium  Khimik Umum
dan Khusus;

(22) lzin kKerja Tenaga Sanitarian;

(23] lzin Kerja Perawat;

.



(24) lzin Praktik Tenaga Coazi,
i25]) lzin Kerja Radiografer (SIKR),
(6] lzin Praktik Trapis Gigi dan Mulut;
(27] Tzin Kerja Perekam Medis;
(28] lzin Praktk Penata Anestesi;
(29) lzin Praktik Elektromedis;
[(30) lzin Praktik Teknisi Kardiovaskuler;
(31) lzin Kerja Refraksionis Optisien / Optometris;
(32) lzin Praktik Fisioterapis,
(33) Izin Kerja Fisioterapis;
(34] lzn Praktik Terapis Wicara;
(35) Izin Kerja Terapis Wicara;
{36) lzin Penvelenggaraan Unit Tranfusi Darah
(UTD);
(37) Izin dan Penvelenggaraan Praktik Akupuntur
- Terapis;
(38} lzin dan Penvelenggaraan Praktik tenaga
kesehatan tradisional jamu;
{39) lzin Radiclogi Diagnostik;
B Sektor Perindustrian
(1) [zin Usaha Industrs;
{2) Izin Kawasan Industr;
(3) [zin Perluasan Usaha Industri;
7} Sektor Perdagangan
(1) Swurat lzin Usaha Perdagangan;
(2] Swurat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW);
(3] Tanda Daftar Gudang;
(4) lzin Usaha Pasar Tradisional (ILPPT);
8] Sektor Perhubungan
(1) lzin Penyelenggaraan Angkutan Orang;
(2) Izin Penyelenggaraan Pelabuhan Penyeberangan;
(3} lzin Usaha Angkutan Sungai dan Danau;
(4) lzin Mendirikan Tempat Tinggal Landas dan
Mendarat Helikopter,
%) Sektor Pariwisata
(1} Tanda Daftar Usaha Pariwisata;
10} Sektor Pendidikan dan Kebudayaan
(1) lzin Pendirian Program atau S8atuan Pendidikan;,




{21 lzin Penvelenggaraan Satuan Pendidikan
Nonformal;
11] Sektor Ketenagakerjaan
(1) lzin Lembaga Pelatihan Kerja (LPK);
12) Sektor Perkoperasian dan Usaha Mikro, Kecil dan
Menengah
(1) [Izin Kopesai Simpan Pinjam;
(2] Izin Pembukaan Kantor Cabang Koperas: Simpan
Pinjam;
{3} [Izin Pembukaan Kantor Cabang Pembantu
Koperasi Simpan Pinjam;
4] lzin Pembukaan Kantor Kas Koperasi Simpan
Pinjam;
13) Sektor Pertanahan
(1) Tzin Lokasi;
(2] lzin Perubahan Penggunaan Tanah (IPPT);
14j Lain-Lain |
(1) Izin Pemasangan Reklame (Masa berlaki
kegiatan usaha = 1 tahun).
b, Non Perizinan
1. Kartu Pencari Kerja /AK 1;
2. Pelaporan/ Perpanjangan Kartu Pencari Kerja / AK 1;
3. Rekomendasi Pembuatan Pasport Pekerja Migran
Indonésia,
4. Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas;
5. Validazi Notfikasi Tenaga Kerja Asing (TKA).

Pasal 4
Jenis Perzinan dan nonperizinan  sebagaimana dimaksud
pada Pasal 3 meliputi ;
a. lzin Usaha.

b lzin Komersial/ Operasional.

Pasal 5
(1) Pemohon Perizinan dan Nonperizinan terdiri atas :

a. Pelaku Usaha perseorangan
b. pelaku usaha non perseorangan



(2) Pelaku usaha peseorangan sebagaimana dimaksud pada

avat (1) huruf a merupakan orang perorangan penduduk
Indonesia vang cakap untuk bertindak dan melakukan
perbuatan hulkum.

(3) Pelaku usaha non peseorangan sebagaimana dimkasud
pada ayszt (1) huruf b terdiri atas :

b
£
il

T

= e
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perseroan terbatas;

. perusahaan umum;

perusahaan umum daerah;

. badan hukum lainnyva vang dimiliki oleh negara;

badan layanan umum;

lembaga penyiaran,

badan usaha vang didirikan oleh vayasan;

koperasi;

persekutuan komanditer [commanditaire vennotschap;
persekutuan firma (venootschap onder firma) dan
persekutuan perdata.

BAR IV

PELAKSANAAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN

Pasal 6

Pelaksanaan Perizinan dan Nonperizinan meliputi
pendaftaran;

penerbitan lzin Usaha dan penerbitan [zin Komersial atau
Operasional berdasarkan Komitmen;

pemenuhan Komitmen [zin Usaha dan Pemenuhan

El.

b,

Komitmen Izin Komersial atau Operasional;

pembayaran biaya;

fasilitasi;
masa berlaku;

PengAWASAN,

B




BAB V

PENYELESAIAN PERMASALAHAN DAN HAMBATAN PERIZINAN DAN

(1)

(2)

(1)

(<)

(3]

(H

(1}

NONPERIZINAN

Pasal 7

Bupau menyvelesaikan hambatan dan permasalahan
pelaksanaan perimnan berusaha melalui sistem 0SS
sesual ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal peraturan perundang-undangan belum
mengatur atau tidak jelas mengantur kewenangan untuk
penyelesaian hambatan dan permasalahan sebagaimana
dimaksud pada avat (1), Bupati berwenang untuk
menetapkan keputusan dan/atau melakukan tindakan
vang diperlukan dalam rangka penyelegaian hambatan
dan permasalahan sepanjang sesual dengan asas-asas

umum pemerintahan vang baik.

BAB VI
FENGADUAN

Pasal 8
Pemohon perisinan dan nonperizinan mempunyai hak

menyvampaikan pengaduan terhadap pelayanan yvang
diberikan ataupun keberatan secara lisan, tertulis, dan
melalul sistem (55 apabila pelayvanan perizinan dan
nonperizinan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan dan/atau Standar pelavanan vang
telah ditetapkan

DPMPTSPTK bersama SKPD teknis terkait wajib
menanggapl dan menangani pengaduan masyarakat.
Pengaduan terhadap layanan administratf disampaikan
kepada Kepala Dinas DPMPTSPTK.

Mekanisme pengaduan pelayvanan perizinan dan
nonperizinan sebagaimana dimaksud dalam avat (1)
diatur dalam Standar Pelayvanan dan  Standar

Operasional Prosedur,

Pasal 9

Dalam hal terdapat laporan dan/atau pengaduan dari

masyvarakat pada Bupati sebagai pelaksana sistem 0SS
12-




atauy kepada lembaga negara lainnva mengenal
penyimpangan atau penyalehgunain wewenang dalam
pelaksanaan sistern 058 di daerah, penvelesaian
dilakukan dengan mendahulukan proses. administrasi
sesual  ketentuan  perundang-undangan | dibidang
administrasi pemerintahan.

(2] Mekanisme dan tata cara pelaksanaan  proses
administrasi sebagaimana dimaksud pada avat (1)
dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan Perundang-
undangan.

BAB VII
STANDAR PELAYANAN

Pasal 10
Standar, prosedur dan mekanisme pelayvanan Pernizinan dan
Nonpérizinan tercantum dalam lampiran vang merupakan

bagian vang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ind.

Pasal 11
Standar pelavanan sebagaimana dimaksud pada Pasal 10,
memuat ;
1. Dasar Hukum,
Persvaratan Pelavanan;

Mekanisme Dan Prosedur;

2w

Jangka Waktu Penvelesaian;
Biava;

Produk Pelayanan;

-

Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan,

BAE VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Dengan berlakunya peraturan Bupati ini, Peraturan Bupati
Nomor 18 Tahun 2018 tentang Standar Pelavanan Perizinan

dan Non Perizinan di Dinas Penanaman Meodal, Pelavanan

=13=




Terpadu Satu Pintu dan Tenapa Kerja Kabupaten Sekadau
dinvatakan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 13
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tangesl ditetapkan.
Agar sebap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Benta Daerah Kabupaten Sekadau,

Ditetapkan Sekadau
pada tanggal 9 Oktober 2019

BUPATI SEKADAL,

TTD

RUPINUS

Diundangkan di Sekadau
pada tanggal 9 Oktober 2019

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SEKADAU,

TTD

ZAKARIA

BERITA DAERAH KABUPATEN SEKADAU TAHUN 2019 NOMOR

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SEKADAU,

RADIUS, SH * .

Pembina (1V /a)
NIP. 19810910 200803 1 001
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LAMPIRAN

NOMOR

TENTANG

PERATURAN BUPATI SEKADAU

47 TAHUN 2019

STANDAR PELAYANAN PERIZINAN DAN
NON PERIZINAN DI DINAS PENANAMAN
MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
DAN TENAGA KERJA KABUPATEN SEKADAU

STANDAR PELAYANAN PERIZINAN DAN NONFERIZINAN DI DINAS
PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERFPADU SATU PINTU DAN TENAGA

KERJA KABUPATEN SEKADALU

A. PERIZINAN

I. SEKTOR PERTANIAN

1. Izin Usaha Perkebunan (IUP)

No.
|
1.

g,

Komponen
' Dasar Hu kum

' Persyaratan
Pelayvanan

Uraian

Surat Permphonan diatas matérai Rp.6.000
ditujukan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelavanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga
Kerja kab. Sekadau dengan melampirlan

L
2.
3.

. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang

. Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang !

. Peraturan Menteri Pertanian Republik

. Peraturan Bupati Sekadau Nomor 31 Tahun

. Fotokapi lzin Lingkungan;
. Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD] tahun

4
5
.
7

. Mengisi Formulir Pendaftaran Badan Usaha

Perkebunan;

Penataan Ruang;

Peraturann  Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan
Perizinan  HBerusaha  Terintegrasi Secara
Elektronik;

Indonesia Nomor 05 Tahun 2019 Tentang Tata
Cara Perizinan Berusaha Sektor Pertanian:

2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan
Bupati Sekadau Nomor 18 Tahun 2019 tentang
Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan
Penerbitan  Pertzinan Dan  Nonperizinan
Kepada Kepala Dinas Penanaman Maodal
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga
Kerja Kabupaten Sekadau.

Fotokopt KTP Pimpinan Perusahaan;

Nomer Induk Berusaha (NIBj;

Fotokop Izin Lokasi dengan Peta lokasi dengan
skala 1 : 100.000 atau 1 : 50.000;

terakhir:
Bukt FPembayaran luran BPJS
Ketenagakerjaan,

{Badan Hukum Lainnya Pekerja Penerima
Upah BRJS Kesehatan;

Pakta Integritas tentang kebenaran dan
keabsahan dokumen vang disampaikan
ditandatangi oleh pimpinan fpemilik
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perusahaan,
A. Khusus Usaha Budi Daya Tanaman
Perkebunan
1. Rekomendasi f Fertimbangan Teknis
kesesuaian dengan PETEMCANANN
pembangunan perkebunan kabupaten dari
DKP3 Kabupaten Sekadau:
| 2. Rekomendasi kesesuaian dengan
perencanaan pembangunan perkebunan

provinsi dari gubernur;
3, lzin pelepasan Kawasan hutan, jika areal
vang diminta berasal dari kawasan hutan:
4. Hak Guna Usaha (HGU); |
5. Pernyvataan mengenai:
a. rencana kerja pembangunan kebun inu
dengan memenuhi ketentuan:

I} paling lambat 3 (tiga) tahun setelah
pemberian status hak atas tanah,
perusahaan perkebunan wajib
mengusahakan lahan  perkebunan
paiing sedikit 30% (tiga puluh persen)
dari luas hak atas tanah; dan

2] paling lambat 6 (enam) tahun setelah
pembernan -status hak atas tanah, |

, perusahaan perkebunan wajib |
mengusahakan seluruh luas hak atas

tanah yang secara teknis dapat |
ditanami tanaman;

i b. memfasilitasi pembangunan kebun

masvarakat sekitar, paling sedilit 20%
(dua pulub persen] dari luas Izin Usaha
perkehunan wvang dilengkapi  denpan
rencana kerja dan rencana pembiayaan;

| ¢. rencana pengolahan hasil,

d. memihki sumber dava manusia, sarana,
prasarana, dan sistem untuk melakukan
pengendalian  Orgamsme  Penggangeu

| Tumbuhan (GPT);

&, memiliki sumber dava manusia, sarana, |
pragsarana dan sigtem untuk |
melakukan pembukaan lahan tanpa bakar |
serta pengendalian kebakaran: dan

{. melaksanakan kemitraan dengan pekebun
karvawan dan  masyarakat sekitar

perkebunan; dan;
|'6. Surat pernyataan dari pemohon bahwa status
perusahaan perkebunan sebagai usaha mandin
atau  bagian  dar kelompok perusahaan
perkebunan yang belum menguasai lahan
melebihi  batas paling luas sesuai  dengan
Ketentuan peraturan perundang-undangan,
B. Usaha Industri Pengolahan Hasil
Perkebunan
. Rekomendasmi / Pertimbangan Teknis
Kesesuaian dengan perencanaarn
pembangunan perkebunan kabupaten dari
DKP3 Kabupaten Sekadau;
2. RHekomendasi kesesualan déengan |
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perericanaan  pembangunan  perkebunan |
provinsi dari gubernur;

3. Dokumen pasokan bahan  baku  vang |

diusahakan sendin paling sedikit 20% [dua |
puluh perseratus] dari kebutuhan total |
bahan balku;

4. Dokumen pasokan bahan baku di Tuar 20% |

[dua pulubh perseratus) diusahakan sendiri |
{perjanjian Kemitraan),

5. Rencana kerja  pembangunan  industn
pengolahan;

6. Hak Guna Bangunan; dan

| 7. Permyataan ketersediaan melakukan kemitraan

Vang diketahui kepala dinas VANE
menyelenggarakan sub urusan perkebunan.

C. Khusus Usaha Perkebunan yang

Terintegrasi antara Budi Daya dengan
Industri Pengolahan Hasil Perkebunan :

1. Rekomendasi [/ Pertimbangan Teknis

kesesuaian dengan perencansan pembangunan

perkebunan kabupaten dar DKP3 Kabupaten

Sekadau,

2. Rekomendasi kesesaaian dengan
perencanaan  pembangunan  perkebunan
provins dan gubernur;

3. lzin pelepasan kawasan hutan, jika areal
vang diminta berasal dar kawasan hutan;

4, Hak Guna Usaha;

3. Pernyataan mengenai:

a. fencana kerja pembangunan kebun ing
memenuhi ketentuan!

. paling lambat 3 (tiga] tahun setelah
pemiberian  status  hak atas tanah, |
perusahaan perkebunan wajib |
mengusahakan  lahan  perkebunan
paling sedikit 30% (tga puluh |
perseratus] dan luas hak atas tanah; |
dan |

2. paling lambat 6 [enam) tahun setelah
pembenan status hak ‘atas tanah,
perusahaan perkebunan wajil |
mengusahakan seluruh luas hak atas |
tanah  vang secara teknis  dapat
ditanami ranaman; |

b, kesanggupan memfasilitasi pembangunan |
kebun masyarakat sekitar, paling sedikit |
20% (dua puluh perseratus) dari luas lzin |
Uisaha perkebunan vang dilengkapi
dengan rencana kerja dan rencana
pembiavaan,

c. rencana kerjas  pembangunan L it
penpolahan;

d. memilikl sumber dava manusia, sarana,
prasarana dan sistemn untuk melakukan
pengendalian  orgamsme  pengganggu
tanaman; karvawan dan masynra]-mt'
sekitar perkebunan; dan

e. memiliki sumber dava manusia, sarana;
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pembukaan lahan tanpa  bakar serts
pengendalian Kebakaran:

' f. melaksanakan kemitraan dengan
pekebun, karvawan, dan masyvarakat
sekitar perkebunan; dan

6. Burat pernyataan dari pemohon bahwa
status perusahaan perkebunan sebagai
usaha mandiri atau bagian dan kelompok
perusahaan perkebunen  vang  belum

‘ menguasal lahan melebihi batas paling luas

‘- prasarana cdan sistem untuk melakukan

sesiial dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan,
| D. Usaha Produksi Benih Tanaman

Perkebunan

|. Pernvataan memiliki dan/atau menguasai
benih sumber;

2. Pervatagn memiliki unit produksi benth
vang dilengkapi dengan sarana dan
prasarana vang memadal sesuai dengan
JEnis tanaman;

3. Pernvataan memiliki tenaga ahli dan/atau

' terampil di bidang perbenthan; dan
| 4. Rekomendas: sebagai produsen benih vang
diterbitkan oleh Unit Pelaksana Teknis

Pusat/Umt Pelaksana Teknis Daerah
Provinsi vang menyvelenggarakan tugas dan
lungst pengawasan dan sertifikasi benih

. i _ tanaman perkebunan. ==
3. Mekanisme dan 1. Pemohon Melakukan Pendaftaran di QS8
Prosedur (oss.go.id);

2. Pemohon Melakukan Permohonan Berusaha
Melalui OSS;

3. Pemohon Mendapatkan NIB, dan Perizinan
Berusaha melalul O8S:

4. Pemohon melakukan Pementhan Komitmen

. pada DPMPTSPTK Kabupaten Sekadau;

5. DPMPTSPTK Melakukan Verifikasi Kesssuaian

' Romitmen dengan Feraturan Perundang-

Undangan:
6. Tim Telmis Perizinan dan Nonperizinan
' Kabupaten Sekadau Melakukan  Survey
dan/atau  Monitoring Perizinan ke tempat
Lokasi Usaha dengan membuat  hasil
pemeriksaan lapangan untok disampaikan |
kepada DPMPTSPTK. ,
7. DPMPTSPTK Kabupaten Sekadau Membertkan |
Perseiugjuan Pemenuhan Komitmen  atau |
Penolakan Komitmen tidak Terpenuhi Melalui
{85;
8, Pemohon Menerima Notifikasi  Pemenuhan
Komitmen dari 0SS,

| 4. | Jangka Wakta

| | Penvelesaian .a Han Kerja
| 8§ | Biaya [Tarif 0,-
6. | Produk  Dokumen Izin Usaha Perkebunan

| | Pelavanan
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7.  Penangan 1. Melalui Kotak Saran dan Pengaduan;
Pengaduan, 2. Melalui Telepon/Fax ; 0564 — 2042075
| saran dan | 3. Surat / Email ‘kpmtskd201 4@gmail.com .
masukan I 4. Petugas Loket Pengaduan.
2, Inn Usaha Tanaman hngln

No. | Komponen | Uraian

1. | Dasar Hukum 1. Undang-Undang Nomer 12 Tahun 1992 tentang
Sistemn Budidaya Tanaman;
| 2. Undang-Undang Nemor 26 tahun 2007 tentang
' Penataan Ruang;

F. Peraturan Pemerintah Repubhk [Indonesia
| Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan
Perizinan  Berusaha  Terintegrasi  Secara
Elektronik:

4. Peraturan  Mentern Pertanian  Republik
‘ Indonesia Nomer 05 Tahun 2019 Tentang Tata
| Cara Perizinan Berusaha Sektor Pertanian;

2. Peraturan Bupati Sekadau Nomor 31 Tahun
2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan |
Bupat Sekadau Nomor 18 Tahun 2019 tentang
Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan |
Penerbitan  Perizinan Dan Nonperizinan |
| | Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal |
Pelavanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga
. | Kerja Kabupaten Sekadau. i
2 Persvaratan Iqumt Permohonan  diatas maters Rp.6.000
Pelayanan dltujl.lkal'l kepada Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelavanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga
kKerja Kab. Sekadau dengan Melampirkan ¢
1. Fotokopi KTP Pimpinan / Penangeung _l:.-'tu-r;'l_hl
Perusahaan;
2. Nomor Induk Berusaha [NIB);
| Jd, lzin Lingkungan;
4. kzin lokast vang dilengkapi dengan peta calon
lokasi dengan skala 1 : 100000 atau 1

S0.000;

5. Sural Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) tahun
terakhir;

6. Bukd Pembayaran luran BPRJS

Ketenagakerjaan; Mengisi Formulir Pendaftaran
Badan Usaha /Badan Hukum Lainnva Pekerja
‘ | Penerima Upah BPJS Kesehatamn;

7. Pakta Integritas tentang kebeniran  dan
| keabsahan dokumen vyang disampaikan
| | ditandatangi oleh pimpinan / pemilik

perusahaan,
Khusus Persyaratan Izin Usaha Proses Produksi
| Tanaman Pangan:
1. Rekomendasi kesesumian dengan rencana
. makro  pembangunan tanaman pangan
provinsi dan gubernur;
2. Rencana kerja pembangunan unit usaha

.14.
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| Mekanisme d;:-l__l‘a

‘budi daya tanaman pangan;

3. Hasil Analisis Mengenai Dampak Lingkungan

atau Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup
dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup;

4. Pernyataan menerapkan  sistem  jaminan

mutu pangan hasil pertanian;

2. Pernyatdan kesediaan untuk  melakukan

kemitraan:

6. Rekomendasi keamanan havatd produk

rekavasa genetika dari Komisi Keamanan
Hayati (KKH) apabila menggunakan tanaman
hasil rekavasa genetika.

| Khusus Persyaratan Izin Usaha Penanganan
' Pasca panen Tanaman Pangan :

| &

i

b |

Rencana kega pembangunan unit usahs budi
daya tanaman pangan;

Hasil Analisis Mengenai Dampak Linglcungan
atau Upava Pengelolaan Lingkungan Hidup dan
Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup;
Rekomendas: lokasi dari pemerintah daerah
iokasi unit pengolahan;

. Jaminan pasokan bahan baku vang diketahui

oleh bupati;
pangan hasil pertanian;

kemitraan;

Rekomendasi keamanan  havati produk
rekavasa genetika dar Komisi  Keamanan
Hayati (KKH) apahbila menggunakan tanaman
hasil rekayvasa genetika.

Khusus Persyaratan Izin Usaha Keterpaduan
Antara Proses Produksi Tanaman Pangan Dan
Penanganan Pasca Panen:

1.

Rekomendasi kesesuaian dengan rencana |

makro pembangunan tanaman pangan provinsi
dari gubernur;

Hasil Analisis Mengenai Dampak Lingkungan
atau Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan
Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup;
Rekomendasi lokasi dari pemerintah daerah
lokast unit pengolahan;

Jaminan pasokan bahan baku vang diketahui
oleh Bupad Sekadau:

Pernvataan menerapkan sistem jaminan mutu
pangan hasil pertanian;

Pernyataan  kesediaan untuk melakukan
kemitrasan,

- Rekomendasi  keamanan  havati  produk

rekavasa genetika dari Komisi Keamanan
Hayati (KKH| apabila menggunakan tanaman
hasil rekavasa genetika.

- Pernyataan menerapkan sistem jaminan mutu |

. Pernyataan kesediaan untuk melakuksan

Pemohon Mélakukan Pendaftaran di OS5 |
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. Pemohon Melakukan Permohonan Berusaha |
Melalul OS5
| | 3. Pemohon Mendapatkan NIB, dan Perizinan
Berusaha melalui OSS:

4, Pemohon melakukan Pemenuhan Komitmen
pada DPMPTSPFTK Kabupaten Sekadau, untulk
selanjutmya disampaikan kepada Instansi
Terkair;

| Prosedur } (oss,go.id);
2

| 5. DPMPTSPTK Melakukan Verifikasi Kesesuaian

' Kemitmen dengan Peraturan Perundang- |

' Undangan; |

6. Tim Teknis Perisnan dan  Neonpernzinan
Kabupaten Sekadau Melakukan  Survey
dan/atau Monitoring Perizinan ke tempat
Lokas: Usaha dengan membuat hasil |
pemenksaan lapangan untuk disampaikan |
Kepada DPMPTSPTK.

7. DPMPTSPTK Kabupaten Sekadau Memberikan
Persetyjuan Pemenuhan Komitmen aiau
Penolakan Komitmen tidak Terpenuhi Melalui
O85;

I 8. Pemeohon Menerima Notifikasi Pemenuhan
| | | o ___Komitmen dari OSS.

' 4. | Jangka Waktu | 5 Hari Kerja

| Penyelesaian

'5.  Biava /Tarif 0,-
6. | Produk : . . Bl
_ Pelayanan st ——— - _
| 7.  Penangun Melalui Kotak Saran dan Pengaduan;
Pengaduan, Melalui Telepon /Fax ; 0564 - 2042075

1.
12,
saran dan 3. Surat / Email :kpmtskd20] 4G@gmail.com
| mastkan 4. Petugas Loket Pengaduan.

3. Izin Usaha Hortikultura

No. Komponen Uraian

1. | Dasar Hukum | 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang |
Hortikultura; '
2. Undang-Undang No. 26 tahun 2007 tentang |
Penataan Ruang, |
3. Peraturan Pemerintah  Republik  Indonesia |
Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan
Perizinan.  Berusaha  Termtegrasi Secara
Elektronik;
4. Peraturan Metiteri Pertanian Republik
. Indenesia Nomer 05 Tahun 2019 Tentang Tata
| Cara Perizinan Berusaha Sektor Pertanian; |
| 3. Peraturan Bupat Sekadau Nomer 31 Tahun
2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan |
Bupati Sekadau Nomor 18 Tahun 2019 tentang
- . Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan
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2z, Persvaratan
Pelayanan

3 | iv!ekaniﬁmr dan
Prosedur

Penerbitan  Perizinan'  Dan  Nonperizinan
Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga
herja Kabupaten Sekadau.

| Surat Permohonan  diatas materai Rp 6.000
| ditujukan kepada Kepaln Dinas Penanaman Modal
| dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga

W

o 4

&

Kerja Kab. Sekadau dengan melampirkan :
1.
[ 2
3.

Fotokopi KTFP Pimpinan Perusahaan;

Nomor Induk Berusaha (NIB)

Fotekopi ' lzin Lokasi yang dilengkapi dengan
peta calon lokasi dengan skala 1 : 100.000 atau
1 : 50.000;

Fotokop [zin Lingkungan

Fotokopi Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD)
tahun terakhir;

Bukti Pembavaran luran BEJS
ketenagakerjaan,

Mengisi Formulir Pendaftaran Badan Usaha
/Badan Hukum Lainnya Pekerja Penerima
Upah BPJS Kesehatan;

Pakta Integritas tentang Kebenaran dan
keabsahan dokumen vang disampaikan
ditandatangi oleh pimpinan / pemilik
perusahaan.

A. Khusus Persyaratan Izin Usaha Budi Daya

Hortikultura.

l. Studi kelayakan usaha dan rencana kena
usaha;

2. Keterangan Analisis Mengenai Dampak
Lingkungan atau Upava  Penpgelolaan
Lingkungan Hidup dan Upava Pemantauan

Lingkurngan Hidup sesuai dengan peraturan |

perundang-undangan;
3. Permyataan akan melakukan kemitraan; dan
4. Hak Guna Usaha

B. Khusus Persyaratan Izin Usaha Perbenihan

1.
2,

3.

hortikultura

1. Keterangan telah melaksanakan Analisis
Mengenal Dampak Lingkungan atau Upaya
Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upava
Pemantauan Lingkungan Hidup;

2. Sertifikat  kompetensi  produsen  oleh
perangkat daerah vang melaksanakan sub
urusan pengawasan dan sertifikasi benih;

3, Pernyataan akan melakukan kemitraan; dan |

4. Surat penguasaan lahan, :
Pemohon Melakukan Pendaftaran di 0SS
(oss.go.id);

Pemohon Melakukan Permohonan Berusaha
Melalui OSS;

Permmohon Mendapatkan NIB, dan Perizinan
Berusaha melalui O85;

Pemohon  melakukan Pemenuban Komitmen

pada DPMPTSPTK Kabupaten Sekadau, untuk |
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4.

| Jangka Waktu

_ | Penyelesaian

=

8.

selanjutnya disampaikan kepada
Terkait;

DPMPTSFTK Melakukan Verifikasi Kesesuaian
Komitmen dengan Peraturan Perundang-
Undangan;

Tim Teknis® Perizmnan dan Nonperizinan
Kabupaten Sekadau Melakukan  Survey
dan/atau Monitoring Penzinan ke tempat
Lokasi Usaha dengan membuat  hasil
pemeriksaan  lapangan untuk disampaikan

kepada DPMPTSPTK.

. DPMPTSPTK Kabupaten Sekadau Memberikan

Persetujuan  Pemenuhan Komiomen  atau
Penolakan Komitmien tidak Terpenuhi Melalui
CI58;

Pemohon  Menerima  Notifikasi
Komitmen dari OS5,

Pemenuhan

5 Han Kerja

Biava / Tarif

Produk
Pelavanan

0.-

No.

Penangan
Pengaduan,
SATAN
masukan

dan

2,
3.
-1

1. Melalui Kotak Saran dan Pengaduan;

Dokumen Izin Usaha Hortikultura

Melalui Telepon /Fax : 0564 - 2042075
Surat / Email :kpmtskd201 4@email.com
Petugas Loket Pengaduan,

4. F‘-nmllfl:lﬂ.n Usaha Perkebunan

| Komponen

I

| 2

i ..
| Dasar Hukum

| Persvaratan
Pelavanan

" Surat

. Peraturan

 Instansi |

Uraian

Perkebunan;

Undang-Undang No. 26 tahun 2007 tentang
Penataan Ruang,

Peraturan Pemerintah  Republik Indonesia
Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelavanan
Perizinan  Berusaha  Terintegrasi Secara
Elektronik;

Menten Pertanman Republik
Indonesia Nomor 05 Tahun 2019 Tentang Tata
Cara Perizinan Berusaha Sektor Pertanian;

. Peraturan Bupati Sckadau Nomor 31 Tahun

2019' Tentang Perubahan Atas Peraturan
HBupat Sekadau Nomor 18 Tahun 2019 tentang
Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan
Penerbitan  Perizinan Dan  Nonperizinan
Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga
‘kerja Kabupaten Sckadau,

Permohonan diatas  matersi

ditujukan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal
d&n Pelavanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga
hena Kab, Sekadau dengan Melampirkan :

.
2,
3

Fotokopi KTP Pemilik / Penanggungiawab;
Nomor Induk Berusaha (NIB):
lzin Lokasi;

&%

. i.fndang-Unng No. 39 Tahun 2014 tentang |

 Rp.6.000




4. lzin Lingkungan,
, 2. BAP Hasil Venfikasi / Rekomeéndasi Teknis dari
DKP3 Kabupaten Seladau;
- 6. Fotokopi Surat Kefetapan Pajak Daerah
I [SKPD) tahun terakhir,
| 7. Mengisi Formulir Pendaftaran Badan Usaha
fBadan ‘Hukum Lainnya Pekerja Penerima
| Upah BPJS Kesehatan
| 8. Melampirkan komitmen pfndaft&ran'
kepesertaan BPJS Ketenagakerfsan atau FC
‘ | bukti pembayaran BPJS Ketenagakerjaan; |

0

. Pakta Integritas tentang kebenaran dan
keabsahan dokumen vang disampaikan

ditandarang oleh pimpinan / pemilik
. | perusahaan. —————
3 Mekanisme dan | 1. Pemohon Melakukan Pendaftaran di 0SS
Prosedur [oss.goiid);
| 2. Pemohon Melakukan Permohonan Berusaha
| Melalui OSS;

| 3. Pemohon Mendapatkan NIE |, dan Perizinan

Berusaha melalun OS85

Pemohon melakukan Pemenuhan Komitmen

' | pada DPMPTSPTK Kabupaten Sekadau; |
: DPMPTSPTK Melakukan Verifikasi Kesesuaian

| | Komitmen dengan Peraturan Perundang-
|
|

e

Lhn

Undangan;
DPMPTSPTK Kabupaten Sekadau Memberikan
Persetujuan Pemenuhan Komitmen atau
Penolakan Komitmen tidak Terpenuhi Melalui
O85;
I 7. Pemohon Menerima Notifikasi Pemenuhan
— i Komitmen dari OS5, |
|4, Jangka Waktu | 5 Hari Kerja
Penvelesaian

2

| 5. |Biaya /Tarif 0.-
G Fraditk Dokumen Pendaftaran Usaha Perkebunan
- | Pelayanan '
7. | Penangan 1. Melalui Kotak Saran dan Pengaduan;
Pengaduan, 2. Melalui Telepon/Fax : 0564 - 2042075
SaTAN dan | 3. Surat / Email :kpmtskd2014@email.com
| masukan | 4. Petugas Loket Pengaduan.
E, Pendaftaran ‘L'I'ﬂhl, Tanaman P'II'IEI.II
No. Komponen Uralan
1 Dasar Hukum | 1, Undang-Undang Nomor 12 Taliun 1992 tenmng

Sistem Budidava Tanaman

2. Undang-Undang No. 26 tahun 2007 tentang
Penataan Ruang;

3. Peraturan Pemerintah Republik [ndonesia
Nomor 24 Tahun 2018 Tenmtang Pelavanan
Perimnan  Berusaha  Terintegrasi  Secara
Elekironmik;

4. Peraturan Meénteri | Pertanian Republik |

Indenesia Nomor 05 Tehun 2019 Tentang Tata |
Cama Perizinan Berusaha Sektor Pertanian;
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2.

I Pelavanan

TR ATIR S S N

3.

Prosedur

Bukri Pembayaran luran BPJS |
Ketenagakerjaan:

Mengisi Formulir Pendaftaran Badan Usaha |
/Badan Hukum Lainnva Pekega Penerima
Upah BPJS Kesehatan.

. Peraturan Bupati Sekadau Nomor 31 Tahun

2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan
Bupatl Sekadau Nomor 18 Tahun 2019 tentang
Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan
Penerbitan Penzinan Dan  Nonperzinan
Kepada Kepala Dinas Penanaman Maodal
Pelayanan Terpadu Satu Pinty Dan Tenaga
Rerja Kabupaten Sekadau.

IFursyarataﬂ | Surat Permohonan diatas materal Rp.6.000

| chtujukan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal

oy

i

=]

. Melampirkan komitmen

. Pakta Integritas tentang kebenaran dan

Mekanisme d.a.ﬁ' 1.

2.

3.

4.

dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga
kerja knb. Sekadau denpan Melampirlan :

Fotokopt KTP Pimpinan /Penanggung Jawab ;
Nomor Induk Berusaha (NIB)

fzin Lokasi

lzin Lingkungan

BAF Hasil Verifikasi / Rekomendasi Teknis dari
DKP3 Kabupaten Sekadau;

Fotokop  Surat Ketetapan Pajak Daerah
(SKPD] tahun terakhir;

Mengisi Formulir Pendaftaran Badan Usaha
/Badan’ Hukum Lainnya Pekerja Penerima
Upah BPJS Kesehatan;

pendaftaran
kepesertann HPEJS Ketenagakerjaan atau FC
bukti pembavaran BPJS Ketenagakerjaan;

keabsahan dokumen yvang disampaikan
ditandatangi oleh pimpinan /pemilik
perusahaan.

Pemohon Melakukan Pendaftaran di 088
[oss5.go.id), .
Pemahan Melakukan Permohonan Berusaha
Melalui 0OSS:

Fermmohon Mendapatkan NIB, dan Perizinan
Berusaha melalui O8S;

Pemohon melakukan Pemenuhan Komitmen
pada DPMPTSPTK Kabupaten Sekadau;
DPMPTSPTR Melakukan Verifikasi Kesesuaian
Komitmen dengan Peraturan Perundang-
Urndangan:

. Tim Teknis Perizinan dan Nonperizinan

Kabupaten  Sekadau  Melakukan  Survey |
danfatau Monitoring Perizinan ke tempat |
Lokasti Usaha dengan membuat hasil
pemeriksaan lapangan untuk disampaikan
kepada DPMPTSPTE.

. DPMPTSPTK Kabupaten Sekadau Memberikan

Persetujuan  Pemenuhan  Komitmen  atau
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.

Jangka Waktu |

Penyelesaian

Biava /Tarif

Produk
 Pelayanan
| Penangan
Pengaduan,
SATAN dan

maau[-uan

6. Pendaftaran I.'lnhn nnma-p Hortikultura

ﬂ'.-

hFF“

No. Komponen
1. | Dasar Hukum
I
2. | I’#rﬂyaramn
Pelavanan

O f LS e

Penolakan Komitmen tidak Terpenuhi Melalui
55,
. Pemohon  Menerima Notfikast Pemenuhan
Komitmen dari 085,

5 Hari Kerja

| Dokumen Prﬁdﬂfr&rﬁ.n Usaha Tanarman Pangan

Melalui Kotak Saran dan Pengaduan:
Melalui Telepon/Fax : 0564 — 2042075
Surat / Email kpmtskd2014@gmail com
Petugas Loker Pengaduan.

Uraian

1. Und&ngrll_]ndaﬂg Nomor 13 Tahun 2010 tﬂnlﬂng'
Hortikultura: |

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia |
Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelavanan
Perizinan  Berusaha  Terintegrasi Secara
Elektronik;

3. Peraturan Menteri  Pertanian Republik
Indonesia Nomor 05 Tahun 2019 Tentang Tata
Cara Perizinan Berusaha Sektor Pertanian;

4. Peraturan Bupati Sekadau Nomer 31 Tahun

2019 Tentang Perubahon Atas FPeraturan

Bupat Sekadau Nomor 18 Tahun 2019 tentang

Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan

Penerbitan  Perizinan [Dan  Nonperizinan |

Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal |

Pelavanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga |

kerja Kabupaten Sekadau.

'Surat Permohonan diatas materai Rp.6.000 |

ditujukan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal :
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga
Kerja Kab, Sekadau dengan Melampirkan :

Fotokopi KTF Pimpinan Perusahaan;

Nomor Induk Berusaha (NIB);

Forokopi lzin Lokasi;

Fotokopi [zin Lingkungan;

BAP Hasil Verifikasi / Rekomendasi Teknis dari
DRP3 Kabupaten Sekadau;

Fotokopi Surat Ketetapan Pajak Daemah
(SKPD) tahun terakhir;

Mengisi Formulir Pendaftaran Badan Usaha .
/Badan Hukum Lainnva Pekerja Penerima
Upah BPJS Kesehatan;

= I

8. Melampirkan komitmen pendaftaran

kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan -atau FC
bkt pembayaran BPJS Ketenagakerjaan;

9, Pakta Integritas tentang. kebenaran dan
keabsahan dokumen yang disampaikan
ditandatangi oleh pimpinan / pemilik
perusahaan.

-




7. Pandaftaran Usaha Peternakan

Mekanisme dan

Prosedur

-IE*.

1.

2.
3

&n

| Jangka Waktu | 5 Hari Kerja

Penvelesaian

Pemohon Melakukan Pendaftaran di 0SS
(oss. go.id),

Pemohon Melakukan Permohonan Berusaha
Melalui O5S;

Femohon Mendapatkan NIB , dan Periginan
Berusaha melalui OSS;

Pemohon melakukan Pemenuhan Komitmen
pada DPMPTSPTK Kabupaten Sekadau;
DPMPTSPTK Melakukan Verifikasi Kesesuaian |
komitmen dengan Peraturan  Perundang-
Undangan;

Tim  Teknis Perizinan dan Nonperizinan
Rabupaten Sekadau Melakukan Survey
dan/atau Monitoring Perizinan ke tempat
Lokasi Usaha dengan membuat  hasil
pemeriksaan lapangan untuk disampaikan

kepada DPMPTSPTK: |

. DPMPTSFTK Kabupaten Sekadau Memberikan

Persetujuan Pemenuhan Komitmen atau
Penolakan Komitmen tidak Terpenuhi Melalu
Q5S;

Pemohon Menenma Notifikasi Pemenuhan
Komitmen dari 0SS,

Biaya /Tanf 0.-
Produk Pokumen Pendaftaran Budidaya Hortikultura

| Pelayanan | = e
Penangan 1. Melalui kotak Saran dan Pengaduan;
Pengaduan, 2. Melalul Telepon fFax ; D564 - 2042075
SETamn dan | 3. Surat / Email :kpmtskd2014Ggmail.com
masukan | 4. Petugas Loket Pengaduan. _

Homponen

| Dasar Hukum

Uraian
Undang-Undang Nomeor 41 Tahun 2014 tentang |
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 |
Tahun 2009 tentang Petermakan dan Kesehatan
Hewan |
Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia
Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelavanan
Penzinan  Berusaha  Terintegrasi  Secara
Elektron:l;
Peraturan Menteri Pertanian Republik
Indonesia Noemor 05 Tahun 2019 Tentang Tata
Cara Perizinan Berusaha Sektor Pertanian:

. Peraturan Bupati Sekadau Nomor 31 Tahun

2019 Tentang Perubshan Atas Peraturan
Hupati Sekadau Nomor 18 Tahun 2019 tentang
Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan
Penerbitan  Perizinan Dan  Nonperizinan
Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal |
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Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga
Kerja Kabupaten Sekadau.

.E_i FE':’HH'EI’HIEII Surat  Permohonan  diatas materai ﬁp,t’:.ﬂﬂﬂ
Pelayanan ditujukan kepada Kepala Dinas Penanaman Mozl

Lo L el

. J. i!‘v‘lckﬂnisme dan | 1.
Prosedur

&

3.

| 5

dan Pelayvanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga
| Kerja Kab, Sekadau dengan Melampirkan :

Fotokop KTP Penanggungiawab.

Nomor Induk Berusaha (NIB)

izin lokasi;

lzin Lingkungan,

BAP Hasil Verifikasi / Rekomendasi Teknis dari
DKFP3 kabupaten Sekadau;

Fotokopi -  Surat Ketetapan Pajak Daerah
(SKPD) tahun terakhir;

Mengisi Formulir Pendaftaran Badan Usaha
/Badan Hukum Lainnva Pekerja Penenma
Upah BPJS Kesehatan;

Melampirkan komitmen pendaftaran
kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan atau FC
buktl pembayaran BPJS Ketenagakerjaan.

- Pakta Integritas tentang kebenaran dan

keabsahan dokumen vang disampaikan
ditandatangi oleh pirmnpinan/ pemilik

. perusahaan,

Pemohan Melakukan Pendaftaran di 0OSS

fossgo.ad);
Pemohon Melakukan Permohonan Berusaha
Melalui OS5,

Pemohon Mendapatkan NIB , dan Perizinan |

Berusalha melalui D85

. Pemohon melakukan Pemenuhan Komiitmen

pada DPMPTSPTK Kabupaten Sekadau;

- OPMPTSPTK Melakukan Verifikasi Kesesuaian

Komitmen dengan Peraturan Perundang-
Undangan;

- Tim Teknis Perizinan dan Nonperizinan

habupaten  Sekadau  Melakukan  Survey
dan/atau Monitoring Perizinan ke tempat
Lokasi Usaha dengan membuat hasil
pemeriksaan lapangan untuk disampaikan
kepada DPMPTSPTK.

DPMPTSPTK Kabupaten Sekadau Memberikan
Persetujuan Pemeénuhan Komitmen atau
Fenolakan Komitmen tidak Terpenuhi Melalui
OS5,

Pemohon Menerima Notifikasi  Pemenuhan
Komitmen dari OSS.

4 J-Ja.ngka Waktu | 5 Hari Kerja.
| Penyelesaian | -
2. | Bmva fTarif | 0.-
& | Produk Pendaftaran Usahn Peternakan —
! Pelayanan
7 | Fﬂﬁ-l-l-l"l-E.ElI] 1. Melalui Kotak Saran dan Fféngaduﬂn;
| Pengaduan, 2, Melalui Telepon/Fax : 0564 - 2042075
i saran dan | 3, Surat / Email :kpmrskd201 4@ email.com
' | masukan 4. Petugas Loket Pengaduan.
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8. Izin Praktik Tenaga Medik Veteriner

No. Komponen | Uraian

1. | Dasar Hukum | 1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 r:-.n'rnng'
| Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18

| Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan

| Hewan |

| 2. Peraturan Pemenntah Republik Indonesia

| Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelavanan

. Perizinan Berusaha  Terintegrasi  Secara

| Elektronik;

3. Peraturan Menteri Pertanian Republik
Indonesia Nomor 03 Tahun 2019 Tentang

, Pelayanan Jasa Medik Veternmer;

4. Peraturan Bupati Sekadau Nemor 31 Tahun
2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan
Bupati Sekadau Nomor 18 Tahun 2019 tentang

| Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan
Penerbitan  Perizinan Dan  Nonperizinan
Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal
Pelayvanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga

. RKena Kabupaten Sekadau. - .1
Surat Permohonan diatas materai  Rp.6.000

4. | Persyaratan ditujukan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal

Pelayanan dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Teraga

Kena Kab. Sekadau dengan Melampirkan :

) B2 Fl]u.}hﬂpi H.]:F; ) |

2. Forocopy Nomor Pokok Wajib Pajak; .

3. Pas Foto Berwarna Ukuran 4 % 6 Sebanyvak 2 |
( Dua ) Lembar; |

' 4. Fotokopi liasah Dokter Hewan; |

3. Fotokopi Sertifikat Kompetensi Dokter Hewan |
Yang Di Terbitkan Oleh Organisasi Profesi |
Kedokteran Hewan;

b: Fotokopi Surat Rekomendasi Dari Organisasi
Profesi Kedokteran Hewan Cabang Setempat;

7. Fotokopi Surat Rekomendasi Darl Dinas
ketahanan Pangan, Pertanian dan Peternakan
Kab. Sekadau,

8. Surat Keterangan Pemenuhan Tempat Praktik

| Dokter Hewan;
' 9. Pakita Integritas tentang kebenaran dﬂ.nl
keabsahan dokumen vang  disampaikan |
L | ditandatangi oleh Pemohon, - |
3, | Mekanisme dan | 1. Pengambilan formulir permohonan di loket 1;
Prosedur 2. Pengajuan berkas permohonan diloket 2 untuk
dilakukan verifikasi;

| 3. Apabila berkas permohonan dinvatakan

lengkap maka dapar diterima, -selanjutnva
diproses dan disampaikan ke Dinas DKP3
kabupaten Sekadau untuk diterbitkan
rekomendasi. Dan jika berkas tidak lengkap
maka akan dikembalikan kepada pemohon;

4. Pemrosesan di Front Office dapat ditidaklanjuti |
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~ setelah mendapat rekomendasi dari Dinas |
kesehatan PP dan KB Kabupaten Sekadau:
Pemrosesan di Back Office;

Penandatangan lzin oleh Kepala Dinas;
PEn'l.rrthﬂn Lzm dl‘rn]-;rz 3

+ i-_langl-:a _‘lu‘.’aktu | 7 Hari Kerja

o

' 5. |Biava /Tarf | 0.-
6. | Produk Dokumen lzin Praktik Tenaga Medik Veteriner
. Pelavanan '
7. | Penangan 1. Melalui Kotak Saran dan F‘Engai:[uan
I Pengaduen, 2, Melalui Telepon /Fax ; 0564 - 2042075
SHTAN dan 3. Surat / Email :kpmtakd201 4@gmail.com
! | masukan 4. Petugas Loket Pengaduan.

II. SEKTOR LINGKUNGAN HIDUP
1. I:]nld.ngkun[ln

No. Komponen Uraian

1. |Dasar Hukum | 1. UU Nomor 32 Tahun 2009 Teman'g"
| Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan

| Hidup;
|2. Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia
| Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelavanan
| I| Perizinan  Berusaha  Terintegrasi Secara
|
I

Elektranik;
| 3. Peraturan  Menteri Lingkungan Hidup Dan |
Kehutanan Republik Indonesia Nomor: |
P.22/MENLHK /SETJEN/KUM. 1 /7/2018/K 1 /8 |
| /2018 Tentang Norma, Standar, Prosedur, Dan |
Knteria Pelayanan Perizinan Terintegrast Secara |
| Elektronik  Lingkup Kementerian Lingkungan |
| Hidup Dan Kehutanan;

4. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan
Kehutanan Republik Indonesia Nomaor:
P95/ MENLHK/SETJEN/KUM.1/11/2018
Tentang Perizinan Pengelolaan Limbah Bahan
Berbahaya Dan Beracun Terintegrasi Dengan
lmn Lingkungan Melalun Pelavanan Perizinan
Berusaha Terintegrast Secara Elektromik

3. Peraturan Bupati Sekadau Nomor 31 Tahun

| 2019 Tentung Perubahan Atas Peraturan Bupati

Sekadau Nomor 18 Tahun 2019 teéntang

Pendelegasian  Kewenangan Penandatanganan

| Penerbitan Perizinan Dan Nonperizinan Kepada
Kepala Dinas Penanaman Modal Pelavanan

Terpadu  Satu  Pintu Dan  Tenaga Kerja

| S| EE— . Kabupaten Sekadau. i - .
2. Persvaratan Suriat  Permohonan digtas. materai Rp.6.000

| Pelayanan ditujukan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelavanan Terpadu Satu Pintu dan 'E'Enagm
kherja Kab. Sekadau dengan Melampirkan |
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| A. Izin Lingkungan OSS
1.

Fotocopi  KTP  Pemilik/Pengurus/Penangeung |
Jawab;

NIB vang aknf;

Izin Lokasi;

Keputusan Kelavakan Lingkungan Hidup untuk
Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib dilengkapi
dengan Amdal, arau;

Persetujuan Rekomendasi UKL-UPL untuk
Usaha dan/atau Kegatan vang wajth UKL-UPL,
atau;

. SPPL untuk usaha mikro dan keeil dan Usaha

dan/atau Kegiatan vang tidak wajib memiliki
Amdal dan UKL-UPL;

Dokumen Andal, RKL-RPL dan/ atau dokumen
UKL-UPL yang sudah disahkah.

Pakta Integritas tentang kebenaran dan
keabsahan  dokumen  yvang  disampaikan |
ditandatangi aleh pimpinan / pemilik
perusabaan.

Izin Lingkungan Non 0S8

1. Surat Permohonan lzin Lingkungan;

2. Profil Perusahaan:

3. Draf Formulir UKL/UPL atau Amdal

| Mekanisme dan | A. I::i‘.n Mﬂg lewat 0SS :
Prosedur . Pemohon Melakukan Pendaftaran Ji QSS

jnss.qgo. )

2. Pemohon Melakukan Permohonan Berusaha |

Melalui OSS;
. Pemohon Mendapatkan NIB;

3
4. Pemohon mengajukan  penerbitan  izin

iingkungan  dengan  komitmen  melalui
lembaga OS5,

5. Pemohon menyvampaikan Pemenuhan

Komitmen kepada Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Sekadau;

fi. Apabila pemenuhan komitmen telah |

terpenuhi Pemohon menyampaikan |
Persyaratan persetujuan peEmeny ha:]
komitmen kepada DPMPTSPTK Kabu PH'I.'E-'I‘I
Sekadau; '

7. DPMPTSPTR Melakukan Verifikasi Kesesuaian |

persvaratan dengan Peraturan Perundang- |
Undangan,;

8. DPMPTSPTK Kabupaten Sekadau

Memberikan Persetujuan Pemenuhan
Komitmen atay Penolakan Komitmen tidak
Terpenuhi Melalui OS5;

9. Pemohon Menerima Notfikasi Pemenuhan

Komitmen dari 0S8,

B. Izin Lingkungan Non OSS :

1. Pengajuan herkas permohonan diloket 2
untuk dilakukan verifikasi;

2. Apabila berkas permohonan dinvatakan

lengkap maka dapat diterima, untuk
selanjutnya diproses, Dan jika berkas tidak |
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i lengkap maka akan dikembalikan kepada |
pemaohon;

3. Pemrosesan di Front Office;
4. Pemrosesan di Back Office; |
3. Punnndal.anga.n lzin oleh Kepala Dinas; '
_ | ) 6. Penyerahan izin diloket 3;
| 4. |Jangka Waktu |5 Hari Kerja
| | Penyelesaian I
| 5. | Biaya /Tarifl | 0,-
6. | Produk 1
Pelayanan Dokurmen lzin Lingkungan
| &l FEnanga.n 1. Melalui Kotak Saran dan Pengaduan;
Pengaduan, 2. Melalun Telepon/Fax : 0564 - 2042075
‘ sararn dan 3. Surat / Email ‘kpmiskd201 4@gmail.com
masukan 4. Petugas Loket Pengaduan.

2. Izin Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun [Limbah B3)
untuk Usaha Jasa

| No. Komponen Uraian

| I. | Dasar Hukum |1. UU  Npmor 32 Tahun 2009 Tentang
I Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan
; Hidup;

- 2. Peraturan Pemenntah Republik Indonesia

| , Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan
Perizinan  Berusaha  Terintegrasi  Secama
Elektronik:

3. Peraturan Mentert Lingkungan Hidup Dan
Kehutanan Republik Indonesia Nomor: |
P22 /MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018/K.1/8 |

| {2018 Tentang Norma, Standar, Prosedur, Dan |

Kriteria: Pelayanan Perizinan Terinteprasi Secara |
Elekironik Lingkup Kementerian Lingkungan !
' | Hidup Dan Kehutanan;
| 4. Peraturan Menteri  Lingkungan Hidup Dan |
Kehutanan  Republik  Indonesia  Nomor: |
P95/ MENLHK/SETJEN/KUM.1/11/2018
| Tentang Perizinan Pengelolaan Limbah Bahan
‘ Berbiahaya Dan Beracun Terintegrasi Dengan

lzin Lingkungan Melalui Pelayanan Perizinan
Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
5. Peraturan Bupati Sekadau Nomor 31 Tahun
2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati
Sekadau Nomor 18 Tahun 2019 tentang
. Pendelegamian Kewenangan Penandatanganan
. Penerbitan Perizinan Dan Nonperizinan Kepada
' Kepala Dinas Penanaman Madal Pelavanan |
. Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Hﬂjﬂ.

e e ——

2. | Persyaratan | Surat Permohonan dmtas ‘materai Rp.0. DﬂD
Pelavanan | ditwjukan kepada Kepala Dinas Penanaman MﬂdaI
| dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Trnﬂgn .
| Kerja Kab. Sekadau dengan Melampirkan
L. Fotokopi KTP Pimpinan Perusahaan:
| 2. Nomor Induk Berusaha (NIB);
| 3. Tanda Bukt Validasi Dokumen Permohonan
dari  Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten

e I




+

pl

Sekadau; o
Surat  Laporan  Penyvelesaian  pemenuhan
komitmen dari Pemohon:

Herita Acara Verifikasi Pemenuhan Komitmen |

dari Dinas Lingkungan Hidup RKabupaten
Sekadau,

Surat rekomendasi telah terpenuhinva
komitmen; atau surat rekomendasi belum
terpenuhinya Komitmen disertai alasan dari
inas Lingkungan Hidup Kabupaten Sekadau.

7. Pakia Integritas tentang kebenaran dan
keabsahan  dokumen yang disampaikan
ditandatangi oleh pimpinan [ pemilik
perusahaan,

3. | Mekanisme dan | 1.
Prosedur

W

| 9.

Pemohon Melakukan Pendaftaran di 0SS |
foss. godf;

. Pemohon  Melakukan Permohonan Berusaha
Melalun O58;
Pemohon Mendapatkan NIB;
Pemohon mengajukan  penerbitan lzin

Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan
Beracun (Limbah B3} Untuk Usaha Jasa
dengan komitmen melalui lembaga OSS;
Pémohon menvampaikan Pemenuhan Komitmen
kepada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten
Selcadau;

Apabila pemenuhan komitmen telah terpenuhi
Pemohon menyampaikan Persvaratan
perselujuan  pemenuban  komitmen kepada
DPMPTSPTK Kabupaten Sekadau:

DFMPTSPTK Melakukan Verifikasi Persyaratan
Kesesualan dengan Peraturan Perundang-

Undangan;
DPMPTSPTK Kabupaten Sekadau Memberikan

Persetujuan  Pemenuhan  Komitmen  atau

Penolakan Komitmen tdak Terpenuhi Melalui |

0S5

Pemohon Menerima Notifikasi  Pemenuhan |

Komitmen dari DSS

S s e s e = —— —_—

4. |Jangka Waktu | 5 (lima) Han Kerjn

| Penyelesaian |
| 5. |Biaya [Tarl |0,
| 6. Produk Dokumen surat pernyataan telah terpenuhinea
Pelayanan komitmen; atau  surat  pernvataan  belum
| terpenuhinya komitmen. ]
| . | Penangan | 1. Melalui Kotak Saran dan Pengaduan;
Pengaduan, | 2. Melalui Telepon/Fax : 0564 - 2042075
‘SHTEN dan | 3 Surat [/ Email ;. kpmiskd20 | 4agmail.com
masukan | 4. Petugas Loket Pengaduan,

3. Izin Operasional Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun

(Limbah B3] untuk Penghasil.

| No. Komponen

Uraian

1. | Dasar Hukum 1

UU  Nomor 32 Tﬁhan__ﬁ_ﬁﬁﬁ_ Tf:ntané-

Perlindungan dan  Pengelolaan Lingkungan

-3




Hidup;

2, Peraturan Pemenntah Republik Indonesia
Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan
Perizinan  Berusaha  Terintegrasi Secara
Elektronik;

3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan
Kehutanan Republik  Indonesia Nomor
P.22/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018/K.1/8
f2018 Tentang Norma, Standar, Prosedur, Dan
kriteria Pelavanan Perizinan Terintegrasi Secara |

‘ Elektronik Lingkup Kementerian Lingkungan

Hidup Dan Kehutanan;

4. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan
Kehutanan Republik Indonesia Nomaor,
P95/MENLHK/SETJEN/KUM.1/11/2018
Terntang Penzinan Pengelolaan Limbah Bahan
Berbahaya Dan Beracun Terintegrasi Dengan
lzin Langkungan Melalui Pelayanan Periginan
Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik

‘5. Peraturan Bupati Sekadau Nomor 31 Tahun

2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati
Sekadau Nomor 18 Tahun 2019 tentang
Pendelegasian. Kewenangan Penandatanganan
Penerbitan Perizinan Dan Nonperizinan Kepada
Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan
Tr:rpurlu Eal:u Pintu  Dan Tenaga Kerja

E— —[Burat " Permohoran  detus  MATETR Rp.6.000

2. | Persyaratan | ditujukan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal 5
Pelayanan | dan Pelayvanan Terpadu SBatu Pintu dan Tenaga
| kerja Kab. Sekadau dengan Melampirkan :

1. Fotokopi KTP Pimpinan Perusahaan;

2. Nomor Induk Berusaha (NIB);

3. Tanda Bukti Validasi Dokumen Permehonan
dari Dinas Lingkunpan Hidup Kabupaten
Sekadau;

4. Surat Laporan  Penyelesaian  pemenuhan |

komitmen dan Pemohon. |

Berita Acara Venfikasi Pemenuhan Kornitmen

dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten |

Sekadau;

6. Surat rekomendasi telah terpenuhinva
komitmen; atau surat rekomendasi belum
terpeniuhinya komitmen disertai alasan  dar |

| Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sekadau,

| 7. Pakta Integritas tentang kebenaran dan

| keabsahan  dokumen  yang disampaikan

ditandatangl oleh pimpinan/ pemilik

___perusahaan, —

1. Pémohon Melakukan Pendaftaran di 0S5

3. | Mekanisme: dan | fass. goad);

Prosedur 4. Pemohon Melakukan Permohonan Berusaha
Melalui O8S;
3. Pemohon Mendapatkan NIB:
4. Pemohon  mengajukan [zin Operasional
, _ Pengelolaan Limbah Bahan Berbahava Dan
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Beracun (Limbah B3) Untuk Penghasil dengan |
komitmen melalui lembaga OSS;
5. Pemohon menyampaikan Pemienuhan Komitmen

kepada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten

Sekada;
6. Apabila pemenuhan komitmen telah terpenuhi
| | Pemohon menyvampaikan Persyvaratan

persetujuan  pemenuhan  komitmen kepada
DPMFPTSPTK Kabupaten Sekadau;

7. DPMPTSPTK Melakukan Verifikasi Persvaratan
Kesesuaian  dengan  Peraturan  Perundang
Undangan;

8. DPMPTSFTK Kabupaten Sekadau Memberikan |
Persetujuan  Pemenuhan Komitmen  atau
Penolakan Komitmen tidak Terpenuhi Melalui
QO58;

9. Pemohon Menerima Notifikasi  Pemenuhar

o Komitmen dari O8S,

4 |Jangka Waktu 5 {lima) Hari Kerja

. Penvyelesalan

|

| g

| 5. | Biava /Tarif Q,-
|

i

|

[

6. | Produk Dokumen surat pernyataan telah terpenuhinya
Pelayanan komitmen; atau -surat permvataan  belum
= | terpenuhinya komitmen. _
7. | Penangan 1. Melalui Kotak Saran dan Pengaduan;
Pengaduan, 2. Melalui Telepon/Fax ; 0564 - 2042075
saran dan | 3. Surat / Email :kpmtskd2014d@gmail.com ,
| masukan | 4. Petugas Loket Pengaduan. |

4. Izin Pembuangan Air Limbah

2. Peraturan Pemerintah ‘Republik Indonesia
Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan |
Perizinan  Berusaha  Terintegrasi  Secars |

No. Komponen Uraian

1 ITi.'EL_:E-}l;'HleUT;I l. UU  Nomor 32 ‘Tahun 2009 Ten tang |
| Perlimdungan dan Pengelolaan Lingkungan
. Hidup;
I

Elektronik;
| 3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan
Kehutanan Republik Indonesia Nomor:

P.22/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018/K.1/8
/2018 Tentang Norma, Standar, Prosedur, Dan
Rriteria Pelayanan Perzinan Terintegrasi Secara
Flektronik Lingkup Kementerian Lingkungan
. Hidup Dan Kehutanan;
4. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan
Kehutanan Republik  Indonesia  Nomor
P.102/ MENLHK/SETJEN/KUM.1,/11/2018
Tentang Tata Cara Penzman Pembuangan Air |
| Limbah Melalui Pelavanan Perizinan Berusaha
Terintegrasi Secara Elektronik;
|3, Peraturan Bupati Sekadau Nomor 31 Tahun
| | 2014 Tentang Ferubahan Atas Peraturan Bupati
Sekadau  Nemor 18 Tahun 2019 tentang
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Pendelegasian  Kewenangan Penandatanganan

Penerbitan Perizinan Dan Nonperizinan Kepada |
Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan |
Terpadu Satu Pintu Dan  Tenaga Keria |
Kabupaten Sekadau,

2. | Persyaratan Surat Permohonan diatas materal Rp.6.000 |
Pelavanan ditujukan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal

dan Pelavanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga

| Kerja kab, Sekadau dengan Melampirkan :

1.
2.

o]

3. | Mekanisme dan | 1.
Prosedur

2.

3

lzin Lingkungan vang berlaku efektif

Tanda Bukti Vahdasi Dokumen Permohonan
dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten
Sekadau;

Berita Acara Verifikasi Pemenuhan Komitmen:

. ‘Surat  rekomendasm  telah  terpenuhinya

Romitmen; atau surat rekomendasi belum
terpenuhinya  Komitmen disertai alasan dari
Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sekadau;

. Pakta Integritas tentang kebenaran dan

keabsahan  dokumen  yang  disampaikan

ditandatangi oleh pimpinan/ pemilik
perusahaan. — =
Pemohon Melakukan Pendaftaran di 088
foss. go.ad);

Pemohon Mendapatkan NIB;
Pemohon Melakukan Permohonan Berusaha
Melalul O8S;

. Pemohon mengajukan penerbitan 1ZIT

Pembuangan Air Limbah dengan komitmen
melalui lembaga OSS;

. Pemohon menyvampaikan Pemenuhan Komitmen

kepada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten
Sekadau;

. Apabila pemenuhan komitmen telah terpenuhi |

Pemohon menyampaikan Persvaratan |
persefujuan  pemenuhan  komitmen kepada
DPMPTSPTR Kabupaten Sekadau;

. DPMPTSPTK Melakukan Verifikasi Persvaratan

Kesesuaian dengan Peraturan  Perundang:
Undangan;

. DPMPTSPTR Kabupaten Sekadau Memberikan

Persetijuan  Pemenuhan  Komitmen  atau

Periolakan Komitmen tidak Terpenuhi Melalui
88

‘ 9. Pémohon Menerima  Notifikasi  Pemenuhan |
: | komitmen dart OSS. Il
4. | Jangka Waktu | 5 (lima) Harl Kerja
Penyelesatan | |
5. | Biava [Tarif [ 6-
6. | Produk 'hﬁkumm lzin Pembuangan Air Limbah, ataug |
Pelayvanan | Surat pernyataan belum terpenuhinya komitmen
| 1. Melalui Kotak Saran dan Pengaduan:

| 7. | Penangan L

Pengaduan. | 2. Melalui Telepon /Fax : 0564 — 2042075
I saran dan | 3. Surat / Email :kpmiskd 201 4@gmail com
|| masukan 4. Petugas Loket Pengaduan.
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C. SEKTOR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

1. Izin Usaha Jasa Konstruksi
No.

I 1. | Dasar Hukum | 1.

—

2.

Persvaratan

Komponen

Pelayanan

.=

2,

Uraian

Jazsa kontruksi;

Peraturan pemerintah Nomor 28 Tahun 2000
tentang Usaha dan Peran Masvarakat Jasa
Konstruks: Nasional,

Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000
tentang  Penyvelenggaraan Jasa Konstruksi
Nasional, '

Peraturan pemerintah Nomor 30 Tahun 2000
tentang Penyelenggaraan Pembimaan Jasa
Ronsiruksi Nasional;

¢ Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2010 |

tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
pemenntah Nomor 28 Tahun 2000 tentang
usaha dan peran masyarakat jasa konstruksi:

. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia

Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelavanan
Perizinan  Berusaha  Terintegrasi Secara
Elektronik;

- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan

Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor
OB/PRT/M /2019 Tentang Pedoman Pelavanan
Perizinan Usaha Jasa Konstruksi Nasional,

- Peraturan Bupati Sekadau Nomor 31 Tahun

2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan |
Bupan Sekadau Nomor 18 Tahun 2019 tentang
Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan
Penerbitan  Perizinan Dan  Nonperizinan |
kepada Kepala Dmas Penanaman Modal |
Pelavanan Terpadu Satu Pintu Dan T['n.a.ga!
kerja kabupaten Sekadau.

Surat  Permphonan diatas materai Rp.6.000 |
ditujukan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal |
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga |
ierja hab. Sekadau dengan Melampirkan -

i
2
k

4.

I.

Fatokopi KTP Penanggungiawab;

Nomor Induk Berusaha (NIB),

Fotokopi Surat Ketetapan Pask Daerah
|SKPD) tahun terakhir;

Bukti Pembayaran luran BPJS
Retenagakerjaan,

Mengisi Formulir Pendaftaran Badan Usaha
/Badan Hukum Lainnva Pekerja Penerima
Lipah BPJS Kesehatan;

Pakta Integritas tentang kebenaran dan
keabsahan dokumen vang disampaikan
ditandatangi oleh pimpinan/pemilik.

Tanda Daftar Usaha Perseorangan (TDUP)

A. Pendaftaran Baru :

I. Pemyataan pemenuhan komitmen TDUP;
2. TDUP berdasarkan komitmen vang
diterbitkan melalui O85;
3. Untuk jasa Konsultansi Konstruksi
a7



paling rendah memiliki  serfifikat |

kompetenst kerja ahli jenjang kualifikasi

8,

4, Untuk Pekegaan Konstruksi paling
| rendah. memiliki  sertifikat  kompetensi
. kerja tekmist jemjang kualifikasi 5;

' 5. Berita Acara [Rekomendasi  verifikasi

dan validasi terhadap dokumen
| pemenuhan komitmen [UJK dari Dinas
PUPR Kabupaten Sekadau;

. B. Pencabutan :

1. Forokapi KTP Penanggungiawal;

2. Nomor Induk Berusaha (NIB);

3. SBurat pemvataan telah  memenuhi
Pemenuhan kewajiban perpajakan,

4. Surat pernyataan telah memenuhi
Pemenuhan  kewajiban pembayaran
utang;

5. Pemenuhan kewajiban dalam pelaksanaan
TDUP termasuk penyelesaian pembayvaran
sanks denda admmistratf.

6. Rekaman keputusan penghapusan nomor
pokok wajib pajak atau surat keterangan
hskal;

7. Berita Acara /Rekomendasi verifikast dan
validasi terhadap dokumen pemenuhan
komitmen [UJK  dari  Dinas PUPRE
kabupaten Sekadau,

M. lzin Usaha Jasa Konstruksi

A. Pendaftaran Baru :
|, Pemyataan pemenuhan komitmen |UJK;
2, IUJK berdasarkan Keomitmen  yang

diterbitkan melalui O85;

3. Menyerahkan rekaman Sertifikat Badan
Usaha (SBU] vang telah diregistrasi oleh
Lembaga;

4. Surat Pernvataan direksi, komisaris,

PJBU, dan PJTBU tdak menduduki

jabatan direksi, komisaris, PJBU dan

PJTBU pmda badan usaha Jasa

Konstruksi lain  pada wakiu veng

bersamaan,

o Menverahkan rekaman Sertifikat
Keahlian [SKA) dan/fatau Sertfikat
Keterampiian (SKT) dari Penanggung

. Jawaly Teknik Badan Usaha [PJT-BU)

vang telah diregistrasi oleh Lembaga |
sesual dengan penanggungjawab teknis |
SBUnva;

6. Menverahkan rekaman Kartu |
Penanggung Jawabh Teknik Badan Usaha
(PJT-BU) vang dilengkapi SuTat |
pernyataan  pengikatan diri  Tenaga |
Ahli/Terampil dengan Penangeung Jawab |
Utama Badan Usaha (PJU-BU).
Menyelesaikan kewajiban pembavaran
Pajak Penghagilan (PPh atas Kontrak)
vang  diperolehnya  yang  menjadi

=a]
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r i kewajibannva,
- 8. Berta Acarm /Rekomendasi  verifikasi
‘ dan validas terhadap dokumen
pemenuhan komitmen [UJK dan Dinas
PUPR Kabupaten Sekadau;
B. Pencabutan :
1. Fotokopi KTP Penanggungiawabh;
: | 2. Nomor Induk Berusaha (NIB),
3. Surat  pernyataan telah  memenuhi
Pemenuhan kewajiban perpajakan;
| 4. Surat  pernvataan telah  memenuhi

Pemenuhan kKewajiban pembayaran
utang;
5. Pemenuban kewajiban tdalam

pelaksanaan |IUJK termasuk penvelesaian
pembayaran sanks denda administratif.
6. Rekaman keputusan penghaplisan
nomor pokok wajib pajak atau surat
keterangan fiskal;
7. Berita Acara /Rekomendasi verifikas
dan  validasi terhadap  dokumen
. pemenuhan koemitmen [UJK dar Dinas
| ) PUPR Kabuparten Sekadau; e 1
3. Mekanisme dan | |. Pemohon Melakukan Pendaftaran di (81
Prosedur foss. gead);
2. Pemohon Melakukan Permohonan Berusaha
Meélalui OSS;
‘ ‘ 3. Pemohon Mendapatkan NIB;
4. Pemohon mengajukan peperbitan TDUP/IUJK
' | dengan kamitmen melalui lembaga OSS:

— |

5. Pemohon menyvampaikan Pemenuhan
Kormitmen kepada DPMPTSPTK Kabupaten
Sekadau,

6. DPMPTSPTK dan Dinas PUPR berkoordinasi
untuk Melakukan Verfikasi dan Validasi
Resesuaian Komitmen dengan  Peraturan
Perundang-undangan; '

. DPMPTSPTK Kabupaten Sekadau Memberikan |

‘ Persetujuan  Pemenuhan Komitmen atau

|

Penolakan Komitmen tidak Terpenuhi Melalui
055,
‘ B. Pemohon Menerima Notifikasi Pemenuhan
! Komitmen dari 088,
a {hma| Han Kerja

4. :-JEF‘IE_kIJ; Waktu |
Penyelesaan

5 Em].ra /Tarif 0-
& Produk TDUP/IUJK berlaku efektifl.
Pelayvanan
e | Penangan | 1. Melalui Kotak Saran dan Pengaduan;
- Pengaduan, 2. Melalui Telepon/Fax | 0564 - 2042075
SAaran dan | 3. Surat / Email :kpmtskd2014Gigmail.com
masukan | 4. Petugas Loket Pengaduan, :
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2, Izin Mendirikan Bangunan (IMB)

[ |

No. Komponen | Uraian

1. | Dasar Hukum 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang
| Bangunan Gedung;
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007
tentang Tata Ruang;
| 3. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006
tentang Jalan;
' 4. Peraturan Pemerintah Republik  Indonesia
Nomor 294 Tahun 2018 Tentang Pelayvanan
Perizinan Berusaha  Terinteprasi  Secarn
Elektronik;

5. Peraturan Menteri Pekerjaan  Umum  Dan
Perumahan Rakyvat Republik Indonesia Nomor
1G/PRT/M/2018 Tentang Penvelenggarsan lzin
Mendirikan Bangunan Gedung Dan Sertifikat
Laik Fungsi Bangunan Gedung Melalui|
Peiavanan Perizinan Berusaha Terintegrasi
Secara Elektronik;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nemor 6
Tahun 2011 tentang Retribusi  Perizinan

Tertentu sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Daerah Nomor & Tahun 2017

tentang Perubahan ata Peraturan Daerah

Kabupaten Sekadau Nomor 6 Tahun 2011

| tentang Retribusi Perizinan Tertentu;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Momor 2
Tahun 2015 tentang Bangunan Gedung;
‘ B, Peraturan Bupati Sekadau Nomor 61 Pahun

2018  tentang Penyelenggaraan Bangunan
Gedung;

9. Peraturan Bupati Sekadau Nomor 31 Tahun
2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan |
Bupati Sekadau Nomor 18 Tahun 2019 tentang
Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan
Fenerbitan  Perizinan  Dan  Nonperizinan
Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga

P herja Kabupaten Sekadau. e

2. | Persyaratan (Surat Permohonan diatas materai Rp.6.000

Pelayanan ditujukan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga
kerja Kab. Sekadau dengan Melampirkan ;

I. lzin Mendirikan Bangunan Berusaha
l. Fotakopi KTP Pemohon JPimipinan
Perusahaan;
2. Fotokopi KITAS untuk pemohon (WNA):
3. Perizinan Berusaha wyang diterbitkan
melialu OS8S;
4. Surat Kuasa dan fotokopi KTP apabila
pengurusan diwakilkan;
| 2. Tanda bukti status kepemilikan hak atas
tanah atau tanda bukt  perjanjian
pemanfaatan tanah;
6. Surat Permyataan bahwa tanah tidak dalam

— — | Dl
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] status senghketa;

7. Data kondisi-atau situasi tanah;

#. Fotocopy Keterangan Rencana Kabupaten
(KRK;

9. Surat Pernyataan untuk mengkut
ketentuan dalam KRK;

10. Fotokopi Tanda Bukt Lunas PRB Tahun
berjalan, dikecualikan untuk Fasum dan
provek pemerintah;

11, Data pemulik Bangunan Cedung;

. 12.Rencana teknis Bangunan Gedung paling
sedikit  memuat: rencana  arsitektur,
rencana struktur, dan rencana utilitas,

13. Denah Lokasi dilengkapi titik koordinat;

14. Pertimbangan Teknig dari  Tim  Ahli
Bangunan Gedung (TABG) Kabupaten
Sekadau,

15. Bukti Pembayaran Retribusi;

16, Pakta  Integritas tentang kebenaran dan
keabsahan dokumen vang disampaikan
ditandatangi aleh pimpinan,/ pemilik
perusahaan,

1L _!Mmu Non Berusaha

Fotokopt KTP;

! '.F!. Surat Kuasa dan fotokopi KTP apabila

pengurusan diwakilkan;

3. Suralt Pemyataan bahwa tanah rtdak

dalam status sengketa;

Data kondisi atau situas: tanah;

Fotokopi Keterangan Rencana Kabupaten

(KREK);

6. Surat Pernvataan untuk  mengikuti |

ketentuan dalam KRK;

‘ 7. Tanda bukti status kepemilikan hak atas

I

tanah.  atau tanda  bukti  perjanjian
pemanfaatan tanah;

8. Fotokepi Lunas PBB Tahun berjalan,
dikecualikan untuk Fasum dan provek |
pemerintah;

9.  Data pemilik Bangunan Gedung; -
| 0. Rencana teknis Bangunan Gedung paling |
- sedikit memuat: rencana arsitelktur, |
| rencang struktur, dan rencana utilitas;

11. Denah Lokasi dilengkapi titik koardinar:
| 12. Pertimbangan Teknis dari Tim Ahli
‘ Bangunan Gedung (TABG) Kabupaten

Sekadau;
1Jd, Bukti Pembavaran Retribusi;
| 14, Pakta Intégritas tentang kebenaran dan
keabsahan dokumen yvang disampailkan
ditandatangi oleh pimpinan fpemilik.

I. Izin Mendirikan Eﬂ.m Berusaha

3. Mekariismme dan 1. Pemohon Melakukan Pendaftaran di (8%
| Frosedur fass.go.id);
2. Pemohon Melakiukan Permohonan Berusaha
I Melalui OSS;
3. Pemohon melakukan Pemenuhan Komitmen
| secara Onlire  Melalui _ SIMBG
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{stmbeg.pr.go.id);

. DPMPTSPTR melakukan verifikasi

persvaratan administrasi;

. Apahbila berkas permchonan dinyatakan

iengkap maka dapat diterima, untuk
selanjutnya diproses: dan dizsampaikan ke
Dinas PUPR Kabupaten Sekadau untuk
diterbitkan rekomendasi tata ruang dan
pengesahan Rencana teknis Bangunan
Gedung. Dan jika berkas odak lengkap
maka akan dikembalikan kepada pemohan;

. Tim Teknis Perizinan dan Nonperizinan

Kabupaten Sekadau Melakukan Survey
Lapangan untuk melakukan pemeriksaan
lapangan, dan hasil pemeriksaan dituangkan
dalam bentuk Berita Acara Pemeriksaan
(BAP);

. DPMPTSPTK habupaten Sekadau |

Memberikan Persetujuan Pemenuhan
Komitmen atan Penolakan Komitmen tidak
Terpenuhi Melalui 085 berdasarkan hasil
BAFP;

8. Pemohon Menerima Notifikasi dari 0SS,

Izin Mendirikan Bangunen Non Berusaha
l. Pemohon melakukan Pemenuhan Komitmen

secars Cinfine Melalui SIMBG |
fsimbg. . go.id);
. DPMFPTSPTK Melakukan Verifikasi |

persyaratan administrasi; '

. Apabila berkas permohonan dinvatakan |

lengkap maka dapat diterima, selanjutnva
diproses dan disampaikan ke Dinas PUPR
Kabupaten Sekadau untuk diterbitkan
rekomendas: tata ruang dan pengesahan
Rencana tekmis Bangunan Gédung. Dan jika
berkas tidak  lengkap maka akan
dikembalikan kepada pemohon;

. Tim Teknis. Perizinan dan Nonperizinan

Kabupaten Sekadau Melakukan Survey
dan/atau Monitoring Perizinan ke tempat
Lokasi Usaha, dan thasil pemeriksaan
dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksasn |
|BAP); I

. Berdasarkan hasil Pemeriksaan lapangan |

DPMPTSFTK Kabupaten Sekadau
Menerbitkan IMB atau membuat surat
penolakan  Permochonan [zin  Mendirikan
Bangunan dengan alasan. |

| 4. |Jangka Waktu | 30 {Tiga Puluh} Hari Kerja
_____ Penyelesaian | . '
5. | Biava /Tarif Sesuai Perda No. 6 Tahun 2017 tentang
Perubahan Atas Perda Kab. Sekadau No. 6 Tahun
| | 2011 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu. =
6. | Produk [zin Mendirikan Bangunan )
Pelayanan
7. | Penangan 1. Melalui Kotak Saran dan Pengaduan;

| Pengaduan, | 2. Melalui Telepon/Fax : 0564 - 2042075
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| masulkan

| saran dan | 3,

3. Bertifikat Laik Fungsi

Komponen

|

P
[

| Dasar Hukum

Pe rﬁyamta.rt_
Pelavanan

Surat / Email :kpmtskd2014@gmail. com
4.

Petugas Lokel Pengaduan.

Uraian

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang
Bangunan Gedung;

Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia
Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan
Perizinan  Berusaha Terintegrasi  Secara
Elektronik:

Permen Pekerjaan Umum No. 24/PRT/M/2007
tentang Pedoman Teknis lzin  Mendirikan
Bangunan Gedung;

. Peraturan  Menteri Pekerjaan Umum Dan

Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor
O05/PRT/M/2016 Tentang lzin Mendirikan
Bangunan Gedung;

Peraturan Mentenn Pekerjaan Umum Dan
Perumahan Rakvar Republik Indonesia Nomer
19/PRT/M /2018 Tentang Penvelenggaraan lzin
Mendinkan Bangunan Gedung Dan Sertifikat |
Laik Fungsi Bangunan Oedung Melalui |
Pelayanan Perizinan  Berusaha Terintegrasi
Secara Elektronik;

Peraturan Bupati Sekadau Nomor 31Tahun
2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan
Bupati Sekadau Nomor 18 Tahun 2019 tentang
Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan
Penerbitan  Perizinan Dan  Nonperizinan
Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal
Pelavanan Terpadu Satu Pinty Dan Tenaga |
herja Kabupaten Sekadau.

' Surat Permohonan diatas materai Rp.ﬁ_{}nﬂl

ditujukan kepada kepala Dinas Penanaman |
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan

Tenaga Kerja Kah. Sekadau dengan Melampirkan ;

1. SLF Berusaha

itk st

Forokopi KTP Pimpinan Perusahaan;

Nomaor Induk Berusaha:

Fotokop Izin Lokasi;

Fotokopt [zin Lingkungan;

Fotokopi Izin Mendirikan Bangunan,

6. Gambar teknis bangunan gedung terbangun
(s bl drowings);

7. Pernyvataan darl pengawas atiu Manajemen
konstruks: untuk bangunan gedung baru
atau dar Pengkapn Teknis untuk banpunan
gedung vang sudah ada (exsisting] bahwa
bangunan gedung vang dibangun telah
sesual dengan IMB dan laik fungsi;

B. Lampiran pendukung vang menvatakan
kelaikan fungs: bangunan gedung; '

9. Pakta Integritas tentang kebenatan dan

keabsahan dokumen yang disampaikan
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3.  Mekanisme dan L
T

Prosedur

2.

2

3

W

ditandatang oleh pimpinan ,n"pemlhl:
perusahaan diatas materal Bp 6.000.-:
SLF Non Berusaha
Fotocopy KTP
Fotokopi lzin Lingkungan
Fatokopi Izin Mendirikan Bangunan.
Gambar teknis bangunan gedung terbangun
fas built drawings);
Pernyataan dari pengawas atau Manajemen
Ronstruksi untuk bangunan gedung baru
atau dari Pengkaji Teknis entuk bangunan
gedung yang sudah ada (exsisting) bahwa
bangunan gedung vang dibangun telah
sesuai dengan IMB dan laik fungsi;
bo Lampiran  pendukung vang menvatakan
kelaikan fungsi bangunan gedung;
Pakta Integritas tentang kebenaran dan
keabsahan dokumen vang disampaikan
ditandatangi oleh pimpinan/pemilik.

SLF Berusaha
Pemohon Melakukan Pendaftaran & 0SS
foss. go.id);

Pemohon Melakukan Permohonan Berusaha
Melalui OSS;

Pemohon melakukan Pemenuhan Komitmen
secara Online Melalui SIMBG (simbg.pu.go.id);

B e

tn

=]

DPMPTSPTK Melakukan Verifikasi persyaratan |

administrasi;

Apabila berkas permohonan  dinvatakan
lengkap maka dapat diterima, selanjutnva
diproses dan disampaikan ke Dinas PUFR
Kabupaten Sekadau untuk  diterbitkan
rekomendasi  tata ruang dan  pengesahan
Rencana teknis Bangunan Gedung.  Dan jika

berkas tidak lengkap maka akan dikembalikan |

kepada pemohon;

. Tim  Teknis Perizinan dan Nonperizinan

Kabupaten  Sekadau Melakukan  Survey
dan/atau Monitoring Perizinan ke tempat
lokasi Usaha, dan hasil pemeriksaan
dituangkan dalam Herita Acara Pemeriksaan
{BAP);

. DPMPTSPTR Kabupaten Sekadau Memberikan

Persetujuan Pemeénuhan  Komitmen  atau
Penolakan Komitmen tidak Terpenuhi Melalui
S5S,

. Pemohon Menerima Notifikasi Pemenuhan

Komitmen dari 0SS,

SLF Non Berusaha

. Pemohon melakukan Permohonan dan

Femenuhan Komitmen secara Online  Malalud
SIMBG fsimbg. pu.go. id);

DPMPTSPTK Melakukan Verifikasi persvaratan
administrasi;

- Apabila berkas permohonan dinvatakan

lengkap maka dapat diterima, selanjutnya
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4.

@ o

|
|
K

4. Izin Pembangunan Kawasan Perumahan

Nao.

I

| Jangka Waktu
Penyelesaian

e S e

3 [Tiga) Hari Kerja

diproses dan disampaikan ke Dinas PUPR
Kabup&aten Sekadau untuk diterbitkan
rekomendast tata ruang dan  pengesahan
Rencana teknis Bangunan Gedung, Dan jika
berkas tidak lengkap maka akan dikembalikan
kepada pemohon;

Tim Teknis Perizinan dan  Nonpetizinan
Kabupaten Sekadau Melakukan  Survey
dan/atau  Monitoring Penzinan ke  tempat
Lokasi Usaha, dan hasil pemeriksaan
dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan
{BAP);

Berdasarkan hasil Pemeriksaan  lapangan
DPEMPTSPTK kabupaten Sekadau menerbitkan
SLF atau  membuat surat  penolakan
Permohonan SLF dengan alasan sesuai hasil
pemeriksaan: '

Biava /Tarif 0.-

et =
Pelayanan - Sertifikat Laik Fungsi

| Penangan 1. Melalui Kotak Saran dan Pengaduan;
Pengaduan, 2. Melalui Telepon/Fax ! 0564 — 2042075
SATAnN dan | 3. Surat / Email kpmtskd201 4Ggmail.com

| masukan | 4. Petugas Loket Pengaduan.

Komponen

Uraian

1

Dasar Hukum

| 1.

| 9,

Undang-Undang No. 26 tahun 2007 tentang
Penataan Ruang,

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang
Perumahan dan Kawasan Pemukiman;

. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia

Nomor 14 Tahun 2016  Tentang

Penvelenggaraan Perumahan dan Kawasan

Pemukiman;

Feraturan  Pemenntah Republik  Indonesia

Nomor 64 Tahun 2016 Tentang Pembangunan

Perumahan Masvarakat Berpenghasilan |
Rendah;

- Permen PUPR Ne. 05 Tahun 2016 Tentang lzin

Mendirikan Bangunan Gedung;

. Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakvat

Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2011
Tentang Pedoman Penvelengparaan Perumahan
Murah;

Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 2
Tahun 2015 tentang Bangunan Gedung,
Peraturan Bupati Sekadau Nomor 61 Tahun
2018 tentang Penyelenggaraan Bangunan
Gedung;

Peraturan Bupat Sckadau Nomor 31 Tahun |
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3.

|

2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan |
Bupati Sekadau Nomor 18 Tahun 2019 tentang
Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan
Penerbitan  Perizinan  Dan  Nonperizinan
Kepada Repala Dinas  Penanaman  Modal
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga
herja Kabupaten Sekadau.

' Persyaratan | Surat  Permohonan  diatas: materss Rp.6.000
| Pelavanan | ditujukan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal

1.
2.

3.

|13.

| Mekanisme dan | 1.
Prosedur |
2.

9.
5.
6.

1.

12,

| dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga
Kerja Kah, Sekadau dengan Melampirkan : |

Proposal;

Fatokopi KTP Pemohon [ Pimpinan
Perusahaan;

Fotokopi Badan Usaha dan Surat Keterangan
Domisili:

Surat Kuasa dan fotokopi KTP apabila
pengurusan diwakilkan;

Tanda bukti starus kepemilikan hak atas
tanagh amu  tanda bukti  peranjian
pemanfaatan tanah;

Fotokopi 8TTS PEB tahun berjalan:

Fotokopi  Surat Ketetapan Pajak Daerah |
(SKPD) tahun terakhir:

Foto Lokasi (warna); '
Gambar Site Plan lengkap PSU vang telah di
sahkan oleh pejabat vang berwenang;

Bulti Pembayaran [uran BPJS
ketenagakenaan;

Mengisi Formulir Pendaftaran Badan Usaha
/Badan Hukum Lainnyva Pekerja Peénerima |
Upah BPJS Kesehatan;

Pakta Integritas tentang kebenaran dan |
keabsahan dokumen yang disampaikan |
ditandatangi oleh pimpinan/pemilik
perusahaan,

Pas foto Pimpinan Perusahaan berwarma

Penga]uan berkas pr:rmnhunan diloket 2 untuk |
dilakukan verifikasi:

Apabila berkas permohonan  dinyatakan
lengkap maka dapat diterima, -selanjutnyva
diproses dan disampaikan ke Dinas Perkimtan |
Kabupaten Sekadau untuk  diterbitkan
rekomendasi. Dan jika berkas tidak lengkap
maka akan dikembalikan kepada pemohon;

- Pemresesan di Front Office dapat ditidaklanjut

setelah mendapat rekomendasi dari Dinas:
Perkimtan Kabupaten Sekadau:

Pemrosesan di Back Office;

Penandatangan lzin oleh Kepala Dinas;
F&nverahan 1zin diloket 3.

| Penyelesaian

. |Jangka Waktu | 5 {Lima) Hari Kerja
|

s




5. |Biava /Tarilf | O,- I
|

B, | Produk | Dokumen lzin Pembangunan Kawasan
Pelavanan | Perumahean
7. | Penangan | 1. Melalui Kotak Saran dan Pengaduan,
| Pengaduan, | 2. Melalu) Telepon,/Fax @ 0564 - 2042075
saran dan | 3 Surat / Email ‘kpmtskd2014@email.com
| masukan -1 _Petugas Loket Pengaduan.

D. SEKTOR PER PERIKANAN
1. Surat Izin Usaha Perikanan

iSSSie——Lt = —

No. Komponen Uraian

1.  Dasar Hukum 1. | Undﬂng—Undﬂng Nomor 31 Tahun 2004 tenmng
| Perikanan ;

2. Peraturan Pemerintah  Republik  Indonesia

Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan

| | Penizinan  Berusaha  Terintegrasi Secara

I Elektronik;

3. Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan
Republik  Indonesia  Nomor 49 /Permen-
Kp/2014 Tentang Usaha Pembudidayaan Ikan ; |

4. Peraturan Bupati Sekadau Nomor 31 Tahun |
2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan

| Bupan Sekadau Nomor 18 Tahun 2019 tentang
| Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan

‘ Penerbitan  Perizinan ~ Dan  Nonperizinan

Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal
| Pelavanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga

= - || Kerja Kabupaten Sekadau. o .

2. | Perayaratan Surat Permohonan diatas materai Rp.6.000 |
Pelayanan .' ditujukan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga
Kerja Kab. Sekadau dengan Melampirkan

Fotokopi KTF Pimpinan Perusahaan:

Nomor Induk Berusaha (NIB);

Fotokopi [zin Lokasi;

Fotokopi [zin Lingkungan,

Dokumen Amdal/ UKL-UPL/SPPL;

Fotokopi  Surat Ketetapan Pajak Daerah

I (SKPD) tahun terakhir;

| 7. Melampirkan komitmen pendaitaran |

kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan  atau
Fotokopi bukrti pembayaran BPJS
hetenagakerjaan;
, 8. Menpisi Formulir Pendaftaran Badan Usaha
| ' (Badan Hukum Lainnva Pekerja Penerima
Upah BPJS Kesehatan;

9. Pakta Integritas tentang kebenaran dan
keabsahan dokumen vang disampaikan
ditandatangi oleh pimpinan/pemilik
perusahaan.

10. Rencana Usaha yang meliputi :

| a. rencana kegiatan usaha;

, b. rencana tahapan kegiatan,

| ¢. rencana teknologi yang digunakan; |

Lo L
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I d. sarana usaha vang dimiliki;

€. rencana pengadaan sarmna ussha;

f. rencana volume produksi setiap tahapan
' Kegiatan, dan

e il | g rencana pembiavaan. —

3. | Mekanisme dan | 1. Pemmiohon Melakukan Pendaftaran di 0SS
| Prosedur {oss.go.id);

2. Pemohon Melakukan Permohonan Berusaha
Melalui OSS;

3. Pemohon Mendapatkan NIB, dan  Perizinan

| Berusaha melalui OSS;

4. Pemohon melakukan Pemenuhan Komitmen
pada DPMPTSPTK Kabuparen Sekadau;

5. DPMPTSPTK Melakukan Verifikasi Kesesuaian
Komitmen dengan Peraturan Perundang-
Undangan;

6, Tim Tekms Periz@inan dan Nonperizinan
Kabupaten Sekadau Melakukan Survey Lokasi
Usaha dengan membuat hasil pemeriksaan

| lapangan untulk disampaikan kepada

. DPMPTSPTK;

7. DPMPTSPTK Kabupaten Sekadau Memberikan
Persetujuan Pemenuhan Komitmen atau
Penolakan Komitmen tidak Terpenuhi Melalui
055;

B. Pemohon Menerima Notifikasi  Pemenuhan

| Komitmen dari OSS.

i. 4. Jangka Waktu 5 (Lima) Hari Kerja

; . Penyelesaian _1

| 5. | Biaya fTarif ;-

6. | Produk | Dokumen Surat lzin Usaha Perikanan
Pelayvanan

7. | Fr_-nﬁnﬁélﬁ I. Melalui Kotak Saran dan Pengaduan;

Pengaduan, 2. Melalui Telepon /Fax : 0564 - 2042075
Saran dan | 3. Surat / Email 'kpmtskd20 | 46pmail com

| masukan | 4. Petugas Loket Pengaduan.

2. Tanda Daftar bagi Pembudidaya Ikan Kecil

No. '

Kemponen Uraian

1 | Dasar Hukum | 1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang
| | Perikanan ;

|.?. Feraturan Pemerintah Republik  Indonesia |
Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan
Perizinan  Berusaha  Terintegrasi Secara
Elektronik;

3. Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan
Republik Indonesia Nomor 49/ Permen-
KP/2014 Tentang Usaha Pembudidayvaan lkan:

4. Peraturan Bupati Sekadau Nomor 31 Tahun

| 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan
Bupati Sekadau Nomor 18 Tahun 2019 tentang
Pendelegasian Kewenangan Penandatariganan
Pemerbitan  Perizinan  Dan __ Nonperizinan
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|' Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal
- Pelavanan Terpadu Satu Pimtu Dan Tenaga
! N .. l-.erla Kabupaten Sekadau, |

2. | Persyaratan Eurﬂt Permohonan diatas matermn  Rp.6.000
Pelayanan | ditujukan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga
Kerja Kab. Sekadau dengan Melampirkan
| 1. Fotokopi KTP dengan menunjukan aslinya,
| 2. Nomor Induk Berusaha (NIB):
3. Fotokop lmin Lokasi;
4, 8PPL;
| 3. Surat pernyataan bermaterai cukup yang
menyatakan luas lahan vang digunakan dan
| jenis ikan yang dibudidayakan;
| 6. Fotokopi Surat Ketelapan Pajak Daerah
_ (SKPD) tahun terakhir;
7. Melampirkan komitmen pendaftaran

kepesertaan BPJS  Ketenagakerjaan — atau
Fotokopi bukti pembayvaran BPJIS
Ketenagakerjaan;

'8. Mengisi Formulir Pendaftaran Badan Usaha
/Badan Hukum Lainnyva Pekerja Penerima
Upah BPJS Kesehatan;

I 10, Pakta Integritas tentang kebenaran dan
keabsahan dokumen vang disampaikan
ditandatang oleh pimpiman / pemilik

. ____perusghaan diatas materai Rp 6.000,-;

3. | Mekanisme dan | 1. Pemohon Melakukan Pendaftaran dl 088

Prasedur toss goid);
2. Pemohon Melakukan Permohonan Berusaha
Melalui OSS;

I J. Pemohon Mendapatkan NIB |, dan Perizinan

Berusaha melalui OSS;

4. Pemohon melakukan Pemenuhan HKomitmen
pada DPMPTSPTK Kabupaten Sekadau;

5 DPMPTSPTK Melakukan Verifikasi Kesesuaian
Kemitmen dengan Peraturan Perundang-
Undangan;

B, Tim Tekms Perizinan dan  Nonperizinan
Kabupaten Sekadau Melakukan Survey Lokasi
Usaha dengan membuat hasil pemeriksaan
lapangan untuk disampaikan kepada
DPMPTSPTK;

7. DEMPTSPTK Kabupaten Sekadau Memberikan |
Persetujuan Pemenuhan Komitmen atau |
Penolakan Komitmen tidak Terpenuhi Melalui
085,

8. Pemohon Menerima Notifikasi Pemenuhan |

N - homitmen dan 0SS, '

S Jangka Waktu | 5 (Lima) Hari H.Elj:a

| Penvelesaian

5 Biava / Tarif I'0.-

6 IPmduk Dokumen Tanda Daftar bagi Pembudidava lkan |
Pelayvanan Kecil
7. | Penangan ' 1. Melalui Kotak Saran dan Pengaduan;
Pengaduan, 2. Melalui Telepon / Fax : 0564 - 2042075
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‘_ saran dan 3. Surat / Email (kpmtskd201 4Ggmail.com

| masukan

3. Tanda Daftar usaha pengolahan hasil perikanan

I
No.

] Dasar Hukum

Komponen

i

2, | Persvaratan
Pelavanan

. Peraturan Pemerintah Republik  Indonesia

Petugas Loket Pengaduan.

Uraian

. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 I;.'Tﬁﬂ.ngé

Perikanan ;

Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelavanan
Perizinan  Berusaha  Terintegrasi  Secara
Elektronik;

Peraturan Menteri Kelautan Dan  Perikanan |
Republik  Indonesia  Nomor 49/ Permen-
Rp/2014 Tentang Usaha Pembudidayvaan [kan :
Menteri Kelautan Dan  Perikanan Republik
Indonesia Nomor 37/ Permen-Kp/ 2016 Tentang
Skala Usaha Pengolaban [kan;

Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan
Republik Indonesia Nomeor  67/Permen-
KP/2018 Tentang Usaha Pengolahan lkan;

. Peraturan Bupati Sekadau Nomor 31 Tahun

2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan |
Bupat Sekadau Nomor 18 Tahun 2019 tentang |
Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan |
Penerbitan  Perizinan  Dan  Nonperizinan | 5
Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal |
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga | ,
Kerja Kabupaten Sekadau.

‘Burat Permohonan diatas matera Rp.6.000

ditujukan kepada Kepala Dinas Penanaman Maodal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga
kerja Kab. Sekadau dengan Melampirkan :

WA A

o

10.

Fotokopt KTF Pimpinan Perusahaan;

Nomor Induk Berusaha (NIB};

lzin Lokasi;

SPPL;

izin Mendirikan Bangunan;

Fotokopi  Surat Ketetapan Pajak Daerah
(SKPD) tahun terakhir;

Melampirkan komitmen pendaftaran
kepesertaan BRIS  Ketenagakerjaan atau |
Fotokopi bukti prmbayaran BRJS |
Ketenagakerjaan,

Mengisi Formulir Pendaftaran Badan Usaha
[Badan Hukum Lainnva Pekerja Penerima
Upah BPJS Kesehatan; |
Fakta Integritas tentang kebenaran dan
keabsahan dokumen wvang disampaikan
ditandatangi aleh pimpinan/ pemilik
perusahaan.
Rencana Usaha Pengplahan lkan untuk TDU-
PHP paling sedikit memuat:
a.Jems usaha;
b.Sumber dan nilai investasi,
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¢..Jenis dan asal Bahan Baku: dan
d. Wilayah pemasaran.

3.  Mekanisme dan 1. Pemohon Melakukan Pendaftaran d4i 0S8
Prosedur (oss. go. id);
2, Pemohon Melakukan  Permohonan Berusaha
| Melalui OSS;
‘ 3. Pemohon Mendapatkan NIB , dan Perizinan
Berusaha melalui O55;

4. Pemohon melakukan Pemenuhan Komitmen |

pada DPMPTSPTK Kabupaten Sekadau;

2. DPMPTSPTK Melakukan Verifikasi Kesesuaian |

Komitmen dengan Peraturan Prr:.mda.ng-i
Undangan,

6. Tim Teknis Perizinan dan Nonperizinan |
| kKabupaten Sekadau Melakukan Survey
| dan/atau Monitoring Penzinan ke tempat
| Lokasi Usaha dengan membuat hasil

pemenksaan Japangan untuk disampaikan
kepada DPMPTSPTK.

7. DPMPTSPTK Kabupaten Sekadau Memberikan

Persetujuan  Pemenuhan Komitmen atau
Penolakan Komitmen tidak Terpenuhi Melalu:
058,
8. Pemohon Menerima Notifikasi P:mtnuhan!
I | Komitmen dari OSS. - |
4. | Jangka Waktu | 5 [Lima) Hari Kerja '
| Penyelesaian |
2. | Biava /Taril 0.-
6. | Produk Dokumen Tanda daftar usaha pengolahan hasil
Pelavanan perikanan
V. | Penangan 1. Melalui Kotak Saran dan Pengaduan:
Pengaduan, 2. Melalui Telepon/ Fax : D564 - 2042075
saran dan | 3. Surat / Email ‘kpmtskd2014@gmail com
| masukan |4 Petugas Loket Pengaduan.

V1. SEKTOR KESEHATAN
1. Sertifikat Usaha Mikro Obat Tradisional

| No. Komponen

1. | Dasar Hukum

1

2.

s

. Peraturan

Uraian

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang
Keschatan,

Peraturan Pemerintah  Republik  Indonesia
Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan

Perizinan  Berusaha Terintegrasi Secara
Elektronik; _
- Peraturan  Menteri  Kesehatan — Republik

Indonesia Momor 006 Tahun 2012 Tentang
Industrt Dan Usaha Obat Tradisional;

Menteri Kesehatan Republik
Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 Tentang
Felayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi
Secara Elektronik Sektor Kesehatan,

Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomar 2
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2. Persvaratan
Pelayanan

3. | Mekanisme dan
Prosedur

Keschatan;

. Peraturan Bupati Sekadau Nomor 31 Tahun

2019 Tentang Perubaban Atas Peraturan
Bupat Sekadau Nomor 18 Tahun 2019 wentang
Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan
Penerbitan  Perizinan Dan  Nonperizinan
Kepada Kepala Dinas Penanaman Mn-da]|
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga
Kerja Kabupaten Sekadau,

Surat Permohonan diatas materai Rp.6.000
ditujukan kepada kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayvanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga

| Kerja Kab. Sekadau dengan Melampirkan :

S 0 A0l

10.

|1,

Fotokopi KTP Pimpinan Perusahaan;
Noamor Induk Berusaha (NIH)
Fotokopi Izin Lokasi:

3PPL;
Tenaga teknis kefarmasian atau tenaga
kesehatan tradisional JETEL

berkewarganegaraan Indonesia;

Surat Tanda Registrasi Tenapga Teknis
Kefarmasiaan (STRTTK];

Daftar sediaan Obat Tradisional yang akan |
diproduksi;

Fotokopi  Sural Ketetapan Pajak Daerah |
[SKPD) tahun terakhir;

Melampirkan komitmen pendaftaran
Kepesertaan BPJS  Ketenagakerjaan atau
Fotokopt bukt pembavaran BPJS
hetenagakerjaan;

Mengisi Formulir Pendaftaran Badan Usaha
/Badan Hukum Lainnya Pekerja Penerima
Upah BRJS Kesehatan:

Pakta Integritas tentang kebenaran dan
keabsahan dokumen yang disampaikan |
ditandatangi oleh pitnpinan /pemilik |
perusahaan. :
Pernohon  Melakukan Pendaftaran di 0SS |
(oss. go.id];

. Pemohon Melakukan Permohonan Berusaha

Melalul OSS;
Pemohonn Mendapatkan NIB |, dan Perizinan
Berusaha melalui O35;

. Pemohon melakukan Pemenuhan Komitmen

pada DPMPTSPTK Kabupaten Sekadau;

Tim Teknis Perizinan dan Nonperizinan
Kabupaten  Sekadau  Melakukan  Survey
dan/atau  Monitoring  Perizinan ke tempat
Lokasi Usaha untuk membuat Berita Acara |
Pemeriksaan (BAP);

DPMPTSPTK Melakukan Verifikasi Kesesuaian
homitmen dengan Peraturan Perundang:
Undangan,

. DPMPTSPTK Kabupaten Sekadau Memberikan

Persetujuan  Pemenuhan Komitmen atau
Penolakan Komitmen tidak Terpenuhi Melalui
Q35;

-Gi-



‘ R K3

' 4. |Jangka Waktu | 5 [Lima) Hari Kera

.-4’@\’91-??&1_31_1 =
| 5. |Biaya/Tarif |0
.

Pemohon  Menerima Notifikasi  Pemenuban
Komitmen dari 0SS,

Produk | Dokumen Sertifikat Usaha Mikro Obat Tradisional |

‘ | Pelavanan

2 P:mangaﬁ'__i
Pengaduan,
SETHTL dan
masukan

.MPJ.P_‘.

m—

-

Melalui Kotak Saran dan Pengaduan;
Melalui Telepon / Fax : 0564 - 2042075
Surat [ Email tkpmtskd20149@gmail com
Petugas Loket Pengaduan.

2. Sertiflkat Perusahaan Rumah Tangga (PRT) Alat Kesehatan dan PKRT

|
No. Komponen |

|
| 1 Dasar Hukum | 1.
|

Uraian

Perlindungan Konsumen;
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang
Kesehatan:

- Peraturan Pemerintah = Republik  Indonesia

Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Peiayanan
Perizinan.  Berusaha  Terintegrasi Secara |
Elektronik;

. Peraturan Mentern Kesehatan RI Nomor 70 |

Tahun 2014 tentang Perusahaan Rumah
Tangega Alat Kesehatan /PKRT;

Feraturan  Menteri  Kesehatan  Republik |
Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 Tentang |
Pelavanan Perizinan Berusaha Terintegrasi
Secara Elektronik Sekior Kesehatan;

Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 2 |
Tentang Penvelenggaraan Perizinan Kesehatan;
Peraturan Bupat Sekadau Nomor 31 Tahun
2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan |
Bupat Sekadau Nomor 18 Tahun 2019 tentang |
Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan |
Peperhitan  Perizinan Dan  Nonperizinan |
Kepada Kepala Dinas PFPenanaman Modal |
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga |
Kerja Kabupaten Sekadau.

| & 'Pera_-,mtan Surat Permohonan diatas materai Ep.ﬁ.ﬂ{lﬂf

Felavanan ditujukan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal :

| tdan Pelavanan Terpadu Satu Pintu dan Tfna.g,ai

1.
2

el

| Kerja kab, Sekadau dengan Melampirkan :

Fotokopi KTP Pemilik / Pimpinan Perusabaan;
Berbentuk badan usaha atau perseorangan
dikecualikan untuk Perseroan Terbatas;
Perizinan yang diterbitkan melalui O55;

Pela lokasi dan denah bangunan;

SPPL; _
Sertifikat pelatihan pelaksanaan perusahaan |
rumah tangea vang baik bagm Pelaku usaha |
vang dikeluarkan oleh nstansi  yang :
berwenang;

Daftar peralatan produksi;

N




akan diproduks;
9. Fotokopi Surat Ketetapan Pajak Daerah
' (SKPD) tahun terakhir;

10, Melampirkan komitmen pendafiaran
kepesertaan BRJS Keienagakerjaan atau
Fotokopi bukti pembayvaran BPJS

Ketenagakerjaan;

1l. Mengisi Formulir Pendaftaran Badan Usaha
/Badan Hukum Lainnva Pekeria Penerima
Upah BRJS Kesehatan;

12, Pakta Integritas tentang kebenaran dan
keabsahan dokumen vang disampaikan

| ditandatangi aleh - pimpinan / permilik
| perusahaan.

3. |Mekanisme dan | 1. Pemohon Melakukan Pendaftaran di 0SS |
|P‘|.'t:.'-.=.e~r1ur' | (oss.go.id); |
| 2. Pemohon Melakukan Permohonan Berusaha
Melalui OS5,
3. Pemohon Mendapatkan NIB; dan Perizinan
Berusaha melalui OS8S;
I | <. Pemohon melakukan Pemenuhan Komitmen
I pada DPMPTSPTK Kabupaten Sekadau;
2. Tim Teknis Perizinan dan Nonperizinan
Kabupaten Sekadau Melakukan  Survey
| dan/atay  Monitoring Perizinan ke tempat
Lokasi Usaha untuk membuat Berita Acara
Pemeriksaan (BAP);

6. DPMPTSPTK Melakukan Verifikasi Kesesuaian |
Komitmen dengan Peraturan Perundang-
Undangan: '

7. DPMPTSPTK Kabupaten Sekadau Memberikan |
Persetujuan  Pemenuhan Komitmen atau
Penolakan Komitmen tidak Terpenuhi Melalui

O85!

|H. Permohont  Menerima  Notfikasi  Pemenuhan

| Komitmen dari 08s.

4 Jangka Waktu | 5 (Lima) Hari Kerja

 Penyelesaian

— — — — il

|

Biaya /Tanf 0,-

6., | Produk | Dokumen Sertifikat Perusahaan Rumah Tangga
Pelayanan (FRT) Alat Kesehatan dan PKRT.

i Penangan 1. Melalui Kotak Saran dan Pengaduan; ]
Pengaduan, 2. Melalui Telepon/Fax : 0564 - 2042075
saran dan | 3. Surat / Email kpmiskd2014@email com
masukan _| % Petugas Loket Pengaduan.

3. Bertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga

No. Komponen Uraian
| IS At 5 L — = ;
| 1. | Dasar Hukum 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang
Keschatan:

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
| | i Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan

L,




2.

Persvaratan

Pelavanan

' Mekanisme dan

Frosedur

Perizinan  Berusaha _’l:t;i..ﬁl-f'gmai  Secara |

Elektronilk:

. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat Dan

Makanan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun
2018 Tentang Pedoman Pembenan Sertifikat
Produksi Pangan Industri Rumah Tangga;

. Peraturan  Menteri  Kesehatan  Republik

Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 Tentang
Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi
Secara Elektronik Sektor Kesehatan;

Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomaor 2
Tentang Penyelenggaraan Perizinan Kesehatan;

. Peraturan Bupati Sekadau Nomor 31 Tahun

2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan
Bupati Sekadau Nomer 18 Tahun 2019 tentang
Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan
Penerbitan  Perizinan Dan  Nonperizinan
Kepada kepala Dinas  Penanaman Modal |
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga
Kerja Rabupaten Sekadau.

Hun{!'umg]!gga_n :

| Surat Permohonan iatas materai Rp.6.000
ditujukan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Sata Pintu dan Tenaga
Kerja kab, Sekadau dengan Melampirkan ¢

1

o w

=]

|12,

R

Fotokopt KTP Pemilik/Pimpinan Perusahaan;
Berbentuk badan usaha atau perseorangan
dikecualikan untuk Perseroan Terbatas;
Perizinan yvang diterbitkan melalui O85:

SPPL;

Sertifikat penyuluhan keamanan pangan;
Pemenuhan aspek  hygiene sanitasi dan |
dokumentasi;

Fotokopt Surat Ketetapan Fajak Daerah
(SKFPD) tahun terakhir;

Melampirkan komitmen pendaftaran
kepesertaan BPJS Ketenagakergaan  atau
Fatokopi bukti pembayaran BPJS |
Ketenagakerjaan;

Mengisi Formulir Pendaftaran Badan Usaha |
fBadan Hukum Lainnyva Pekerja Penerima
Upah BFRJS Kesehatan;

Pakta Iniegritas tentang kebenaran dan
keabsahan dokumen vang disampaikan
ditandatangi oleh pimpinan/ pemilik
perusaliaan. s =1
Pemohon Melakukan Pendafaran di 0SS
(oss.go.id);

Pemohon Melakukan Permohonan Berusahs
Melalui OSS;

Pemohon Mendapatkan NIB, dan Perizinan
Berusaha melalui 058,

. Pemohon melakukan Pemenuhan Komitmen

pada DPMPTSPTK Kabupaten Sekadau:
Tim Teknis FPerizinan dan Nonperizinan
kabupaten  Sekadau Melakukan  Survey

55



dan/atau Monitoring Perizinan ke tempat
Lokasi Usaha untuk mémbuat Berita Acara
Pemeriksaan (BAP|;

6. DPMPTSPTK Melakukan Verifikasi Kesesuaian
Komitmen dengan Peraturan  Perundang-
Undangan;

7. DFMPTSPTK Kabupaten Sekadau Memberikan
Fersetujuan Pemenuhan Komitmen satau

| Penolakan Komitmen tidak Terpenuhi Melalui
053;

| §. Pemohon Menerima Notifikasi  Pemenuhan
_ komitmen dari OS85,

4. |Jangka Waktu | 5 (Lima) Hart Kerja

| Penyelesalan

Biayva [Taril

D1

_I"_l'l

Produk Dokumen  Sertifikat Produksi Pangan Industri
Pelayvanan umah Tangga (SPP-IRT)
7.  Penangan . Melalui Kotak Saran dan Pengaduan,

T
Pengaduan, ' 2. Melalui Telepon /Fax ; 0564 - 2042075
SATAN dan 3. Surat / Email :kpmtskd20 1 4@gmail.com
, masukan 4. Petugas Loket Pengaduan.

4. Izin Toko Alat Kesehatan

No. Komponen Uraian

I Dasar Hukum 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tmmng-
Kesehatan, |

2. Perdaturan  Pemerintah  Republik  Indonesia |
Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan |
Perizinan  Berusaha  Terntegrasi  Secara |

| Elektronik:

' | 3. Peraturan  Menteri  Kesehatan  Republik

| | Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 Tentang

‘ Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi

Secara Elektronik Sektor Kesehatan;

4. Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 2
Tentang Penyelenggaraan Perizinan Kesehatan;

9. Peraturan Bupati Sekadan Nomor 31 Tahun
2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan |
Bupati Sekadau Nomor 18 Tahun 2019 tentang |
Pendelegasian  Kewenangan Penandatanganan |
Penerbitan  Perizinan Dan  Nonpérizinan
Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal
F'el:a,mnan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga

| 2. | Persyaratan hm{?&mlgﬂn.
Pelayanan | Burar Permohonan diatas materai Rp.6.000

| ditujukan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga
Kerja Kab. Sekadau dengan Melampirkan
1. Fotwkopi KTP Pemilik/Pimpinan Perusahaan; |
2. Berbentuk badan usaha atau perseorangan |
' dikecualikan untuk Perseroan Terbatas;
3. Perizinan yang diterbitkan melalui OSS;
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3.

IE|.

Mekanisme dan
Prosedur

|4, Denah dan bukti kepemilikan tempat atau

SUTHL Sewa;

SPPL;

Dafiar alat kesehatan vang disalurkan;

Fotokopi  Surat Retetapan Pajak Daerah

(SKPD) tahun terakhir;

8 Melampirkan kemitmen pendaftaran
kepesertaan BPJS  Ketenagakerjaan aray
Fotakop bukti pembavaran BRJS
Ketenagakenjaan,

9. Mengisi Formulir Pendaftaran Badan Usaha |
/Badan Hukum Lainnva Pekeria Penerima
Upah BPJS Kesehatan;

10. Pakta Integritas tentang Kebenaran dan |
keabisahan dokumen vang disampaikan
ditandatangi oleh pimpinan f pemilik |
perusahaan diatas materai Rp 6.000,-. |

. Pemohon  Melakukan Pendaftaran di 0SS
(oss.ga.id];

Z; Pemohon Melakukan Permohonan Berusaha
Melalui OS5;

4. Pemobon Mendapatkan NIB , dan Perizinan |
Berusahs melalu O8S: I

' 4. Pemohon melakukan Pemenuhan Komitmen
pada DPMPTSPTK Kabupaten Sekadau;

5, Tim Teknis Perizinan dan Nonperizinan
Kabupaten Sekadau Melakukan Survey |
dan/atau Monitoring Perizingn ke tempart |
Lokasi Usaha untuk membuat Berita Acara
Pemeriksaan (BAP);

6. DPMPTSPTR Melakukan Verifikasi Kesesuaian
homitmen dengan Peraturan Perundang-
Undangan;

7. DPMPTSPTK Kabupaten Sekadau Memberikan
Persetujuan . Pemenuhan Komitmen  atau
Penolakan Komitmen tidak Terpenuhi Melalui
OS5,

8. Pemohon Menerima Notifikasi  Pemenuhan
kKomitmen dan QS88,

Lkl

(=)

'Jangka Wakru

| Penyelesaian

5 [Lima) Han Kerja

| Biaya /Tarif 0,-
| | F'-EIB;::'IH.H Dokumen lzin Toko Alat Kesehatan
7. | Penangan | 1. Melalui Kotak Saran dan Pengaduan;
Pengaduan, 2. Melalui Telepon/Fax : 0564 - 2042075
SErAT dan | 3. Surat / Email -kpmtskd2014@gmail.com
| masukan 4. Petugas Loket Pengaduan.

S. Izin Mendirikan Rumah Sakit

No. |

T

Komponen

Uraian |

" Dasar Hukum

Kesehatan;

4. Peraturan Pemerintah Republik  Indonesia |
=57-




3,

2. | Persyaratan Surat Permohonan diatas materai Eﬁ,ﬁ.ﬂﬂﬂl :
Pelavanan ditujukan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal

dan Pelavanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga

Kerja Kab. Sekadau dengan Melampirkan ¢

1.

v

4.

Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Prlayanan|
Perizinan  Berusaha  Terintegrasi Secara
Elektronik;

Peraturan  Menten  Kesehatan  Republik
indonesia Nomeor 56 Tahun 2014 Tentang
Klagifikasi Dan Penzinan Rumah Sakit;
Peraturan  Menteri  Kesehatan — Repubilik
Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 Tentang
Pelayanan Penzinan Berusaha Terintegrasi
Secara Elektronik Sektor Kesehatan:

Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 2
Tentang Penyelenggaraan Perizinan Kesehatan;
Peraturan Bupati Sekadau Nomor 31 Tahun
2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan
Bupat Sckadau Nomor 18 Tahun 2019 tentang
Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan
Penerbitan  Perizinan  Dan  Nonperizinan
kepada Kepala Dinas Penanaman Modal
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga
Kerja Kabupaten Sekadau.

Fotokopt KTP Pimpinan Perusahaan;

Perizinan diterbitkan melalui QSS)

lzin Mendirikan Bangunan [IMB);

Dokumen kajian dan perencanaan bangunan
vang terdiri dan Feasibilitg Study [(FS) , Detail
Engineering Design (DED) dan master plar;

. Pemenuhan pelavanan alat kesehatan;

Pakta Integritas tentang kebenaran dan
keabsahan dokumen yang disampaikan
ditandatangi oleh pimpinan / pemilik
perusanaan.

Meékanisme dan | 1.
Prosedur

2.

ek |

3.

| ' 4.

| s

4. | Jangka Waktu | 5 (Lima) Hari Kerja

Pemohon Melakukan Pendaftaran di 0SS |
foss.go.id);

Pemohon Melakukan Permohonan Berusaha
Melalui OSS;

Pemohon Mendapatkan NIB |, dan Perizinan |
Berusaha melahn O8S;

Pemohon melakukan Pemenuhan Komitmen
pada DPMPTSPTRK Kabupaten Sekadau;

Tim  Teknis Periziman dan Nonperizinan
Kabupaten Sekadau Melakukan  Survey
dan/atau Monitoring Perizinan ke tempat
Lokas: Usaha untuk membuat Berita Acara
Pemeriksaan (BAP);

. DPMPTSPTK Melakukan Verifikasi Kesesuaian

Komitmen ‘dengan Peraturan Perundang-
Undangan;

. DPMPTSFTK Kabupaten Sekadau Memberikan

Persetuiuan Pemenuhan Komitmen  atau
Penolakan Komitmen tidak Terpenuhi Melalui
OS5,

Pemohon  Menerima  Notifikasi  Pemenuhan
Komitmen dari OSS.
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I
5.

T
I

[
No.

[ -
|

| Peny E]{-:aman

L

Z |

E!«m;.a [Tarif | Q,-
E;?ilﬁ:}an | Dokumen Fxiri Mendirikin Rumah Sakit
Penanga.n 1. Melalui Kotak Saran dan Pengaduan:
Pengaduan, 2. Melalui Telepon/Fax : 0564 - 2042075
saran dan 3. Surat / Email -kpmtskd2014@gmail.com
. | masukan | 4, Petugsas Loket Pengaduan.
6. lzin Operasional Rumah Sakit
Komponen —!- Uraian
Dasar Hukum | 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang
Kesehatan;
2. Peraturan Pemerintah  Republik  Indonesia
Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelavanan
Perizinan  Berusaha  Terintegrasi Secara
Elektronik;
J4. Peraturan  Menteri  Keschatan  Republik |
Indonesia Nomor 56 Tahun 2014 Tentang
hlasifikasi Dan Perizinan Rumah Sakit:
4. Peraturan  Menteri  Kesehatan  Republik |
Indonesia Momor 26 Tahun 2018 Tentang |
Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi
sSecara Elektronik Sektor Kesehatan;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 2
Tentang Penyelenggaraan Perizinan Kesehatan;
6. Peraturan Bupati Sekadau Nomor 31 Teahun
2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan |
Bupati Sekadau Nomor 18 Tahun 2019 tentang |
Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan |
Penerbitan  Perizinan  Dan  Nonperizinan |
Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal |
Pelayanan Terpadu Satu Pimtu Dan Tenaga
Kerja Kabupaten Sekadau. _
Persya.mmn Barn i
Pelayanan Surat Permohonan diatas materai Rp6.000

1.
2,

3.

&

ditjukan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Sam Pintu dan Tenaga
kerja Kah. Sekadau dengan Melampirkan

Fotokopt KTP Pimpinan / Direktur;

Penzinan Berusaha yang diterbitkan melalui
55,

Notifikasi Kementerian Kesehatan dan atau
dinas Kesehatan sesuai dengan klasifikasi
Rumah Sakit;

Profil Rumah Sakit paling sedikit meliputi visi
dan misi, lingkup kegiatan, rencana strategi,
dan struktur organisasi;

Isian  instrumen self assessment sesuai
klasifikasi Rumah Sakit wvang meliputi
pelavanan, sumber dayva manusia, peralatan,
bangunan dan prasarana, dan administrasi
MANAJemen;

Surat keterangan atau  sertifikar izin
kelayakan atau pemanfaatan dan kalibrasi

5




alat kesehatan;

' | 7. Bawas paling sedikit pemenuban  jumiah
tempat tidur untuk rumah sakit penanaman
modal asing sesual dengan kesepakatan atau
kerja sama internasional:

|E- Fotokopi  Surat Ketetapan Pajak Daerah
(SKPD) tahun terakhir;

9. Melampirkan kamitmen pendaftaran
kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan atau
Foltokopi bukti pembayvaran BPJS
Ketenagakerjaan;

10, Melampirkan komitmen pendaftaran
kepesertaan BFJS Kesehatan atau Fotokopi
bukti pembayaran BPJS Kesehatan;

11. Pakta Integritas tentang kebemaran dan |
keabsshan dokumen yang disampaikan |
ditandatangi aleh pimpinan/ pemilik |
perusahaan, |

| Perpan H

Surat Permohonan diatas materai  Rp.6.000

ditujukan Kepala Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja |

Kab. Sekadau dengan Melampirkan :

1. Fotokopi KTP Pimpinan / Direktur/;

I 2. Notifikasi Kementerian Kesehatan dan atau
cinas kesehatan sesual dengan klasifikasi
Rumah Sakit;

J4. FProfil Bumah Sakit paling sedikit meliputi visi

| dan misi, lingkup kegiatan, rencana strategi,
dan struktur organisasi;

4. Isian instrumen self assessment sesuai

| klasifikasi Rumah Sakit yang meliput

pelayanan, sumber dava manusia, peralatan,

‘ bangunan dan prasarana, dan administrasi

' Manajemen;

| 3. Surat Kketerangan atau sertifikat izin

| kelavakan atau pemanfaatan dan kalibrasi

| alat keschatan; .

6. Batas paling sedikit pemeénuhan jumlah

tempat tidur untuk rumah sakit penanaman
modal asing sesuai dengan kesepakatan atau
kerja sama internasional:
7. Sertifikat akreditasi;
8. Fowkopi  Surat Ketetapan Pajak Daerah
(SKPE) tahun terakhir;
9. Bukt Pembavaran luran BPJS
Ketenagakerjaan;
| 10. Méngisi Formulir Pendaftaran Badan Usaha
/Badan Hukum Lainnva Pekerja Penerima
Upah BPJS Kesehatan;

Il. Pakta Integritas tentang kebenaran dan
keabsahan dokumen vang disampaikan

ditandatang oleh pimpinan/ pemilik
== S ____perusahaan.
3. | Mekanisme dan | 1, Pemohon Melakukan Pendaltaran di 0SS
Prosedur (nss. go.id);

_| 2. Pemohon Melakukan Permohonan Berusaha
~&l-




1 e

Melalui OSS;

3. Pemohon Mendapatkan NIB ., dan Perizinan
Berusaha melalui OSS:

| 4. Pemohon melakukan Pemenuhan Komitmen

! pada DPMPTSPTK Kabupaten Sekadau;

| 5 Tim Teknis Perzinan dan Nonperizinan
Kabupaten Sekadau Melakukan Survey
dan/atau  Monitoring Perizinan ke tempat
Lokasi Usaha untuk membuat Berita: Acara
Pemeriksaan (BAP);

6; DPMPTSPTK Melakukan Verifikasi Kesesuaian
Komitmen denpgan Peraturan  Perundang
Undangan;

7. DPMPTSPTK Kabupaten Sekadau Memberikan
Persetujuan Pemenuhan Komitmen  atau
Penolakan Komitmen tidak Terpenuhi Melalui

&
| B. Pemohon Menerima Notifikasi Pemenuhan
_ | kormitmen dari OSS
4, |Jangka Waktu | 5(Lima] Hari Kerja
E | Penyelesaian | -
5 Biayva /Tarf 0,
; Produk . : . i N
6 Pelayanan Dokumen [zin Operasional Rumah Sakit
7. | [’enmﬁgarl | 1. Melalui Kotak Saran dan Pengaduan;
Pengaduan, 2. Melalui Telepon/Fax : 0564 - 2042075
SAFAN dan | 3. Surat / Email ‘kpmiskd201 dagmail.com
masukan | 4. Petugas Loket Pengaduan.

7. lzin Operasional Klinik

No. Komponen Uraian

1. | Dasar Hukum l. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang
kesehatan;
2. Peraturan Pemerintah  Republik  Indonesia
Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelavanan
Perizinan Berusaha  Terintegrasi Secara
Elektronik;
. Peraturan Menten Kesehatan No9 Tahun 2014
tentang Khinik ;
4. Peraturan  Mentenn  Kesehatan Republik
Indonesia MNomor 26 Tabhun 2018 Tentang
Pelavanan Penziman Berusaha Terintegrasi
Secara Elekironik Sekior Kesehatan;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 2
Tentang Penyelengparaan Penzinan Kesehatan,
| &, Peraturan Bupati Sekadau Nomor 31 Tahun
2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan
Bupati Sekadau Nomor 18 Tahun 2019 tentang
Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan
Penerbitan  Perizinan Dan  Nonperizinan |
Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal |
Pelavanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga |
Kerja Kabupaten Sekadau. !
|

Ly
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2. | Persvaratan | Baru

Pelayanan ' Humt Permohonan diatas materai  Rp.6,000
ditujukan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal
| dan Pelavanan Terpadu Satu Pintu dan Tenapga
| kenja Kab. Sekadau dengan Melampirkan :

Haru :

|. Fotokopi KTP Pimpinan /Direktur [
Penanggungjawab;

2. Pernizinan Berusaha diterbitkan melalui O8S:

3. Dokumen AMDAL atau UKL-UPL; |

4. MNotifikasi Dinas Kesehatan, Pengendalian |

Fenduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten
Sekadau, '
Profil Klintk paling sedikit meliputi vist dan
misi, lingkup kegiatan, tujuan pelayanan,
, rencana strategl, dan struktur organisast, -
| b, Sumber dava manusia, sarana prasarana, dan

| peraktatan;

7. Fotokopi Surat Ketetapan Pajak Daerah |
[SKPD) tahun terakhir,

‘8. Bukd Pembavaran furan BFRJS

' Ketenagakerjaan,

4. Mengisi Formulir Pendaftaran Badan Usaha
fBadan Hukum Lainnva Pekerja Penerima
Upah BPJS Kesehatan;

10. Pakta Integritas tentang kebemaran dan |
keabsahan dokumen yang  disampaikan
ditandatang oleh pimpman,.l'pemﬁil:
pe-rusa.hlaﬂn diatas materai Rp 6.000,-;

Pe

1. Fotokopi I{TF Pimpinan Perusahaan; |

2. Perizinan Berusaha diterbitkan melalui 08S;

3. Dokumen AMDAL atau UKL-UPL;

4. Noufikasi Dinas Kesehatan, Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten
Sekadau;

9, Profil Klinik paling sedikit meliputi visi dan
misi, lingkup kegiatan, tujuan pelavanan,
rencana strategi, dan struktur organisasi;

6. Sumber daya manusa, sarana prasarana; dan
peralatan ;

7. ‘Sertifikat Akreditasi;

‘8. Fotokopi  Surat Ketetapan FPajak Daerah
(SKPD) tahun terakhir;

9. Bukt Pembayaran luran BPR.JIS
ketenagakerjaan,;

10. Mengisi Formulir Pendaftaran Badan Usaha
/Badan Hukum Lainnova Pekerja Penerima

Upah BPJS Kesehatan;
11. Pakta Integritas tentang kebenaran dan

keabsahan dokumen yang disampaikan |
ditandatangi oleh pimpinan /pemilik |
= : perusahaan, =1
3. | Mekanisme dan | 1. Pemohon Melakukan Pendaftaran di 0SS
Prosedur | (os8.go.id);
2. Pemohon Melakukan Permohonan Berusaha
B | Melalui 0S8,

hg=




[ 3, Pemohon Mendapatkan NIB , dan Perizinan |
Berusaha melalui OSS;

4. Pemohon melakukan Pemenuhan Komitmen

pada DPMPTSPTK Kabupaten Sekadau;

. Tim  Teknis Perizinan dan Nonperizinan
Kabupaten Sekaday Melakukan  Survey
dan/atau Menitoring Periginan ke tempat
Lokasi Usaha untuk membuat Berita Acara

I Pemeriksaan (BAP);

6, DPMPTSPTK Melakukan Verifikasi Kesesuaian
homitmen dengan Peraturan Perundang-
Undangan;

| 7. DPMPTSPTK Kabupaten Sekadau Memberikan

| Persetujuan  Pemenuhan Komitmen atau
Penolakan Komitmen tidak Terpenuhi Melalui
S5s8;

8, Pemohon Menerima Notifikasi Pemenuhan
__komitmen dari 0885,

5 (Lima) Hari hr&nﬂ.

i

ke

0.-

Pokumen lzin Operasional Klinik

1. Melalui Kotak Saran dan I"'l:hgr-lrlua.n,

2. Melalui Telepon /Fax : 0564 - 2042075
J. Surar [/ Email tkpmitskd20 1 4gmail. com
| 4. Petugas Loket Pengaduan.

. Izin Pamrelenmum Pengendalian Vektor dan Binatang Pembawa

Uraijan

4. |Jangka Waktu |
| Penyelesaian
B Hiava .-"Tanl:
f F'rcl-l:l L|J-.
' Pelavanan
T Penangan
Pengaduan,
HATAT dan
masitkan
Funy-aj:lt
No. Komponen
I. | Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang
Kesehatan;

2, Peraturan Pemerintah Republik Indonesa

| Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelavanan
Perizinan  Berusaha  Ternntegras:  Secara
Elektronik;

J. Permenkes Nomor 50 tahun 2017 Standar
buku mutu kesehatan lingkungan dan
persyaratan  kesehatan untuk wvektor dan

binatang pembawa penvakit serta
pengendaliannya ;
4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik

Indonesiar Nomor 26 Tahun 2018 Tentang
Pelfavanan Perizinan Berusaha Terintegrasi
Secara Elektronik Selktor Kesehatan;

3. Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 2
Tentang Penvelenggaraan Perizinan Kesehatan;

6. Peraturan Bupati Sekadau Nomor 31 Tahun
2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan
Bupati Sekadau Nomor 18 Tahun 2019 tentang
Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan
Penerbitan  Perizinan  Dan  Nonperizinan
kepada Kepala Dinas Penanaman Modal
Pelayvanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga
Kerja Kahupaten Sekadau,

£3



2.

3.

B.

5]

Persyvaratan
Pelavanan

Mekanisme dan |

Progedur

| Jangka Waktu
| Penyelesaian

Biava /Tanf

Produk
Pelavanan
| Pena Ngarn
Pengaduan,
SArEn dan
| masukan

K

gtk ll - B

aru :

Surat  Permohonan diatas materai Rp.6.000
ditujukan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga
Kerja Kab. Sekadau dengan Melampirkan -

1.

2.
3.
q,

1,
3.

3.

L

Fotokopi KTP Pimpinan Perusahaan:

Nomor Induk Berusaha (NIB):

l#in Lingkungan;

Memiltki entomologi atau tenaga kesehatan
vang terlatth bidang entomologi  serta
persediaan bahan dan peralatan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang undangan;

. Fotokom Surat Ketetapan Pajak Daerah

(SKPD) tahun terakhir:

Melampirkan komitmen pendaftaran
Kepesertaan  BPJS  Ketenagakeriaan atau
Fotokopi bukti pembavaran BPJS

Ketenagakerjann; Mengisi Formulir Pendaftaran
Badan Usaha /Badan Hukum Laininva Pekerja
Penerima Upah BPJS Kesehatan:

. Pakta Integritas tentang kebenaran dan

kKeabsahan  dolkumen  yvang  disampaikan

ditandatangi oleh pimpinan /pemilik
perusahaan. _ -
Pemohon Melakukan Pendafitaran di 0SS |
(oss. go.id);

Pemohon Melakukan Permohonan Berusaha
Meladui OS5

Pemohon Mendapatkan NIB , dan Perizinan
Berusaha melalui O3S;

. Pemohon melakukan Pemenuhan Komitmet

pada DPMPTSPTK Kabupaten Sekacdau;

Tim Teknis Perizinan dan Nonperizinan
Kabupaten  Sekadau  Melakukan  Survey
danfatau Monitoring Perizinan ke tempat
Lokasi Usaha untuk membuat Berita Acara
Pemertksaan (BAP;

. DPMPTSPTE Melakukan Verifikasi Kesesuaian

Komitmen dengan Peraturan Perundang-
Unidangan:

. DPMPTSPTR Kabupaten Sekadau Memberikan

Persetujuan  Pemenuhan Komitmen atau
Penolakan Komitmen tidak Terpenuhi Melalu
O8S,;

Pemohon Menerima Notifikasi Pemenuhan
Komitmen dari OS5

5 {Lima) Hari Kerja

.-

Dokumen  Izin Penyvelenggaraan Pengendalian |
Vektor Dan Binatang Pembawa Penvakit.

Melalui Kotak Saran dan Pengaduan;
Melalui Telepon /Fax | 0564 - 2042075
Surat / Email :kpmiskd2014@gmail com
Petugas Loket Pengaduan,
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9. Izin Apotek

No. Komponen ! Uraian

1. | Dasar Hukum | 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang
hesehatan;

2. Peraturan Pemerintah Republik  Indonesia
Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelavanan
Perizinan  Berusaha  Tenntegrasi Secara
Elektronik;

3. Peraturan  Menteri Keschatan No.73 Tahun
2016 tentang Standar Pelavanan Kefarmasian
di Apotek ;

4. Peraturan Menteri Kesehatan No.9 Tahun 2017 |
tentang Apotek;

5. Peraturan  Menteri  Kesehatan  Republik
Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 Tenwang

| Pelavanan  Perizinan Berusaha Terintegrasi

Secara Elekironik Sektor Kesehatan;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 2
Tentang Penvelenggaraan Perizinan Kesehatan;

| 7. Peraturan Bupati Sekadau Nomer 31Tahun

2019 Tentang Perubahan Atas Pepaturan

Bupati Sekadau Nomor 18 Tahun 2019 tentang

Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan

Penerbitan  Perizinan Dan  Nonpenzinan

. Kepada Kepala Dinas Penanaman Maodal
Pelayanan Terpadu Sat Pintu Dan Tenaga
Kerja Kabupaten Sekadau,

== ]~ =
2. | Persyaratan Baru | Pe £
Pelayanan Surat  Permohonan diatas  materai  Rp.6.000

ditujukan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal

dan Pelavanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga

Kerja Kab, Sckadau dengan Melampirkan :

I. Fotokopi KTP Pemilik dan Penangegungiawab;

2. Perizinan Berusaha yang diterbitkan melalui |

. Q55;

3. Surat Tanda Registrasi Apoteker (STRA)

4. Surat izin praktik apoteker (SIPA);

5, Surat [zin Kerja Tenaga Teknis Kefarmasian |
(SIKTTK);

6. Denah bangunan;

7. Daftar sarana dan prasarana; |

8. ‘8PPL; !

9. Fotokopi  Surat Ketetapan Pajuk Daerah
(SKPD} sahun terakhir;

10. Melampirkan Fotokopi bukti pembayaran
BPJS Ketenagakerjaan;

L1, Mengisi Formulir Pendaftaran Badan Usaha
/Badan Hukum Lainnya Pekerja Penerima
Upah BPJS Kesehatan;

12, Pakta Integritas tentang kebenaran dan
keabsahan dokumen vang disampaikan|
ditandatangi oleh pimpinan / pemilik |
perusahaan.




10, Izin Tnhu Obat

No.
—

Komponen

' Dasar Hulum

| 3. | Mekanisme dan | 1. Pemohon Melakukan Pendaftaran di 0S5
Prosedur (oss.go.id);
| 2, Pemohon Melakukan Permohonan Berusaha
Melalul O85;
I 3. Pemohon Mendapatkan NIB , dan Perizinan
Berusaha melalui O88;
4. Pemochon melakukan Pemenuhan Komitmen
pada DPMPTSPTK Kabupaten Sekadau;
2. Tim  Teknis Perizinan dan Nonperizinan
Kabupaten Sekadau Melakukan  Survey
dan/atau  Monitoring Perizinan ke tempat
Lokasi Usaha untuk membuat Berita Acara
Pemeriksaan (BAF};
6. DPMPTSPTK Melakukan Verifikasi Kesesuaian
homitmen  dengan Peraturan Perundang-
Undangan,
7. DEMPTSPTK Kabupaten Sekadau Memberikan
| | Persetujuan  Pemenuhan Komitmen atau
Penolakan Komitmen tidak Terpenuhi Melalui
O
8, Pemohon Menerima Notifikasi Pemenuhan
- homitmen dari 058,
4 Jangka Waktu | 5 [Lima] Hari Kerja
.| Penyelesaian B |
L5 Biaya /Tarifl 0,-
i, ;ﬁﬂ:‘ i Pokumen [zin Apoick |
7. | Penangan 1. Melalu Kotak Saran dan Penpgaduan; i
| Pengaduan, 2. Melalui Telepon/Fax : 0564 - 2042075
HHTAN dan | 3. Surat / Email -kpmtskd201 4@gmail.com
| masukan 4. Petugas Loket Pengaduan.

Uraian |

1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang |

Kesehatan;

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan |
Perizinan  Berusaha  Terintegrasi  Secara |
Elektronik;

Peraturan Menteri Kesehatan No.1331 Tahun
2002 tentang perubahan atas Permenkes Rl
Na. 167 Tabun 1972 tentang pedagang obat
eceran;

Peraturan  Menteri  Kesehatan  Republik
Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 Tentang
Pelayvanan Perizinan Berusaha Terintegrasi
Secara Elektronik Sektor Kesehatan;

Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 2
Tentang Penyelenggaraan Perizinan Kesehatan:

Peraturan Bupati Sekadau Nomor 31 Tahun
2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan
Bupati Sekadau Nomor 18 Tahun 2019 tentang
Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan
Penerbitan  Perizinan  Dan  Nenperiginan
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Kepada Kepala Dinas Pepanaman Modal |
Pelavanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga
L  Kerja Kabupateén Sekadau.
2. | Persyaratan P 3
Pelayanan Surat  Permohonan diatas materai  Rp.6.000
ditupukan kepada Bupati Sekadau Cg. Kepala
[hnas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
| Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kab, Sekadau
dengan Melampirkan
' | 1. Fotokopi KTP Pemilik dan Penanggungjawab;
2. ;;rSMHHH Berusaha vang diterbitkan melalui
3. Surat Tanda Registrasi Tenaga Teknis
Kefarmasian (STRTTK)

4. Surat izin praktik tenaga tekmis kefarmasian
sehagal penanggungiawab teknis;

5. Denah bangunan;

6. Daftar sarana dan prasarana; |

T. SPPL:

% Fowkopi Surat Ketetapan Pajak Daerah
(SKPD) tahun terakhir;

9. Melampirkan komitmen pendaftaran

| kepesertaan BPIJS  Ketenagakerjaan  atau

Fotolkapi bukti pembavaran BPJS
Retenagakerjaan;

10. Mengisi Formulir Pendaftaran Badan Usaha
/Badan Hukum Lainnva Pekerja Penerima
Upah BPJS Kesehatan:

| 11, Pakta Integritas tentang kebenaran dan

: keabsahan dokumen yang disampaikan

ditandatangi oleh pimipinan / pemilik
- perusahagn. 000000000
3. | Mekanisme dan | 1. Pemohon Melakukan Pendaftaran o 0SS
Prosedur (oss.go.id];
2. Pemohon Melakukan Permohonan Beérusaha
Melalui O8S;

3. Pemohon Mendapatkan NIB , dan Perizinan
Berusaha melalui OSS:

4. Pemohon melakukan Pemenuhan Komitmen
pada DPMPTSPTK Kabupaten Sekadau;

3. Tim Teknis Perizinan dan Nonperizinan
Kabupaten Sekadau Melakukan  Survev

| danjatau Monitoring Perizinan ke tempat
Lokasi Usaha untuk membuar Berita A(:am
Pemernksaan [BAPF),

6. DPMPTSPTK Melakukan Verifikasi Kesesuaian |
Komitmen dengan Peraturan  Perundang- |
Undangan; |

7. DPMPTSPTK Kabupaten Sekadau Memberikan
Persetujuan Pemenuhan Komitmen  atau |
Penolakan Komitmen tidak Terpenuhi Melalui |
O88;

8. Pemohon Menerima Notifikasi Pemenuhan
Komitmen dari 0SS,

4. Jﬂngka Waktu | E:annl Hari Kerja
| Penyelesaian




5. | Biava /Tanf 0.-

Dokumen [zin Toko Ohat J

& Produk
- | Pelayanan
7. | Penangan 1.
Pengaduan, | 2.
Iﬁﬂrﬂ.n dan 3.
L |masukan |4,

Melalui Kotak Saran dan Pengaduan;
Melalui Telepon /Fax : 0564 —2042075

Surat [/ Email ‘kpmtskd201 4@ egmail com

Petugas Loket Pengaduan.

11.Izin Operasional Puskesmas

|
No, Komponen

Uraian

1. Dasar Hukum 1.

Undang-Undang Nemor 36 Tahun 2000 tentang |
Resehatan; |
Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012
tentang Sistem kesehatan Nasional;

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 44 Tahun |
2016 tentang Pedoman Manajemen Puskesmas; ‘

. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 74 Tahun

20116 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian '
di Puskesmas; :
Peraturan  Mentenn  Kesehatan  Republik
Indonesia Nomor 75 Tahun 2014 Tentang Pusat
Kesehatan Masyarakat ;

. Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 2

Tentang Penvelenggaraan Perizinan Kesehatan;

Peraturan Bupati Sekadau Nomor 31 Tahun
2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan
Bupant Sekadau Nomor 18 Tahun 2019 tentang
Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan
Fenerbitan  Perizinan Dan  Nonpenzinan
Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal
Pelayvanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga |
kerja:Kabupaten Sekadau.

— A '.F"Erﬂjr'arifan_ Baru :

Pelayanan Sural Permchonan diatas materai  Rp.6.000 |
ditujukan kepada Kepala Dinas Penariaman Modal |
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga |
Kerja Kab. Sekadau dengan Melampirkan :

L.
a:

-

o

Fotokop KTP Penanggungiawab;

Fotokopt sertifikat tanah atau buko lain
kepemilikan tanah vang sah;

Fotokopi lzin Mendirikan Bangunan {IMB);

. Dokumen  pengelolaan  lingkungan sesuai

ketentuan peraturan perundang-undangan;
Surat keputusan dari Bupati Sekadan terkait
kategori Puskesmas;

Studi kelayakan untuk Puskesmas vang baru
akan didirikan atau akan dikembangkan;

. Profil Puskesmas vang meliputi aspek lokasi, |

bangunan, prasarana, peralatan kesehatan,
ketenagaan, dan pengorganisasian;

- Pakta Integritas tentang kebenaran dan

keabsahan  dokumen yang  disampaikan
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ditandatangi oleh pimpinan. i

Perpanjangan :

Surat  Permohonan diatas materai Rp.6.000 |

ditujukan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal

dan Pelavanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga

Kerja kab. Sekadau dengan Melampirkan :

1. Fotokopi KTP Penanggungjawab,;

2. SK lzin yang lama;

3. Sertifikat Akreditasi

4. Pakta Integritas tentang kebenaran dan
keabsahan dokumen yang disampaikan
ditandatangi oleh pimpinan.

3. | Mekanisme dan | 1, Pengambilan formulir permohonan di loket 1;
Prosedur 2, Pengajuan berkas permohonan diloket 2 untuk
dilakukan verifikasi;

3, Apabila berkas permohonan dinvatakan
lengkap maka dapat diterima dan diben nomor
pendaftaran serta dilakukan pencatatan, jika
berkas tidak lengkap akan dikembalikan
kepada pemohon;

4. Dilakukan peninjauan lapangan oleh Tim
Teknis Perizinan dan Nonperizinan Kabupaten
Sekadau;

5. Berdasarkan BAP Teknis, jika permohonian

, disetujui maka perizinan diproses. Jika:
. permohonan  ditolak maka disiapkan surat
' pengembalian dokumen kepada pemohon;

6. Pemrosesan Front Office;

7. Pemrosesan Back Office;

8. Tanda Tangan SK oleh Kepala Dinas

9. Penyerahan izin diloket 3.

4. |Jangka Waktu | 14 [Empat belas) Hari Kerja
| Penyelesaian
3. | Biaya /Tarif 0,-
6. ﬁ;‘;j}m Dokumen lzin Operasional Puskesmas
7. | Penangan 1. Melalui Kotak Saran dan Pengaduan;
Pengaduan, 2, Melalui Telepon /Fax - 0564 — 2042075
saran dan | 3. Surat / Email :kpmtskd20i4@gmail.com
masikan 4. Petugas Loket Pengaduan.
12. Izin Praktik Apoteker
i o
No. Komponen Uraian |
1. | Dasar Hukum ¥, Und.amg—Undang Nnmur 36 Tahun 2009 tentang |
Resehatan; .

2. Peraturan  Menteri  Kesehatan  Republik

Indonesia Nomor 31 Tahun 2016 Tentang

Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan
Nomor  B89/Menkes/Per/V/2011  Tentang
Registrasi, lzin Praktik, Dan Izin Kerja Tenaga
Kefarmasian;
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. | Persyaratan

Pelavanan

Mekanisme dan
Prosedur

Surat Edaran Menteri Kesehatan Republik
Indonesia Nomor Hk.02.02/Menkes/24 /2017
Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan
Menteri Kesehatan Nomor 31 Tahun 2016
Teéntang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Kkeschatan Nomor BBS9/Menkes/Per/V /2011
Tentang Registrasi, lzin Praktik, Dan lzin Kerja
Tenaga Kefarmasian;

Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 2.
Tentang Penyelenggaraan Perizinan Keschatar;

Peraturan Bupati Sekadau Nomor 31 Tahun
2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan
Bupati Sekadau Nomor 18 Tahun 2019 tentang
Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan
Penerbitan  Perizinan Dan  Nonpeérizinan
Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal
Pelavanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga
Kerja Kabupaten Sekadau.

Surat Permohonan diatas materai  Rp.6.000
ditujukan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga
Kerja Kab. Sekadau dengan Melampirkan !

Baru/Perpanjangan :

b

10.

11.

Fotokopi KTF Apoteker [Surat Keterangan
Domisili bagi KTP dari luar Kabupaten
Sekadau);

Fotokopi Surat Tanda Registrasi Apoteker
(STRA) dengan menunjukan aslinva:

Surat pernyataan mempunyai tempat praktik |
profesi atau surat keterangan dari pimpinan
fasilitas  pelavanan kefarmasian atau dar
pimpinan fasilitas’ produksi Atau
distribusi/ penyaluran.

Fotokopi ijazah dengan menunjukan aslinya.
Surat rekomendasi dari orgamisasi profesi (1Al);
Surat persetujuan dari atasan langsung bag
apotekér vang akan melaksanakan pekerjaan
kefarmasian di fasilitas kefarmasian;

Pas foto berwarna ukuran 4 x 6 sebanvak 3
(tiga) lembar;

S1PA Kedua harus melampirkan fotokopi SIPA
Kesatu:

SIPA Ketiga harus melampirkan fotokopi SIPA |
Kesatu dan SIPA Kedua;

Pakta Integritas tentang kebenaran  dan |
keabsahan dokumen  yang disampaikan
ditandatang oleh Pemaohon.

Permohonan disampaikan dua rangkap,

. Pengambilan formulir permohonan di loket 1;

Pengajuan berkas permohonan diloket 2 untuk
dilakukan verifikasi:

Apabila berkas permohonan  dinyatakan |
lengkap maka dapat diterima, selanjutnya |
diproses dan disampaikan ke Dinas Keschatan,

PP dan KB untuk diterbitkan rekomendasi.

Dan_jika berkas tidak lengkap maka akan |
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4, |Jangka Waktu |

| Penyelesaian

3. | Biaya /Tarif

| Frﬂdl.-lk
' Felahanan

dikembalikan kepada pemohon:

. Pemrosesan di Front Office dapat ditdaklanjut

setelah mendapat rekomendssi dari Dinas
kesehatan PP dan KB:

9. Pemrosesan di Back Office;
6.
T

Penandatangan [zin oleh Kepala Dinas;
Penyerahan izin diloket 3.

14 (Empat belas) Harl Kerja

0,-

-
]

Dokumen lzin Praktek Apoieker

7. : Penangan
Pengaduan,
| BATAN dan
| masukan

P L BT

Melalui Kotak Saran dan Pengaduan;
Melalui Telepon /Fax : 0564 - 2042075
Surat / Email ‘kpmiskd201dggmail com
Petugas Loket Pengaduan,

13.Izin Praktik Tenaga Teknis Kefarmasian

No. Komponen

1. | Dasar Hukum

i E— S

2. F'E'Tb'uficl ratan
Pelavanan

‘Baru B -
Surat Permohonan diatas materai Rp.6.000
ditujukan kepada Kepala Dinas Penanaman Maodal

Urajan

Unda ng-Undang Nomor 36 Tahun 2009 ten tang '

Kesehatan;

Peraturan  Menterd  Kesehatan — Republik
Indonesia Momor 31 Tahun 2016 Tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Keschatan
Nomor  889/Menkes/Per/V /2011 Tentang
Registrasi, lzin Prakuk, Dan lzin Kerja Tenaga
Kefarmasian;

Surat Edaran Menteri Kesehatan Republik
Indonesia Nomor Hk.02.02/Menkes/24/2017
Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan
Mentern Kesehatan MNomor 31 Tahun 2016
Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Kesehatan Nomor B89/ Menkes,/ Per/V/2011
Tentang Registrasi, lan Praktik, Dan lzin Kerja
Tenaga Kefarmasian;

. Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 2

Tentang Penvelenggaraan Perizinan Kesehatan;

Peraturan Bupati Selkadau Nomor 31 Tahun
2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan
Bupati Sekadau Nomor 18 Tahun 2019 tentang
Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan
Penerbitan Perizinan Dan Nonperizinan
kepada Kepala Dimas: Penanaman  Modal
Pelavanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenapa |
Kerja Kabupaten Sekadau.

| dan Pelavanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga
| Kena kab. Sekadau dengan Melampirkan ;

1.

Fotockopi KTP Tenaga Teknis Kefarmasian
(Surat Keterangan Domisili bagi KTP dari luar |

2y




Rabupaten Sekadau);

2,  Fowokopi Surat Tanda Registrasi Tenaga
Teknis Kefarmasian  (STRTTK) dﬂng&nl
menunjukan aslinya;

3. Fowkopi ijazah dengan menunjukan aslinva;

4,  SBurat pemyataan apoteker atau pimpinan
tempat pemchon melaksanakan pekerjaan
kefarmasian;

5.  Surat persetujuan dan atasan langsung bagi
tenapga  teknis  kefarmasian  vang akan
melaksanakan pekerjaan  kefarmasian  di
{asilitas kefarmasian;

6. Surat rekomendasi dari organisasi vang
menghimpun Tenaga Teknis Kefarmasian
(PAFI};

7. Pas foto berwama ukuran 4 x 6 sebanyak 3
(tiga) lembar;

8. Untuk PeENgajuan SIPTTK Kedua
melampirkan fotokopi SIPTTK Kesatu;

| 9. Untuk pengajuan SIPTTK Ketiga

melampirkan fotokopi SIPTTK Kesatu dan

SIPTTK Kedua;

| 12. Pakta Integritas tentang kebenaran dan

keabsahan dokumen vang disampaikan

_ ditandatangi oleh Pemohon,

, 13, Permohonan disampaikan dua rangkap.

. 3. | Mekanisme dan | 1, Pengambilan formulir permohionan di loket 1;

' Prasedur 2. Pengajuan berkas permohonan diloket 2 untuk
dilakukan verifilkasi;

3, Apabila berkas permohonan  dinvatakan
lengkap maka dapat diterima, selanjutnya
diproses dan disampaikan ke Dinas Kesehatan,

| PP dan KB Kabupaten Sekadau untuk
diterbitkan rekomendasi. Dan jika berkas tidak
lengkap maka akan dikembalikan kepada
pemohon;

4. Pemrosesan di Front Office dapat ditidaklanjuti
setelah mendapat rekomendasi dari Dinas
Kesehatan PP dan KB Kabupaten Sekadau;

5. Pemrosesan di Back QOffice;

6. Penandatangan [zin oleh Kepala Dinas;

7. Penyerahan izin diloket 3.

4, | Jangka Waktu | 14 (Empat belas) Hari Kerja

Penvelesaian

5. | Biaya /Tarif 0,-

Produk Dokurmen lzin Praktek Tﬂn_Iaga Tekms Kefarmasian

& Pelayanan
" 7. | Penangan 1. Melalui Kotak Saran dan Pengaduan;
Pengaduan, 2. Melalui Telepon/Fax : 0564 - 2042075
saran dan | 3. Surat / Email tkpmtskd2014@gmail com
| masukan | 4. Petugas Loket Pengaduan.




14.Izin Praktik Dokter

HNo.

Uraian

i"l .

2.

. Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 2

. Denah Lokasi Tempat Praktek;
. Pakta Infegritas tentang kebenaran dan

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang
Kesehatan;

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang

Tenaga Kesehatan; :
Peraturan  Menteri  Kesehatan  Republik

Indonesia Nomor 2052/Menkes/Per/X/2011
Tentang lzin Praktik Dan Pelaksanaan Praktik
Kedokteran;

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 46 Tahun
2013 tentang Registrasi Tenaga Kesehatan;

Tentang Penyelengegaraan Perizinan Kesehatan;

. Peraturan Bupati Sekadau Nomor 31 Tahun

2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan
Bupati Sekadau Nomer 18 Tahun 2019 tentang |
Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan
Penerbitan  Perizinan Dan  Nonperizinan
Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga

Sural  Permohonan  diatas materal Rp.6.000
ditujukan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga
Kerja Kab. Sekadau dengan Melampirkan

1,
2.

Fotokopi KTP;

Fotokopi Surat Tanda Registrasi (STR) vang
diterbitkan dan dilegalisasi asli oleh Konsil
Kedokteran Indonesia (KKI);

. Surat pernyataan mempunyai tempat praktik,

atau surat keterangan dari [asilitas pelayvanan
kesehatan sebagail tempat praktiknya; I

Surat persetujuan dari atasan langsung bagi

Dokter dan Dokter Cigi vang bekerja pada
instansi /fasilitas pelayvanan kesehatan
pemierintah atau  pada  instansi/fasilitas
pelavanan Kesehatan lain secara purna waktu;
Surat rekomendasi dari organisasi profesi (IDI), |
sesual tempat praktik;

Pas foto berwarna ukuran 4 % 6 sebanvak 3
(tiga) lembar,

keabsahan  dokumen vang disampaikan
ditandatang oleh Pemohon.

Komponen
| | || -
1. Dasar Hukum
|
I
2. | Persyaratan
Pelayanan
[
[ & Meﬁmism& dan

Prosedur

. Pengambilan formulir permohonan di loket 1,

Pengajuan berkas permohonan diloket 2 untuk
dilakukan verifikasi;

Apabila berkas permochonan dinvatakan
lengkap maka dapat diterima dan diberi nomor
pendaftaran serta dilakukan pencatatan, jika |
berkas tidak lengkap akan dikembalikan |
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kepada pemohon:

4. Dilakukan peninjauan lapangan oleh Tim |
Tekmis Perizinan dan Nonperizinan Kabupaten
Sekadau (untuk praktik mandiri dan praktik
bersarna);

5. Berdasarkan BAFP Teknis, jika permohonan
disetujul maks perizinan diproses, Jika
permohonan ditolak maka disiapkan surat
pengembalian dokumen kepada pemohon;

6. Pemrosesan di Front Office;

7. Pemrosesan di Back Office;

8. Penandatangan lzin oleh Kepala Dinas;

4. Penverahan izin diloket 3.

4, lJangka Waktu | 14 (Empat belas) Hari Kerja
. Penyelesaian —
2. | Biaya /Tanf i 0,-
Produk | o -
| 6 Pelayarin Dokumen lzin Praktik Dokter
7.  Penangan 1. Melalui Kotak Saran danﬁnéﬂ_duan,
Pengaduan, 2, Melalui Telepon/Fax : 0564 - 2042075
saran dan | 3. Surat / Email :kpmtskd2014@gmail .com
- masukan 4, Petugas Loket Pengaduan,

15.Izin Praktik Dokter Spesialis

Uraian

1, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 tentang |
Kesehatan,

2, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang
Tenaga Kesehatan;

3. Peraturan  Menteri  Kesehatan  Republik I
Indonesia MNomor 2052/Menkes/Per/X /2011 I
Tentang lzin Praktik Dan Pelaksanaan Praktik
Kedokteran;

4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 46 Tahun
2013 tentang Registrasi Tenaga Kesehatan;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 2
Tentang Penyelenggaraan Perizinan Kesehatan;

#. Peraturan Bupati Sekadau Nemor 31 Tahun
2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan

Bupat Sekadau Nomor 18 Tahun 2019 tentang
Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan
Penerbitan  Perizinan Dan  Nonperizinan
Kepada Kepala Dinas Penanaman Maodal
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga |

No. Komponen
1. | Dasar Hukum
I
|
3 F-‘_eriyaratan
Pelayanan

— T R L e

. Baru/Pe ; -
Surat Permohonan diatas materai Rp.6.000
ditujukan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal

Kerja Kabupaten Sekadau. |

Ear - IS



dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga |
Rerja kab. Sekadau dengan Melampirkan -

1. Fotokopi KTP ;

2. Folokepi Surat Tanda Registrasi [STR) vang
diterbitkan dan dilegalisasi asli oleh Konsil
Kedokteran Indonesia (KKI);

3. Surat pernyataan mempunyal tempat prakiik,
atau surat keterangan dari fasilitas pelayanan
kesehatan sebagai tempat praktiknya;

- 4. Surat persetujuan dari atasan langsung bag
Dokter  Spesialiss  yang  bekerja  pada
instansi ffasilitas pelayanan kesehatan
pemerintah  atau  pada instansi/fasilitas
pelayanan kesehatan lain secara purna waktu;

5. Surat rekomendasi dari organisast profesi {(IDI),
‘sesual tempat praktik;

6. Surat rekomendasi dar Pimpinan [nstitusi
tempat praktik;

7, Pas foto berwama ukuran 4 x 6 sehanyak 3
(tiga) lembar;

8. Denah Lokasi Tempat Praktik;

9. Pakta Integritas tentang kebenaran dan

| keabsahan dokumen vyang disampaikan

__ditandatangi oleh Pemohon,

Mekaniame dan | 1. Pengambilan formulir permohonan di loket 1;
Prosedur 2, Péngajuan berkas permochonan diloket 2 untuk
dilakukan verifikesi; ,

3. Apabila berkas permohonan dinyatakan
lengkap maka dapat diterima dan diberi nomor
pendaftaran serta dilakukan pencatatan, jika
berkas tidak lengkap akan dikembalikan
kepada pemohon;

4. Dilakukan peninjauan lapangan oleh Tim |
Teknis Perizinan dan Nonperizinan Kabupaten |
Sekadau (untuk praktik mandiri dan praktk |
bersamal,

5. Berdasarkan BAFP Teknis, jika permohonan
disetujui maka perizinan diproses. Jika
permohonan ditolak maka disiapkan surat
pengembalian dokumen kepada pemohen;

6. Pemrosesan di Front Office;

7. Pemrosesan di Back Offioe;

8. Penandatangan lzin oleh Kepala Dinas;

9. Penverahan izn diloket 3.

Jangka Waktu | 14 (Empat belas) Harl Kerja

Penyelesaian —

Biava /Tarif 0,-
';ﬁ:;;m Dokumen lzin Praktik Dokter Spesialis
Penangan 1. Melalui Kotak Saran dan Pengaduan;

Pengaduan, 2. Melalui Telepon/ Fax ; 0564 — 2042075

| saran dan | 3. Surat / Email :kpmtskd20] 4@gmail.com

_ masukan | 4. Petugas Loket Pengaduan. |
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16. Izin Praktik Perawat

Komponen

1

. Dasar Hukum

1,

2,

3,

2

| Persyaratan
' Pelayanan

- Baru/Perpanjangan :
Surat Permohonan diatas materai Rp.6.000
ditujukan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayvanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga
Kerja kab. Sekadau dengan Melampirkan :

1.
2.

3.

4

=

W

Uraian

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang |
Kesehatan;

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang
Tenaga Keachatan;

Peraturan Menter khesehatan Nomor
HE.02.02/Menkes/148/1/2010 tentang Izin
dan Penyelenggaraan Praktik Perawat,
Peraturan  Menteri  Kesehatan — Republik
Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 Tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan
Nomor Hk 02.02/Menkes/ 148/1/2010 Tentang
Izin Dan Penyelenggaraan Praktik Perawat;
Peraturan Menteri Kesehatan Noemor 46 Tahun
2013 rentang Registrasi Tenaga Kesehatan;
FPeraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 2
Tentang Penyelenggaraan Perizinan Kesehatan:
Peraturan Bupati Sekadau Nomor 31 Tahun
2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan
Bupati Sekadau Nomor 18 Tahun 2019 tentang
Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan
Penerbitan Perizinan Dan  Nonperizinan
Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga
Kerja Kabupaten Sekadau.

Fotokopi KTP,

Surat keterangan sehnt fisik dan dokter vang
memiliki Surat [zin Praktik; _

Fotokopi Surat Tanda Registrasi (STR) yvang
masih berlaku di legalisir;

Surat pernyataan memiliki tempat di prakok
mandiri atau di fasilitas pelayanan kesehatan
di luar praktik mandin; ;

Surat rekomendasi  dari  organisasi  profesi
(PPNI), sesuai tempat praktik; |
Pas foto berwarna ukuran 4 x 6 sebanyak 3

(tiga) lembuar; |
Denah Lokasi Tempat Praktik;

Pakta Integritas tentang kebenaran dan

keabsahan dokumen vang disampaikan

ditandatangi oleh Pemohon.

Mekanisme dan
Prosedur

Permohonan disampaikan dua rangkap.

. Pengambilan formulir permohonan di loket 1,

Pengajuan berkas permohonan diloket 2 untuk

-6~



4.
|

| 5,
y

dilakukan verifikasi;

Apabila berkas permohonan dinyvatakan
lengkap maka dapat diterima, selanjutnya
diproses dan disampaikan ke Dinas Kesehatan,
PP dan KB Kabupaten Sekadau ontuk
diterbitkan rekomendasi. Dan jika berkas tidak
lengkap maka akan dikembalikan kepada
pemohon;

Pemrosesan di Front Office dapat ditidaklanjuri
setelah mendapat rekomendas: dari  Dinas
kKesehatan PP dan KB Kabupaten Sekadau;
Pemrosesan di Back Office;

Penandatangan lzin oleh Kepala Dinas;

7. Penyerahan izin diloket 3.
4, |Jangka Waktu | 14 (Empat belas) Hari Ketja
| Penyelesaian |
5. | Biaya [Tarif 0.-
4. |TRaoek Dokumen Lzin Praktik Perawat -
© | Pelayana T
Penangan 1. Melalui Kotak Saran dan Pengaduan; =
i Fengaduan, 2, Melalui Telepon/Fax : 0564 - 2042075
| saran dan | 3. Surat / Email ‘kpmtskd201 4lgmail.com
| masukan 4. Petugas Loket Pengaduan.

Uraian

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 46 Tahun
2013 tentang Registrasi Tenaga Kesehatan;
Peraturan  Menteri  Kesehatan — Republik
Indonesia Nomor 28 Tahun 2017 Tentang lzin
Dan Penvelenggaraan Praktik Bidan;

Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 2 |
Tentang Penyvelenggaraan Perizinan Kesehatan;
Peraturan Bupati Sekadau Nomor 31 Tahun
2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan
Bupati Sekadau Nomor 18 Tahun 2019 tentang
Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan |
Penerbitan  Perizmnan Dan  Nonperizinan
Kepada Kepala Dinas Penanaman Maodal |
Pelavanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga

TrrmesL_m. —

No. Komponen
1. | Dasar Hukum |1.
Kesehatan:
2.
Tenaga Kesehatan;
3.
, #.
5.
6.
|
i Kerja Kabupaten Sekadau.
2. | Perayaralan Baru H
| Pelayanan

Surat  Permohonan diatas materai Rp.6.000
ditujukan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal




dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga |
Kerja Kab. Sekadau dengan Melampirkan :
. 1. Fowkopi KTP;

2, Burat keterangan sehat fisik dari dokter vang

~ memiliki Surat [zin Praktik;

3. Fotokopi Burat Tanda Registrasi Bidan{STRB]

vang masih berlaku di legalisir;
' 4. Surat pernyataan memiliki tempat praktilk;
5. Surat keterangan dari pimpinan Fasilitas
Pelayvanan Kesehatan tempat Bidan akan
berpraktik  dikecualikan untuk  Praktik
Mandiri Bidan,

B. Surat rekomendasi dari organisasi profesi

sesuail tempat praktik;

7. Pas loto berwarna ukuran 4 x 6 sebanyak 3

[tiga) lembar,
8. Denah Lokasi Tempat Praktik;
| '9. Permohonan SIPB  kedua, melampirkan
| fotocopy SIPB pertama;
10. Pakta [ntegritas tentang kebenaran dan
| keabsahan dokumen vang disampaikan
ditandatangi oleh Pemohon.
_ 1 1. Berkas dibuat rangkap dua.
3. | Mekanisme dan | 1. Pengambilan formulir permohonan di loket 1; |
Prosedur 2 Pengajuan berkas permohonan diloket 2 untuk
dilakukan verifikasi;

3. Apabila berkas permohonan dinvatakan
lengkap maka dapat diterima, selanjutnva |
diproses dan disampaikan ke Dinas Kesehatan, |
PP dan KB Kabupaten Sekadau untuk
diterbitkan rekomendasi. Dan jika berkas tidak
lengkap maka akan dikembalikan kepada
pemohon;

4. Pemrosesan di Front Office dapat ditidaklanjuti
setelah mendapat rekomendasi dari Dinas
Kesehatan PP dan KB Kabupaten Sekadau;

5. Pemrosesan di Back Office:

6. Penandatangan izin oleh Kepala Dinas;

| 7. Penverahan izin diloket 3.

| 4. Jangka Waktu | 14 (Empat belas) Hari Kerja
. Penyelesaian —

| 5. | Biaya /Tarif 0.-
| E}i‘:‘an Dokumen |zin Praktik Bidan

7. | Penangan 1. Melalui Kotak Saran dan Pengaduan;
Pengaduan, 2. Melalui Telepon/Fax : 0564 - 2042075 |

saran dan | 3. Surat /| Email ;kpmtskd20 1 4@gmail com
| mastkan 1 4. Petugas Loket Pengaduan, |
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18.Izin Praktik Ahli Teknologi Laboratorium Medik (ATLM)

No.

Komponen

Usraian

L

i Basar Hukum

|
T
|

2,

| 3,

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 tentang
Kesehatan;

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang

Tenaga Kesehatan;

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 46 Tahun

2013 tentang Registrasi Tenaga Kesehatan

. Peraturan  Menteri  Kesehatan  Repubhk

Indonesia Nomor 42 Tahun 2015 Tentang lzin
Dan Penyelenggarasan Praktik Ahl Tt'knniugtl
Laboratorium Medik;

Peraturan Dacrah Kabupaten Sekadau Nomor 2
Tentang Penyelenggaraan Perizinan Kesehatan;
Peraturan Bupati Sekadau Nomor 31 Taehun
2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan
Bupati Sekadau Nomor 18 Tahun 2019 tentang
Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan
Penerbitan  Perizinan Dan  Nonperizinan
Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga
Kerja Kabupaten Sekadau,

Persyaratan
Pelayanan

Mekanisme dan
Prosedur

Baru/Perpanjangan :

Surat Permohonan diatas materai Rp.b.000
ditujukan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal

da.n Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga
| Kerja Kab. Sekadau dengan Melampirkamn :

1.
.

2.

3.

3.

Fotokopi KTP;

Surat keterangan sehat fisik dari dokter yang
memiliki Surat [zin Praktik;

Fotokopi Surat Tande Registrasi Ahli
Teknologi Laboraterium Medik (STR-ATLM|
vang masih berlaku di legalisir;

Surat  keterangan bekerjar ‘dan Fasilitas
Pelavanan Kesehatan yang bersangkutan;
Surat rekomendasi dari organisasi profesi
sesuai tempat prakrik;

Pas foto berwarna ukuran 4 x 6 sebanyak 3
(tiga) lembar;

Denah Lokasi Tempat Praktik;

Permohonan SIP-ATLM kedua melampirkan
fetocopy SIP-ATLM pertama;

Pakta Integritas tentang kebenaran dan |
keabsahan dokumen yang disampaikan
ditandatangi oleh Pemohon. |

10. Permohonan disampaikan dua rangkap.

1. Pengambilan formulir permohonan di loket 1

Fengajuan berkas permohonan diloket 2 unluk |
dilakukan verifikasi;

Apabila berkas permchonan dinvatakan
lengkap maka dapat diterima, selanjutnya
diproses dan disampaikan ke Dinas Kesehatan,

=TG-




. Pemrosesan di Front Office dapat ditidaklanjuti

5.
.

PP dan KB Kabupaten Sekadau untuk
diterbitkan rekomendasi. Dan jika berkas tidak
lenglkap maka akan dikembalikan kepada
permnohion;

setelah mendapat rekomendasi dari Dinas
heachatan PP dan KB Kabupaten Sekadau;
Pemrosesan di Back Office;

Penandatangan Izin oleh Kepala Dinas;

19.1zin Penyelenggaraan Optikal

_______ | 7. Penyerahan izin diloket 3,
4, | Jangka Waktu |14 (Empat belas) Har Kerja
. Penyelesaian
5. | Biava /Tarif 0,-
6 Produk Dokumen :P-:-'aktik Ahli T;knufﬂ'gj Laboratorium |
" Pelavanan Medik [ATLM)
7. | Penangan 1. Melalui Kotak Saran dan Pengaduan, |
Pengaduan, 2. Melalui Telepon fFax ;: 0564 - 2042075
SETAf dan | 3, Surat / Email ;kpmtskd2014@gmail com
| masukan 4, Petugas Loket Pengaduan,

No.

Komponen

| Dasar Hukum

Uraian

H.

. Perdturan Pemerintah Republik Indonesia

. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun

. Peraturan  Menteri  Kesehatan  Republik

. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang |

Kesehatan! |

Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan
Perizinan  Berusaha  Terintegrasi Secura
Elektronik;

Peraturan Menteri Kesehatan No.1331 Tahun
2002 tentang perubahan atas Permenkes R
No.167 Tahun 1972 tentang pedagang ocbat
ECETanN;

2013 tentang Penyelengaraan  Pekerjaan
Refraksionis Optisien dan Optometrns

Peraturan  Menteri  Kesehatan  Republik
Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang
Penvelenggaraan Optikal;

Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 Tentang
Pelayanan Penzinan Berusaha Terintegrasi
Secara Elektronik Sekior Kesehatan;

Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 2
Tentang Penyelenggaraan Perizinan Kesehatan;,
Peraturan Bupati Sekadau Nomor 31 Tahun
2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan
Bupati Sekadau Nomor 18 Tahun 2019 tentang
Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan
Penerbitan  Perizinan Dan  Nonperizinan
Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal
Pelayvanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga
Kerja Kabupaten Sekadau.
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2. Persvaratan Baru [/ Pe :

Pelayanan Surat Permohonan diatas materai  Rp.6.000

ditujukan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal

dan Pelavanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga

Kerja Kab. Sekadau dengan Melampirkan :

1. Fotokopi KTP Pimpinan Perusahaan/Pemilik;

2. Perizinan Berusaha vang diterbitkan melalui
G55,

3. SPPL;

4. Pernyvataan kesediaan refraksionis optisien
atau optometns untuk menjadi penanggung
Jjawab pada optikal vang akan didirikan; '

5. Fotokopi STR Refraksioniz Optisien atau
Cptometris;

6. TFotokopi SIKRO / SIKO;

7. Daftar sarana dan peralalan vang akan
digunakan;

8. Fotokopi perjanjian  kerja sama dengan

laboratorium  dispensing bagi optikal yang
tidak memiliki laboratorium; |

Y. Rekomendasi dari asosiasi optikal setempat; |

10, Denah Lokasi dan Ruang Optik;

11, Fotokopi  Surat Ketetapan Pajak Daerah
(SKPD) tahun terakhir;

12, Melampirkan komitmen pendafiaran
kepesertaan  BPJ3 Ketenagakerjaan  atau
Fotokopi bukti pembavararn BPJS
ketenagakerjaan;

ti?;‘ Mengisi Formulir Pendaftaran Badan Usaha

| /Badan Hukum Lainnya Pekerja Penerima
Upah BPJS Kesehatan;

14. Pakta Integritas tentang kebenaran dan
keabgahan dokumen vang disampaikan
ditandatangi oleh pimpinan/ pemililk

perusghaan. .
3. Mekanisme dan | 1. Pemohon Melakukan Pendaftaran di 0SS
Prosedur (oss.go,id);
2. Pemohon Melakukan Permohonan Berusaha
Melalui OSS;

3. Pemohon Mendapatkan NIB , dan Perizinan
Berusaha melalui O85;

4, Pemohon melakukan Pemenuhan Komitmen
pada DPMPTSPTK Kabupaten Sekadau;

5 Tim Teknis Perizinan dan Nonperizinan
Kabupaten Sekadau Melakukan Survev
danfatan Monitoring Perizinan ke tempat
Lokasi Usaha untuk membuat Berita Acara
Pemeriksaan (BAP);

6. DPMPTSPTK Melakukan Verifikas: Kesesuaian
Komitmen dengan Peraturan Perundang-
Undangan;

7. DPMPTSPTK Kabupaten Sekadau Memberikan
Persetujuan Pemenuhan Komitmen — atau
Penolakan Komitmen tidak Terpenuhi Melalui
0SS

' 8, Pemohon Menerima Notifikasi Pemenuhan

Komitmen dari O35,

<B1-




' 4. |Jangka Waktu | 5 (Lima) Hari Kerja
Penyelesaian

5 | Biaya /Taril 0,-

[ roduk —= .
6. S P Dokumen lzin Penvelenggaraan Optikal
| 7. | Penangan 1. Melalui Kotak Saran dan Pengaduan;
. Pengaduan, 2. Melalui Telepon /Fax : 0564 - 2042075
 saran dan | 3. Surat / Email :kpmtskd2014@gmail.com
| masukan | 4. Petugas Loket Pengaduan.

20.1zin Kerja Tenaga Gizi

No.  Komponen Uralan |

1. Dasar Hukum | 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang
Kesehatan;

. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang

Tenagn Kesehatan;

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 46 Tahun

2013 tentang Regisirasi Tenaga Kesehatan

Peraturan  Menteri  Kesehatan  Republik

Indonesia Nomor 26 Tahun 2013 Tentang

Penyelenggaraan Pekerjaan Dan Praktik Tenaga

Gz,

9. Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 2 |

Tentang Penyelenggaraan Perizinan Kesehatan

6. Peraturan Bupati Sekadau Nomor 31 Tahun

2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan
Bupati Sekadau Nomor 18 Tahun 2019 tentang
Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan
Penerbitan  Perizinan Dan  Nonperizinan
Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal
Pelavanan Teérpadu Satu Pintu Dan Tenaga

. Kerja Kabupaten Sekadau.

| 2. | Persyaratan Baru/Perpanjangan :

Pelayanan Surat Permohonan diatas materai Rp.6.000

ditujukan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal

dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga

Kerja Kab. Sekadau dengan Melampirkan :

1. Fetokopi KTP;

2. Burat keterangan sehat fisik dan dokter vang
memiliki Surat 1zin Praktik;

' 3. Fotokopi Surat Tanda Registrasi Tenaga Gizi
(ZTRTGz2) yang masih berlaku di legalisir;

4. Fotokopi ljazah di legalisir;

5. SBurat pernvataan memiliki tempat kerja di
Fasilitas Pelayanan Kesehatan atau tempat
praktik Pelayanan Gizi secara mandiri;

&. Surat rekomendasi dari oerganisasi  profes
sesual tempat praktilk; _

' 7. Pas foto terbaru ukuran 4X6 cm sebanyak 3

i (tiga) lembar berlatar belakang merah;

| 8. Denah Lokasi Tempat Praktik;

, 9.  Fotocopy SIKTGz pertama untuk permohonan

' SIKTCz kedua,;

| 10. Pakta Integritas tentang kebenaran dan

| keabsahan dokumen yang disampaikan

=H3-

DR




i 3. ‘“Mek_a_rfi-ﬁmﬂ dan

ditandatangi oleh Pemohon.
11. Permohonan disampaikan dua ranghkap.

! Prosedur
I

1. Pengambilan formulir permohonan di loket 1;

2. Pengajuan berkas permohonan diloket 2 untuk
dilakukan verifikasi;

3. Apabila berkas permohonan  dinvatakan
lengkap maka dapat diterima, selanjutnya
diproses dan disampaikan ke Dinas Kesehatan,
PP dan KB Kabupaten Sekadau untuk |
diterbitkan rekomendasi. Dan jika berkas tidak
lengkap maka akan dikembalikan kepada
pemohon,

4, Pemrosesan di Front Office dapat ditidaklanjuti
setelah mendapat rekomendasi dari Dinas
Kesehatan PP dan KB Kabupaten Sekadau;

3, Pemrosesan di Back Office;

6, Penandatangan lzin oleh Kepala Dinas;

7. Penverahan izin diloket 3.

4. |Jangka Waktu
Penyelesaian

5. | Biayva /Tarif

14 (Empat Belas) Hari Kerja

0,-

Produk
| Pelayanan

Dokumen lzin Kerja Tenaga Gizi

7. | Penangan
Pengaduan,
saran dan
masukan

1. Melalui Kotak Saran dan Pengaduan;

2. Melalui Telepon/Fax ; 0564 — 2042075
3. Surat / Email :kpmtskd201 4@ gmail com
4. Petugas Loket Pengaduan., |

21.Izin Operasional Laboratorium Klinik Umum dan Khusus

No. Komponen

Uraian

1. | Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang
Kesehatan; |

2. Peraturan Pemerintah Republik  Indonesia |
Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan

Perizinan  Berusaha Terintegrasi Secara
Elektronik;
3. Peraturan  Menteri Kesehatan  Republik |

Indonesia Nomor 411/Menkes/Per/I11/2010
Tentang Laboratorium Rlinik;

4, Peraturan  Menteri  Kesehatan  Republik
Indonesia Momor 26 Tahun 2018 Tentang
Pelavanan Perizinan Berusaha Terintegrasi |
Secara Elektronik Sektor Kesehatan;

5. Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 2 |
Tentang Penyelenggaraan Perizinan Kesehatan;

6. Peraturan Bupati Sekadau Nomor 31Tahun |

2019 Tentang Perubahian Atas Peraturan

Bupati Sekadau Nomor 18 Tahun 2019 tentang
g




«I!.II

.

| Pergyaratan

Pelavanan

Pendelegastan  Kewenangan Penandatanganan |
Penerbitan  Perizinan Dan  Nonperizinan
kKepada Kepala Dinas Penanaman Modal
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga
herja Kabupaten Sekadau.

Baru /[Perpanjangan :

Surat Permohonan diatas materai Rp.6.000
ditujukan kepada Kepala Dinas Penanarman Modal
tdan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga
Kerja Kab. Sekadau dengan Melampirkan -

L.
.

b ol

-

8.

9

Fotokopi KTP Pemilik / Direkiur;

Notifikasi dinas kesehatan PP dan KB
kabupaten Sekadau |

Profil laborarorium klinik;

Jenis pelayanan;

Data sumber dava manusia;

Surat Pernyvataan kesanggupan
penanggungjawab teknis laboratorium;

Surat Pernyataan kesanggupan masing-
masing tenaga teknis//administrasi;

Surat pernyataan  kesediaan  mengikut
program pemaniapan mutu;

Data Kelengkapan Bangunan;

10. Data Kelengkapan Peralatan;
11. Denah Lokasi:
12, Pakta Integritas tentang kebenaran dan

keabsahan dokumen vang disampaikan
ditandatangi oleh pimpinan._

' Mekanisme dan

Prosedur

| Jangka Waktu
| Penvelesaian

B.

(085 go.ad);

Pemohort Melakukan Permohonan Berusaha
Melalin OSS;

Pemohon Mendapatkan NIB , dan Perizinan
Berusaha melalui O8S;

. Pemohon melakukan Pemenuhan Komitmen

pada DPMPTSPTK Kabupaten Sekadau;

Tim Teknis Perizinan dan Nonperizinan
Kabupaten  Sekadau  Melakukan Survey
dan/atau Monitoring Perizinan ke tempat
Lokasi Usaha untuk membuat Berita Acara
Pemeriksaan (BAF);

DPMPTSPTKE Melakukan Verifikasi Kesesuaian
Komitmen dengan Peraturan Perundang-
Undangan;

DPMPTSPTK RKabupaten Sekadau Memberikan
Persetujuan Pemenuhan Komitmen atau
Penolakan Komitmen tidak Terpenuhi Melalui
O85;

Pemohon Menerima Notifikasi Pemenuhan
homitmen dar O55.

5 (Lima) Hari Kerja

0.-

Hiava /Tarif
Produk
Pelayanan

Umum dan Khusus

Dokumen lzin Opeérasional Laboratornium Hlinﬂ;

-B4-

. Pemohon Melakukan Pendaftaran di 0SS |




7.  Penangan |1, Melalui Kotak Saran dan Pengaduan;
ngm:]uan. 2. Melalui Telepon/Fax ;| 0564 - 2042075
| saran dan | 3. Surat / Email :kpmtskd201 4@egmail. com
mastkan 4. Petugas Loket Pengaduan.

22, Il:ln Kerja Tenaga Sanitarian

No. Komponen

Uraian

1 -E];EHI Hukum

1
|2
| 3,

4.

3,

Und&ng=l.¥ndang Nomor 36 Tahun 2009 tentang
Kesehatan;

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang
Tenaga Kesehatan;

Peraturan Menteri Kesechatan Nomor 46 Tahun
2013 tentang Registrasi Tenaga Kesehatan;
Peraturan Menteri  Kesehatan — Republik
Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 Tentang
Penyelenggaraan Pekerjaan Tenaga Sanitarian;
Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 2
Tentang Penyelenggaraan Perizinan Kesehatan;
FPeraturan Bupati Sekadau Nomor 31 Tahun
2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan
Bupati Sekadau Nomor 18 Tahun 2019 tentang
Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan
Penerbitan  Perizinan Dan  Nonperizinan
Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga
Kerja Kabtipaten Sekadau.

2. Pérsvaratan
| Pelayanan

3. Mekanisme dan
Prosedur

Baru/ Pe *

'S'umt Permohonan diatas materai Rp.6.000
' dﬂu_luhan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal
' dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga

1.
2.

3.

il

ok =

11
1-_.

3.

10,

| Kerja Kab. Sekadau dengan Melampirkan :

Fatokopi KTP,

Surat keterangan sehat fisik dari dokter yang
memiliki Surat [zin Praktik;

Fotokept  Surat Tanda Registrasi Tenaga
Sanitarian(3TRTS) vang masih berlaku  di
legalisir;

Fotokopi [jazah di legalisir;

Surat pernyataan memiliki tempat kerja di
Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang
bersangkutan;

Surat rekomendasi dari organisasi profesi
(HAKLI)

Pas foto berwarna ukuran 4 x 6 sebanyak 3
(tiga) lembar,

Denah Lokasi Tempat Praktik;

Permohonan  SIKTS kedua melampirkan
fotocopy SIKTS pertama;

Pakta Integritas tentang kebenaran dan
keabsahan dokumen yvang disampaikan
ditandatangi oleh Pemohon;

Fermohonan disampaikan dua rangkap.

Fcngamhian formulir permohonan di loket 1;

Pengajuan berkas permohonan diloket 2 untuk
dilakukan verifikasi;

Apabila: berkas permohonan dinyatakan




3.
6.
L.

4. | Jangka Waktu
_| Penvelesaian

‘setelah
Kesehatan PP dan KB Kabupaten Sekadau;

lengkap maka dapat diterima, selanjutnya
diproses dan disampaikan ke Dinas Kesehatan,
PP dan KB Kabupaten Sekadau untuk
diterbitkan rekomendasi. Dan jika berkas tidak
lenglksaip maka akan dikembalikan kepada
pemohon, '

Permrosesan di Front Office dapat ditidaklanjuri
mendapat rekomendasi dari Dinas

Pemrosesan di Back Office;
Penandatangan Izin oleh Kepala Dinas,
Pcnyc_rghan 1izin diloket 3.

14 {(Empat Belas) Harl Kerja

3. Biava [Tanf

(.-

6 iva:Iuh:
| Pelayanan

7. | Penangan
' Pengaduan,
Sd4ran
masukan

dan

BT B

Dokumen lzin Kerja Tenaga Sanitarian

. Melalui Kotak Saran dan Pengaduan;

Melalui Telepon/Fax : 0564 - 2042075
Surat / Email :kpmiskd2014@gmail.com

23, Izin Kerjs Perawat

Komponen

._Petugas Loket Pengaduan.

Uralan

i Dasar Hukum

. Peraturan

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang
Keschatan,

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang
Tenaga Kesehatan)

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor
HH.DE.DE,’M_Enkes;HE_;'I!EﬂJD tentang Izin
dan Penyelenggaraan Praktik Perawat;

Menteri  Kesehatan — Republik
Indonesia Nomeor 17 Tahun 2013 Tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan
Nomor Hk.02.02/Menkes/148/1/2010 Tentang
lzin Dan Penyelenggaraan Praktik Perawat;
Peraturan Menten Kesehatan Nomor 46 Tahun

2013 tentang Registrasi Tenaga Kesehatan;

Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 2 |
Tentang Penvelenggaraan Perizinan Kesehatan;
Peraturan Bupati Sekadau Nomor 31 Tahun
2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan
Bupati Sekadau Nomor 18 Tahun 2019 tentang
Pendelegasian  Kewenangan Penandatanganan
Penerbitan  Perizinan Dan  Nonpernzinan
Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga
Kerja Kabupaten Sekadau.

2. | Persyaratan
Pelavanan

Baru/Perpanjangan :

Surat

Permohonan diatas materma  Rp.6.000

ditujukan Ru_]_::g;:'lq I{npala Di;lfa Pﬂﬂﬂf‘_l'!_imﬂh Madal

-Bb-



dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga
Kerja Kab, Sekadau dengan Melampirkan :

T.
|2.

| 3.

| ‘1{'.' Permohonan disampaikan dua rangkap.

O

Fotokopi KTP;

Surat keterangan sehat fisik dari dokter vang
memiliki Surat lzin Praktik:

Fotokopi Surat Tanda Registrasi (STR) vang
masih berlaku di legalisir;

Surat pernvataan memiliki tempat di prakiik
mandiri-atau di fasilitas pelavanan kesehatan
di luar praktik mandin; ;

Surat rekomendasi dari  organisasi  profesi |

(PPN}, sesuai tempat praktik;

Fas.foto berwarna ukuran 4 x 6 sebanyak 3
{tiga) lembar;

Denah Lokasi Tempat Praktik;

Permohonan  SIKP kedua — melampirkan

fotocopy SIKP pertama;

Fakta Integritas tentang kebenaran dan
keabsahan dokumen vyang disampaikan
ditandatangi oleh Pemohon. ' |

3. | Mekanisme dan | 1. Pengambilan formulir permohenan di loket 1;
Prosedur 2. Pengajuan berkas permohonan diloket 2 untuk
dilakukan verifikasi;

3. Apabila berkas permohonan dinyvatakan
lengkap maka dapat diterima, selanjutnya
diproses dan disampaikan ke Dinas Keschatan,
PP dan KB Kabupaten BSekadau untuk
diterbitkan rekomendasi. Dan jika berkas tidak
lengkap maka akan dikembalikan kepada
pemohon;

4. Pemrosesan di Front Office dapat ditidaklanjut
setelah mendapat rekomendasi dan Dinas

| Kesehatan PP dan KB Kabupaten Sckadau;

3. Pemrosesan di Back Office;

bB. Penandatangan lzin oleh Kepala hnas;

; 7. Penyerahan izin diloket 3.
4. | Jangka Waktu | 14 (Empat Belas) Hari Kerja
B Fenvelesaian B -
| 5. | Biaya /Tarif 0,
Kl T ik
7. | Penangan 1. Melalui Kotak Saran dan Pengaduan;
Pengaduan, 2. Melalui Telepon/Fax : 0564 - 2042075
‘BAran dan | 3. Surat / Email kpmtskd2014@pmail com
masukan 4. Petugas Loket Pengaduan,

E#.I:inl"nhﬂ:‘l‘lm:lﬂ{:l

Nao.
| =

Komponen

N Iy

Da.ﬂﬂr Hukum

Uraian
I. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang

-B7-




Iiera}rafﬁtaﬂ
Pelayanan

Kesehatan;

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang
Tenaga Kesehatan;

Peraturan Menteri Keschatan Nomor 46 Tahun
2013 tentang Registrasi Tenaga Kesehatan

- Peraturan  Menteri  Kesehatan  Republik

Indonesia Nomor 26 Tahun 2013 Teritang
Penvelenggaraan Pekerjaan Dan Praktik Tenaga
Giizi;

. Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 2

Tentang Penvelenggargan Perizinan Kesshatan,

. Peraturan Bupati Sekadau Nemor 31 Tahun

2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan
Bupati Sekadau Nomor 18 Tahun 2019 tentang
Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan
Penerbitan  Perizinan Dan  Nonperizinan
kepada Kepala. [Dinas Penanaman Modal
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga
Kerja Kabupaten Sekadau.

1.
2

3.

10.

Baru/Pe a :

Surat  Permohonan diatas materai  Rp.6.000
ditujukan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga
Kerja Kab. Sekadau dengan Melampirkan :

Fotokom KTP;

Sural keternngan sehat fisik dan dokter vang
memiliki Surat lzin Praktik;

Fotokopi Surat Tanda Registrasi Tenaga Gizi
(STRTGz) vang masth berlaku di legalisir;
Fotokopi Hazah di legalisir;

Surat pernyataan memiliki tempat kerja di
Fasilitas Pelavanan Kesehatan atau tempat
praktik Pelayanan Gizi secara mandiri;

Surat rekomendasi dar organisasi profesi
sesuai tempat praktik;

Pas foto terbaru ukuran 4X6 cm sebanyak 3
(tiga) lembar berlatar belakang merah;

Denah Lokasi Tempat Praktik;

Permohonan  SIPTGz kedua — melampirkan
fotocopy SIPFTGE pertama;

Pakta Integritas tentang kebenaran dan
keabsahan dokumen vang disampaikan
ditandatang oleh Pemohon.

. Permohonan disampaikan dua rangkap.

Prosedur

1.
4.

R

Pengambilan formulir permohonan di loket 1;
Pengajuan berkas permohonan diloket 2 untuk
dilakukan verifikasi;

Apabila  berkas permohonan  dinyatakan |
lengkap maka dapat diterima, selanjutnya
diproses dan disampaikan ke Dinas Kesehatan,
PP dan KB Kabupaten Sekadau untuk
diterbitkan rekomendasi. Dan jika berkas tidalk |
lengkap maka akan dikembalikan kepada

pemohon;

. Pemrosesan di Front Office dapat dindaklanjuti

setelah mendapat rekomendasi dari Dinas

‘gp-




| Kesehatan PP dan KB Kabupaten Sekadau;
5. Pemrosesan di Back Office;
6. Penandatangan lzin oleh Kepala Dinas;
7. Penyerahan izin diloket 3.

4. |Jangka Waktu 14 (Empat Belas) Hari Ketja

Penvelesaian

5. | Biaya /Tarif 0,-

Produk - oLz

B, | Pelayansn Dokumen lzin Praktik Tenaga Gizi

7. | Penangan 1. Melalui Kotak Saran dan Pengaduan;
Pengaduan, | 2. Melalui Telepon/Fax : 0564 - 2042075
SATAT dan | 3. Surat / Email :kpmtskd2014@gmail.com
masukan | 4. Petugas Loket Pengaduan, .

25. Izin Kerja Radiografer (SIKR)
lln. Komponen Uraian

' 1. | Dasar Hukum 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang

' Kesehatan,

4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang
Tenaga Kesehatan;

3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 46 Tahun

4

2013 tentang Registrasi Tenaga Kesehatan;

. Peraturan  Menteri Kesehatan  Republik
Indonesia MNomor B1 Tahun 2013 Tentang
Penyelenggaraan Pekerjaan Radiografer;

5. Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 2
Tentang Penyelenggaraan Perizinan Kesehatan;
B, Peraturan Bupati ‘Sekadau Nomor 31 Tahun
2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan
Bupati Sekadau Nomor 18 Tahun 2019 tentang
Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan
Penerbitan  Perizinan Dan  Nonperizinan
Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal
Pelaymn Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga

B S i el -

2. | Persyaratan M!ﬁmnigiln

Pelavanan Surait  Permohonan diatas materai Rp.6.000

ditujukan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal

dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga

Kerja Kab. Sekadau dengan Melampirkan ;

1. Fotckopi KTP;

2. Surat keterangan schat fisik dar dokter vang
memiliki Surat [zin Praktik;

3. Fotokopi Surat Tandsa Registrasi Radiografer
(STRR) vang masih berlaku di legalisir;

4. Fotokopi ljazah di legahsir;

5. Surat keteranpgan bekerja danr Fasilitas
Pelayanan kesehatan vang bersangkutan;

6. Surat rekomendasi dari organisasi profesi
sesuai tempat praktik;

7. Denah Lokasi Tempat Praktik;

| 8. Pas foto terbaru ukuran 4X6 em sebanvak 3 |

.rgg‘




3.

1.
| 2.

lengkap maka dapat diterima,

L«

5.

6.
7.

10,

11.

setelah mendapat rekomendasi

(tiga) lembar berlatar belakang merah;
Permohonan SIKR  kedua  melampirkan
fotocopy SIKR pertama;

Pakta Integritas tentang kebenaran dan

keabsahun  dokumen yang disampaikan

ditandatangi oleh Pemohon.

Permohonan disampaikan dua rangkap
Pengambilan formulir permohonan di loket 1;
Pengajuan berkas permohonan diloket 2 untuk
dilakukan verifikasi:
Apabila  berkas

permohonan dinvatakan
selanjutnya
diproses dan disampaikan ke Dinas Kesehatan,
PP dan KB Kabupaten Sekadau untuk
diterbitkan rckomendasi. Dan jika berkas tidak
lengkap maka akan dikembalikan kepada
pemohorn;

Pemrosesan di Front Office dapat ditidaklanjuti
dari Dinas
Kesehatan PP dan KB Kebupaten Sekadau;
Pemrosesan di Back Office;

Penandatangan Izin oleh Kepala Dinas;
Penverahan izin d:]ukEt <

3. | Mekanisme dan
Proseciur
|
|
4. |Jangka Waktu
Fenyelesaian
3 B_iﬂ-:;-'ﬂ. [ Tarifl
5 Produk
* | Pelayanan
7. | Penangan
Pengaduan,
I SATAN dan

26. Izin Praktik Trapis Gigi dan Mulut

14 (Empat Belas) Hari Kerja |

0,-

Dokumen Surat [zin Kerja Radiografer [SIKR)

1.
2.
3.
i,

Melalui Kotak Saran dan Pengaduan;
Melalui Telepon /Fax : 0564 - 2042075
Surat / Email ‘kpmtskd2014@gmail com
Petugas Loket Pengaduan. |

Komponen

Uraian

. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang

; Peraturan

Kesehatan;

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang
Tenaga Kesehatan;

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 46 Tahun
2013 tentang Registrasi Tenaga Kesehatan,
Menteri  Kesehatan  Republik |
Indonesia Nomer 20 Tahun 2016 Tentang lzin
Dan Penyelenggaraan Praktk Terapis Gigi Dan |
Mulut;

Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 2|
Tentang Penyelenggaraan Perizinan Kesehatan,
Peraturan Bupati Sekadau Nomor 31 Tahun
2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan
Bupati Sekadau Nomor 18 Tahun 2019 tentang |
Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan
Penerbitan  Penizinan Dan  Nonperizinan
Kepada Kepala Dinas Penanaman Maodal |

-a(J-




Pelayvanan Teﬁd'ﬁ Satu 'ﬁﬂiﬁ_-ﬁm—'l‘&rmgﬂ}

Kerja Kabuparen Sekadau. !
Baru / Perpanjangan :
Surat Permohonan diatas materai Rp.6.000 ‘
ditujukan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal |
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga
Kerja Kab. Sekadau dengan Melampirkan ; |
1. Fotokopi KTP;
2. Surat keterangan sehat fisik dari dokter yang
memiliki Surat lzin Praktk;
Fotokopt Surat Tanda Registrasi Terapis Gigi
dan Mulut (STRTGM)] vang masih berlaku di
legalisir;
Fotokopi ljazah di legalisir;
Surat pernyataan memiliki tempat praktik;
. Surat rekomendasi dari organisasi profesi
sesuail tempat praktik;
Denah Lokasi Tempat Praktik;
Pas foto berwarma ukuran 4 x 6 sebanvak 3
(tiga) lembar;
Permohonan  SIPTGM  kedua melampirkan

fotocopy SIPTGM pertama;

. Pakta Integritas tentang kebenaran dan
keabsahan dokumen vang disampaikan
ditandatangi aleh Pemohon.

1. Permohonan disampaikan dua rangkap.

L e =

Mekanisme dan
Prosedur

‘Jangka Walktu
Penyelessian

Pengambilan formulir permohonan di loket 1;
Pengajuan berkas permohonan diloket 2 untuk
dilakukan verifikasi;

3. Apabila berkas permohonan dinyatakan |
lengkap maka dapat diterima, selanjutnya |
diproges dan disampaikan ke Dinas Kesehatan,
PP dan KB Kabupaten Sekadau untuk
diterbitkan rekomendasi. Dan jika berkas tidak
lengkap maka akan dikembalikan kepada
pemohon;

Permnrosesan di Front Office dapat ditidaklanjut
setelah mendapat rekomendasi dari Dinas
Kesehatan PP dan KB Kabupaten Sekadau;

5. Pemrosesan di Back Office;

6. Penandatangan lzan oleh Kepala Dinas;

7. Penyerahan izin diloket 3.

14 {(Empat Belas) Harn Kera

| Praduk

Biava /Tarif

Pelayanan

0,-
Dokumen Surat lzin Praktk Terapis Gigl dan
Mulut

masukan

1. Melalui Kotak Saran dan Pengaduan;

2. Melalui Telepon/Fax : 0564 - 2042075
4. Sumat / Email ‘kpmtskd20 1 4ggmail.com
4. Petugas Loket Pengaduan.

27. Izin Kerja Perekam

Medis

No.
1.

Komponen
Dasar Hukum

Uraian
1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2002 tentang

IKesehatan;
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Surat Permohonan diatas materai  Rp.6.000
ditujukan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga

. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang

Tenaga Kesehatan,
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 46 Tahun |
2013 tentang Registrasi Tenaga Kesehatan

. Peraturan  Menteri  Keschatan  Republik

Indonesia MNomor 55 Tahun 2013 Tentang
Penyelenggarnan Pekerjaan Perckam Medis;

. Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 2

Tentang Penvelenggaraan Perizinan Kesehatan;
Peraturan Bupat Sekadau Nomor 31 Tahun
2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan
Bupat Sekadau Nomor 18 Tahun 2019 tentang
Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan
Penerbitan  Perizinan Dan  Nonperizinan
Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal
Pelavanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga
kerja Kabupaten Sekadau,

Fotokopi KTP Pemohon; '

Surat keterangan sehat dari dokter yang
Surat pernyataan mempunyai tempat kerja di

Pas foto berwarna terbaru ukuran 4xb cm
berlatar belakang merah sebanvak 3 (tiga)

Denah Lokasi Tempat Praktik; I
Permohonan SIK  Perekam Medis kedua
melampirkan  fotokopi SIK  Perekam  Medis

Pakta Integritas tentang kebenaran dan
keabsahan dokumen vang disampaikan

| 2. | Persyaratan Baru /[ Perpanjangan :
| Pelayanan
|
Kerja Kab. Sekadau dengan Melampirkan
3
2. Fotokopi jjazah yvang dilegalisir;
3. Forokopi STR Perekam Medis;
“,
memiliki Surat lzin Praktik,
i
Fasilitas Pelayvanan Kesehatan:
G.
lemhbar;
7. Rekomendasi dar organisasi profes;
. H.
9.
pertama,
' 10,
: ditandatangi oleh Pemohon.
3. Mekanisme dan | 1

Prosedur

s

. Pengambilan formulir permohonan di loket 1;
. Pengajuan berkas permohonan diloket 2 untuk

dilakukan verifikas;

Apabila berkas permohonan dinvatakan
lengkap maka dapat diterima, selanjutnva
diproses dan disampaikan ke Dinas Kesehatan,
PP dan KB Kabupaten Sekadau untuk
diterbitkan rekomendasi. Dan jika berkas tidak |
lengkap maka akan dikembalikan h:pﬂda
pemohon;

. Pemrosesan di Front Office dapat ﬂlflﬂﬂ]ﬂﬁl‘]ﬁlﬂ

setelah mendapat rekemendasi dari Dinas
Kesehatan PP dan KB Kabupaten Sekadau;
Pemrosesan di Back Office:

Penandatangan [zin oleh Kepala Dinas;
Penverahan izin diloket 3.
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4. |Jangka Waktu | 14 (Empat Belas) Hari Kerja
_ Penvelesaian

5. | Baaya [Tanf -

' Produk _ .
6. Pelavanan Dokumen SIK Pereckam Medis
1. Melalui Kotak Saran dan Pengaduan;
|| % | 2. Melalui Telepon,/Fax : 0564 — 2042075
| ! B , 3. Surat / Email ‘kpmtskd2014Ggmail.com
pane dan | 4 Petugas Loket Pengaduan.
| masukan ™ Ba ga -

28. Izin Praktik Penata Anestesi

No. Komponen Uraian

1. | Dasar Hukum 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang
Kesehatan,
| 2, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang
Tenaga Kesehatan,
3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 46 Tahun
2013 tentang Registrasi Tenaga Kesehatan
| 4. Peraturan  Menteri  Kesehatan — Republik
Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Izin
Dan Penyelenggaraan Praknk Penata Anestesi:
. Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 2
Tentang Penyelenggaraan Perizinan Kesehatan:
6. Peraturan Bupati Sekadau Nomor 31 Tahun
2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan
Bupati Sekadau Nomor 18 Tahun 2019 tentang
Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan
Penerbitan  Perizinan Dan  Nonperiginan
hepada Kepala Dinas Penanaman ‘Modal
Pelayvanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga
___ Rerja kabupaten Sekadau.
2. | Persvaratan Baru | Perpanjangsn:
Pelayanan Surat Permohonan diatas materai Rp.6.000
ditujukan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal
| dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga

Kerja Kab, Sekadau dengan Melampirkan -

o

1. Fotokopi KTP Pemaohon;

2, Fotokopi ijazah vang dilepalisir;

3. Fotokopi STR Penata Anatesi (STRPA);

4. Swurat keterangan sehat dari dokter vang
memiliki Surat l#n Praktik;

a3,

Surat pernyatasn mempunyal tempat praktik

di Fasilitas Pelayvanan Kesehatan, |

6. Pas foto berwarna terbaru ukuran 4x6 cm
berlatar belakang merah sebanvak 3 tligal!
lembar;

7.  Rekomendasi dar organisasi profes:;

| 8. Denah Lokasi Tempat Praktik;

(9. Permohonan SIP Penata Anatesi hkedua

| melampirkan fotokopi SIP Penata Anatesi

| | pertama;
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10. Pakta Integritas tentang kebenaran dan
keabsahan dokumen yang disampaikan
4| ditandatangi oleh Pemohon,
3. | Mekamisme dan | 1. Pengambilan formulir permchonan di loket 1;
| Prosedur 2. Pengajuan berkas permohonan diloket 2 untuk
' dilakukan verifikasi:
3. Apabila berkas permohonan dinvatakan
' lengkap maka dapat diterima, selanjutnva
diproses dan disampaikan ke Dinas Kesehatan,
PP dan KB Kabupaten Sekadau untuk
diterbitkan rekomendasi. Dan jika berkas tidak
lengkap maka akan dikembalikan kepada
pemohon;
4. Pemrosesan di Front Office dapat ditidaklanjuti
setelah mendapat rekomendasi dari Dinas |
Kesehatan PP dan KB Kabupaten Sekadau;
5. Pemrosesan di Back Office;
6. Penandatangan [xin oleh Kepala Dinas;
" 7. Penverahan izin diloker 3.
4. | Jangka Waktu | 14 EEmpat Belas) Harl Kerja
| Penyelesaian —
5. | Biava /Tarif 0.-
. | myﬂan Dokumen SIP Penata Anatesi
1. Melalui Kotak Saran dan Pengaduan;
N ! :ﬁg&:ﬁn 2. Melalui Telepon,/Fax : 0564 - 2042075
| 3 dia 3. Surat [ Email :kpmtskd2014@email com
| rnaa“” utlmn | 4. PEEug&a Loket Pengaduan.
29. Izin Praktik Elektromedis
Komponen Uraian

| -Pcru}far&tan

| Dasar Hukum

Pelayanan

‘1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang

Kesehatan;
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang
Tenaga Kesehatan;
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 46 Tahun
2013 tentang Registrasi Tenaga Kesehatan
4. Peraturan  Menten  Kesehatan  Republik
Indonesia Nomor 45 Tahun 2015 Tentang lzin
Dan Penyelenggaraan Praktik Elektromedis;
Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 2 |
Tentang Penyelenggaraan Perizinan Kesehatan; |
6. Peraturan Bupati Sekadau Nomor 31 Tahun
2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan
Bupat: Sekadau Nomor 18 Tahun 2019 entang |
Pendelegasian Kewenangan Penanﬁntangmmn
Penerbitan  Perizinan  Dan Hunprrmrmn
Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal
Felavanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga
Kerja Kabupaten Sekadau,

S

e

Sumt Permohonan diatas materai Rp.6.000

dituwjukan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal
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dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga |

Kerja Kab, Sekadau dengan Melampirkan :

o oY =2

3. 'T-M{'!-mmume dan

Prosedur

1
. Pengajuan berkas permohonan diloket 2 untuk

a3

5.

. Fotokopi KTP Pemohon;

Fotokopi ijazah yang dilegalisir,
Fotokopt STR Elektromedis® atau STR-E
SETNEntara ;

. Surat keterangan sehat dari dokter yang

memiliki Surat Izin Praktik;

Aurat  keterangan bekerja  dari Fasilitas

Pelayanan Kesehatan atau Fasilitas Kesehatan
vang bersangkutan;

. Pas foto berwarna terbaru ukuran 4%6 cm

periatar belakang merah sebanvak 3 (tiga)
lembar;

- Rekomendasi dari organisasi profesi,
. Benah Lokasi Tempat Praktik;
. Pakta Integritas tentang kebenaran dan

keabaahsm dokumen  yang disampaikan

Ptﬂgambﬂan formuhir permnharmn di loket 1,

dilakukan verifikasi;
Apabila berkas permohonan dinvatakan
lengkap maka dapat diterima, selanjutnyva
diproses dan disampaikan ke Dinas Kesehatan,
PP dan KB Kabupaten Sekadau untuk
diterbitkan rekomendasi. Dan jika berkas tidak
lengkap maka akan dikembalikan kepada
pemohon,;

Pemrosesan di Front Office dapat ditidaklanjuti
setelah mendapat rekomendasi darn Dinas
Kesehatan PP dan KB Kabupaten Sekadau;
Pemrosesan di Back Office;

Penandatangan lzin oleh Kepala Dinas;
Penyerahan izin diloket 3.

14 (Empat Belas) Harl Kerja

Dokumen S1P Elektromedis

6.
B jT
. Jangkﬂ Waktu |
. | Penyelesaian
: 5 Biaya [Tarif D,-
i I.'i_ Produk
| ' Pelavanan
I | 1.
7. | Penangan g
| Pengaduan, ,,_
SAIAN dan | ;"
| ¥
| masukan !

30. Izin Praktik Teknisi Kardiovaskuler

Nao.
L.

Melalui Kotak Saran dan Pengaduan;
Melalui Telepon/Fax : 0564 - 2042075
Surat / Email :kpmtskd 201 $@gmail.com
Petupgas Loket Pengaduan.

Komponen

| Dasar Hukum

Uraian

. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 rf.*ntnng'

Kesehatar;
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang
Tenaga Keschatan;
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 46 Tahun
2013 tentang Registrasi Tenaga Kesehatan

5.




4.

Peraturan  Menteri  Kesehatan Republik
Indonesia Nomor 30 Tahun 2015 Tentang lzin
Dan Penyelenggaraan Praktik Teknisi
Kardiovaskuler;

Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 2
Tentang Penyelenpgaraan Perizinan Kesehatan;
Peraturan Bupat Sekadau Nomor 31 Tahun
2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan
Bupati Sekadau Nomor 18 Tahun 2019 tentang
Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan
Penerbitan  Perizinan Dan  Nonperizinan
Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga

Kerja Kabupaten Sekadau.

Pelavanan

3. | Mekanisme dan
Prosedur

2. | Persyaratan ' Baru | Pe :
| Surat Permohionan diatas rmaterai Rp.6.000
ditujukan keépada Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelavanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga
| Kérja Kab. Sekadau dengan Melampirkan ;

I. SIP-TKV Pertama dan Kedua

Fotokopi KTP Pemohon;

Fotokopi ijazah vang dilegalisir;

Fotokopi STR Teknisi Kardiovaskuler;

Surat keterangan sehat dari dokter vang
memiliki Surat Izin Praktik;

Surat keterangan bekerja dari Fasilitas
Pelayanan Kesehatan vang bersanglkutan;

fi, Pas foto berwarna terbaru ukuran 4x6 cm
berlatar belakang merah sebanvak 3 {tiga)

£ G B —

n

lembar;
7. Rekomendasi dari organisasi profesi;
8. Denah Lokasi Tempat Praktik:
9. Permohonan SIP-TKV kedua melampirkan

fotokopi SIP-TKV pertama;
10. Pakta Integritas tentang kebenaran dan |

keabsahan dokumen yang disampaikan |

ditandatang! oleh pemohon.

B Emmmup.

_1'1_*1111_51.
2 _:

3.

4.

. Fotokopi KTP Pemohion;

2 SIP-TKV yvang pertama dan kedua;

3. Surat persetujuan atasan langsung bagi
Teknisi Kardiovaskuler vyang bekerja
pada Fasilitas Pelavanan Kesehatan;

4. Surat rekomendasi dari dinas kesehatan |

. Pengambilan formulir permohonan di loket 1,
Pengajuan berkas permohonan diloket 2 untulr. '
dilakukan verifikasi;

Apabila berkas permohonan dinvatakan |

lenigkap maka dapat diterima. selanjutnya |

diproses dan disampaikan ke Dinas Keschatan,
FP dan KB Kabupaten BSekadau untuk
diterbitkan rekomendasi. Dan jika berkas tidak
lengkap maka akan dikembalikan kepada
pemohon;

Pemrosesan di Front Office dapat ditidaklanjuti |
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-

T

' Jangka Waktu
| Penyeiesaian

setelah mendapat rekomendasi dari Dinas
Kesehatan PP dan KB Kabupaten Sekadau;
Pemrosesan di Back Offiee;

P-:*n-mrjamngan lzin oleh Kepala Dinas;
Penverahan izin diloket 3

a (Empat Belas) Hari Kerja

s B

Biava /Tarf
l .Fm:i-l u-h -
Pelayanan

0,-

Dokumen 3IP Tekmai Kardiovaskuler

Penangan
Perigaduan,

SATAN dan

masulan

1. Melalui Kotak Saran dan Pengaduan;

2. Melalui Telepon/Fax : 0564 - 2042075
3. Surat / Email :kpmiskd201 4d@gmail com
4. Petugas Loket Pengaduan.

31. Izin Kerja Refraksionis Optisien [ Optometris

L,

Komponen

Dasar Hukum

Uraian

13 Lﬁnﬂﬁnj;—ﬂr‘sr!ﬁﬂg Nomor 36 Tahun 2009 tentang

Kesehatan;

2, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang
Tenaga Kesehatan;

3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 46 Tahun
2013 tentang Regisirasi Tenaga Kesehatan;

4. Peraturan  Menteri  Kesehatan — Republik
Indonesia Nomor 19 Tahun 2013 Tentang
Penvelenggaraan Pekerjaan Refraksionis

Crptisien dan Optometris;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 2

Tentang Penyvelenggaraan Perizinan Kesehatan;
6. Peraturan Bupati Sekadau Nomor 31 Tahun
2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan
Bupati Sekadau Nomor 18 Tahun 2019 tentang
Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan
Penerbitan  Perizinan Dan Nonperizinan
Kepada Kepala Dinas Pepanaman Modal
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga
kKerja Kabupaten Sekadau.

Fr_‘.rsvaramn
Pelavanan

' wg&

Surat Permohonan diatas materai  Rp.6.000

ditujukan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal

dan Pelavanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga

Kerja Kab. Sekadau dengan Melampirkan :

1. Fotokopi KTP Pemohon;

2. Fotokopi yazah vang dilegalisir;

3. Fotokopi STR Refraksionis Optisien atau STR
Optometris,

4, Burat keterangan sehat
mermiliki Surat lzin Praktik;

5. Surat keterangan bekerja dan Fasilitas
Pelayanan Kesehatan yang bersangkutan;

6. Pas foto berwarna terbaru ukuran 4x6 om
berlatar belakang merah sebanyak 3 (tiga) |

dari dokter yang

o S




lembar; .
7. Fekomendasi dari organisasi profesi;
8. Denah Lokasi Tempat Praktik;

9. Permohonan SIKRO/SIKO kedua
| | melampirkan fotokopi SIKRO/SIKO pertama;
. 10, Pakta Integritas tentang kebenaran dan
keabsahan dokumen vang disampaikan
| ditandatangi oleh Pemohon, |
3.  Mekanisme dan | 1, Pengambilan formulir permohonan di loket 1; |
Prosedur 2. Pengajuan berkas permohonan diloket 2 untuk
dilakukan venfikas:;
| 3. Apabila berkas permohonan dinvatakan
lengkap maka dapat diterima, selanjutnva
diproses dan disampaikan ke Dinas Kesehatan,
. PP dan KB Kabupaten Sekadau untuk
| diterbitkan rekomendasi. Dan jika berkas tidak
lengkap maka akan dikembalikan kepada
pemohon;
4, Pemrosesan di Front Office dapat ditidaklanjuti
setelah mendapat rekomendasi dar Dinas |
Keschatan PP dan KB Kabupaten Sekadau;
5. Pemrosesan di Back Office;
6. Penandatangan lzin oleh Kepala Dinas;
7. Penyerahan izin diloket 3,
4. |Jangka Waktu | 14 (Empat Belas) Hari Kerja
Penyelesaian | _
9. | Biaya /Tarif 0.-
6 | g:i:;knﬂn Dokumen SIKRO/SIKO
1. Melalui Kotak Saran dan Pengaduan;
% | P“"“"E;‘]:n 2. Melalui Telepon /Fax : 0564 — 2042075
WE A s 3. Burat [ Email :kpmtskd2014igmail com
SHabil j 4. Petugas Loket Pengaduan.

32. Izin Praktik Fisioterapis

No.

Komponen

' Dasar I-Iuh:ﬁm

Uraian

1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang.
Kesehatan,

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang |
Tenaga Kesehatan;

Peraturan Menten Kesehatan Nomeor 46 Tahun
2013 tentang Registrasi Tenapa Kesehatan;
Peraturan  Menteri  Kesehatan  Republik
indonesia Nomor 80 Tahun 2013 Tentang
Penvelenggaraan  Pekerjaan Dan  Praktik
Fisioterapis; .
Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 2|
Tentang Penyelenggaraan Perizinan Kesehatan,
Peraturan Bupati Sekadau Nomor 31 Tahun
2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan
Bupati Sekadau Nomor 18 Tahun 2019 tentang
Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan
Penerbitan  Perizinan Dan  Nonperzinan
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Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal
; Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga
1 | ___Kerja Kabupaten Sekadau.
2. | Persyaratan Baru / Perpanjangan : _
Pelavanan Surat Permohonan diatas materai  Rp.6.000
. ditujukan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga
Kerja Kab, Sekadau dengan Melampirkan ;
I. SIPF Pertama dan Kedua
Fotokopi KTP Pemohon;
Futnh;pl ijazah yang dilegalisir,
Fotokopi STR Fisioterapis; I
Surat keterangan sehat dari dokter vang
memiliki Surat [zin Praktik;
surat pernyataan memiliki tempat kerja di
Fasilitas Pelayanan Kesehatan atau tempat
praktik pelavanan Fisioterapi |
secaramandiri;
6. Pas foto berwarna terbaru ukuran 4x6 cm
berlatar belakang merah sebanyak 3 (tiga)
lembar; |
Rekomendasi dar orgamisasi profesi;
Denah Lokasi Tempat Praktik ;
Permohonan SIPF  kedua melampirkan
fotokopi SIPF pertama;

10, Pakta Integritas tentang kebenaran dan
keabsahan dokumen yang disampaikan
ditandatang oleh Pemohon.

II. SIPF Ketiga
1. Fotokopi KTP Pemohon;
| 2. Fotokopi SIPF vang pertama dan kedua;
3. Sural persetujuan atasan langsung bagi
Fisioterapis yang bekerja pada
| instansi/Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
4. Surat rekomendasi dar dinas kesehatan
provinsi.

Lm“.—l

&n

Wit

3. | Mekanisme dan | 1. Pengambilan formulir permohonan di loket 1;
Prosedur 2. Pengajuan berkas permohonan diloket 2 untuk
dilakukan verifikasi:

3. Apabila berkas permobonan dinvatakan |
lengkap maka dapat diterima, selanjutnya
diproses dan disampaikan ke Dinas Kesehatan,
PP dan KB Kabupaten Sekadau untuk |
diterbitkan rekomendasi. Dan jika berkas tidak
lengkap maka akan dikembahkan kepada
pemohon;

4. Pemrosesan di Front Office dapat ditidaklanjuti

| | setelah mendapat rekomendasi dan Dinas

Kesehatan PP dan KB Kabupaten Sekadau;
Pemrosesan di Back Office;
; Prnandatang.an lzin oleh hepala Dinas;
. Penyerahan izin diloket 3
-‘+ (Empat Belas) Hari HE!]H

L

Jﬂ:ﬂgkﬂ. Walktu |
PEnthg_gq._:i_a_._n

5. ‘ Biava /Tarif 0.-

|
|4

== =] O

9.




[ Produk

6. Pelayeanan Dokumen SIP Fisioterapis
B Penangan 1. Melalui Kotak Saran dan Pengaduan;,
Pengaduan, 2. Melalui Telepon /Fax : 0564 - 2042075
SATan dan | 3. Surat / Email ‘kpmtskd2014@gmail com
masukan 4. Petugas Loket Pengaduan.

33. Izin Kerja Fisioterapis

No. Komponen

Uraian

1. | Dasar Hukum

2, | Persyaratan
Pelavanan

' 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang

Kesehatan;

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang

Tenaga Kesehatan;

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 46 Tahun

2013 tentang Registrasi Tenaga Kesehatan;

4, Peraturan  Menteri  Kesehatan  Republik
indonesia Nomor 80 Tahun 2013 Tentang
Penyelenggaraan  Pekerjaan Dan  Praktik
Fisioterapis;

5. Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 2
Tentang Penyelenggaraan Perizinan Kesehatan;

6. Peraturan Bupati Sekadau Nomor 31 Tahun

2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan

Bupati Sekadau Nomor 18 Tahun 2019 tentang

Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan

Penerbitan  Perizinan Dan  Nonperizinan

Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga

Kerja Kabupaten Sekadau,

11

Surat Permohonan diatas materai Rp.6.000

ditujukan Kepala Dinas Penanaman Modal dan

Pelavanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja

Rab. Sekadau dengan Melampirkan :

I. SIKF Pertama dan Kedua

L

=l

1. Fotokopi KTP Pemohon;,

2. Fotokopt hazah vang dilegalisir;

3. Fotokopi STR Fisioterapis;

4. Burat keterangan sehat dari dokter vang
memilili Surat lzin Praktik; '

5. -surat pernvataan memiliki tempat kerja di
Fasilitas Pelavanan Keschatan atau tempat
praktile pelavanan Fisioterap: |
secaramandin;

f. Pas foto berwarna terbaru ukuran 4x6 cm |
berlatar belakang merah sebanvak 3 (tiga)
lembar;

7. Rekomendasi dar organisasi profesi;

8. Denah Lokasi Tempat Praktik;

9. Permohonan SIKF kedua melampirkan |
fotokopi SIKF pertama;

10, Pakta Integritas tentang kebenaran dan

Keabsahan dokumen yang disampatkan
ditandatangi oleh Pemohon. |
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II. SIKF Ketiga

1. Fotokopi KTF Pemohon:

2. Fotokopi SIKF yang pertama dan kedua;

3. Surat persetujuan atasan langsung bagi
Fisinterapis vang bekerjapada
instansi/Fasilitas Pelayanan Kesehatan;

4. Surat rekomendasi dari dinas kesehatan

provinsi,

3.
Prosedur

[,
Penvelesaian

5. | Biava / Tnnf

' Produk
: Pelayanan

: Mekanisme dan

Jangka Waktu

1. Pengambilan formulir permohonan di loket 1,

2. Pengajuan berkas permohonan diloket 2 untuk
dilakukan verifikasi;

3, Apabila  berkas permchonan dinvatakan
lengkap maka dapat diterima, selanjutnva
diproses dan disampaikan ke Dinas Keschatan,
PP dan KB Kabupaten Sekadau untuk
diterbitkan rekomendasi. Dan jika berkas tidak
lengkap maka akan dikembalikan kepada
pemohon;

4. Pemrosesan di Front Office dapat ditidaklanjuti
setelah mendapat rekomendasi dar  Dinas
Kesehatan PP dan KB Kabupaten Sekadau;

5. Pemrosesan di Back Office;

6. Penandatangan Izin oleh Kepala Dinas;

7. Penverahan izin diloket 3.

14 (Empat Belas) Hari Kerja

0=

Dokumen SIK Fisioterapis

7. | Penangan
Pengaduarn,
“Baran
| masukan

dan

1. Melalui Kotak Saran dan Purhgaduun; '
2. Melalui Telepon /Fax : 0564 - 2042075
3. Surat / Email kpmmkdﬂﬁ'i‘f‘:@gmaﬂ;mm

34. Izin Praktik Terapis Wicara

. No. | Komponen

Uraian

1.  Dasar Hokum

i

= P

1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang
Kesehatan;

v Undang—l}ndang Nomaor 36 Tahun 2014 tentang
Tenaga Kesehatan;

. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 46 Tahun

2013 rtentang Regisirasi Tenaga Kesehatan; .

Peraturan  Menteri  Keseéhatan — Republik

Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang

Penyelenggaraan Pekerjaan Dan Prakiik Terapis

Wicara;

. Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 2
Tentang Penyelenggaraan Perizinan Kesehatan;

- Peraturan Bupati Sekadau Nemor 31 Tahun

2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan

Bupati Sekadau Nomor 18 Tahun 2019 tentang |

Pendelegasian Kewenangan Fmanclmanganan'

Penerbitan  Perizinan Dan  Nonperizinan |

Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal |
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3,

%

3,

L

| 'F-'EEP:amErnr.' dan | 1.
Prosedur 2,

=0 L

Jangka Waktu | 14 (Empat Belas) Hari Kerja
- Penvelesaian -
0~

Biaya /Tarif

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga

|  Kerja Kabupaten Sekadau.

I-".t'rsyammn - Baru / Perpanjangan :

Pelayanan Surat Permohonan diatas materai Rp.6.000

I ditujukan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenags
herfa Kab. Sekadau dengan Melampirkan ;

SIFTW Pertama dan Kedua

Fotokopi KTF Pemohon;

Fotokopi ijazah vang dilegalisir;

Fotokopi STR Terapis Wicara; .

Surat keterangan sehat dari dokter vang

meémiliki Surat [zin Praktik;

Surat pernyataan mempunyai tempat kerja

di fasilitas pelayanan kesehatan atau

tempat praktik manediri;

6. Mas loto berwarna terbaru ukuran 4x6 em

berlatar belakang merah sebanvak 3 [tiga

lembar:

Rekomendasi dan organizsasi profesi;

Denah Lokasi Tempat Praktik;

Permohonan SIPTW kedua melampirkan

fotokopi SIPTW pertama;

10. Pakta Integritas tentang kebenaran dan
keabsphan dokumen yang disampaikan
ditandatang cleh Pemohon.

W=

on

o e

II. SIPTW Ketiga

1. Fotokopi KTP Pemohon;
2, Fotokep SIPTW yang pertama dan kedua;
3. Surat persetujuan atasan langsung bagi
Terapis Wicara wvang bekerja pada
instansi/Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
4. Surat rekomendasi dar dinas kesehatan |
__ provinst,
Pengambilan formulir permohonan di loket 1;
Pengajuan berkas permohonan diloket 2 untuk
dilakukan verifilcas:;

. Apahla berkas permohonan dinyvatakan

lengkap maka dapat diterima, selanjutnyva
diproses dan disampaikan ke Dinas Keschatan,
PP dan KB Kabupaten Sekadau untuk
diterimtkan rekomendasi. Dan jika berkas tdak
lengkap maka akan dikembalikan kepada
pemohon;

Pemrosesan di Front Office dapat ditidaklanjuti
setelah mendapat rekomendasi dari Dinas
Keseharan PP dan KB Kabupaten Sekadau;
Pemrosesan di Back Office;

Penandatangan lzin oleh Kepala Dinas;
Penverahan izin diloket 3.

-102-




| Produk

Dokumen SIP Terapis Wicara

o Pelayanan
i Penangan i
Pengaduan, 2.
| BATAN dan-| 3,
- masukan 4,

Melalul Kotak Saran dan Pengaduan;
Melalui Telepon/Fax ;: 0564 - 2042075
Surat / Email ‘kpmtakd201 4@Egmail com
Petugas Loket Pengaduan.

35, Izin Kerja Terapis Wicara

No. EKomponen
. | Dasar Hukum
[
I
2. | Persyaratan
Pelavanan

Uraian

. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang |

Kesehatan;

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang
Tenaga Kesehatan;

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 46 Tahun
2013 tentang Registrasi Tenaga Keschatan;
Peraturan  Menteri  Kesehatan  Republik
Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang
Penyelenggaraan Pekerjaan Dan Praktik Terapis
Wicara;

Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 2.
Tenlang Penyelenggaraan Perizinan Kesehatan; |
Peraturan Bupati Sekadau Nemor 31 Tahun
2019  Tentang Perubahan Atas Peraturan
Bupati Sekadau Nomeor 18 Tahun 2019 tentang
Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan
Penerbitan  Perizinan Dan  Nonperizinan
Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga
Kerja Kabupaten Sekadau.

Baru [ Pe an

Surat Permohonan diatas materai Rp.6.000

ditujukan Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
Kab. Sckadau dengan Melampirkan :

SIKTW Pertama dan Kedua

Fotokopi KTP Pernohon;

Fotokopi ijazah vang dilegalisir;

Fotokopi STR Terapis Wicara,

Surat keterangan sehat dan dokter yang

memiliki Surat Izin Praktik;

Surat pernvataan mempunyai tempat kerja.

di fasilitas pelayanan kesehatan atau

tempat praktik mandiri;

6. Pas foto berwama terbaru ukuran 4x6 cm
berlatar belakang merah sebanyak 3 (tiga) |
lembar;

7. Relkomendasi dari organisas: profesi;

8. Denah Lokasi Tempat Praktik;

9. Permohoman SIKTW kedua melampirkan
lotokopi SIKTW pertama;

10, Pakta Integritas tentang kebénaran dan
keabsahan dokumen vang disampaikan
ditandatangi oleh Pemohon.

= = ey

Loy
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|11 SIKTW Ketiga
1. Fotokopi KTP Pemohon;
2, Fotokopi SIKTW yvang pertama dan kedua;
3. Surat persetujuan atasan langsung bagi
Terapis Wicara vyang bekera pada
instansi/Fasilitas Pelavanan Kesehatan:
4. Burat rekomendast dan dinas kesehatan

H— provinsi. ===
J. | Mekanisme dan | 1. Pengambilan formulir permohonan di loket 1:
Progedur 2. Pengajuan berkas permohonan diloket 2 untuk

ditakukan verifikasi;

3. Apabila berkas permohonan dinvatakan
lengkap maka dapat diterima, selanjutnyva
diproses dan disampaikan ke Dinas Kesehatan,
PP dan KB Kabuparen 8Sekadau untuk
diterbitkan rekomendasi. Dan jika berkas tidak
lengkap maka akan dikembalikan Kkepada
pemohon;

4. Pemrosesan di Front Office dapat ditidaklanjuti
setelah mendapat rekomendasi dari Dinas
Kesehatan PP dan KB Kabupsdten Sekadau:

5. Pemrosesan di Back Office;

| 6, Pf*nﬂndatﬂnga.n [zin oleh Kepala Dinas;

| 7. Penyerahan izin diloket 3.
4, | Jangka Waktu 14 (Empat Belas) Hari Kerja
| Penvelesaian

5 | Biaya /Tarifl 0,-
| Produk \ .
G  Peiavmnan Dokumen SIP Terapis Wicara
7. | Penangan 1. Melalui Kotak Saran dan Pengaduan:
Pengaduan, 2. Melalui Telepon/Fax | 0564 - 2042075
SATHN dan | 3. Surat / Email :kpmtskd2014@gmail.com
L | masukarn | 4. Petugas Loket Pengaduan. :

36. Izin Penyelenggaraan Unit Tranfusi Darah (UTD)

No. Komponen Uraian

1. | Dasar Hukum 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 mnmng'
Kesehatan;
2, Peraturan  Menteri  Keschatan  Republik
Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Unit
| | Transfusi Darah, Bank Darah Rumah Sakit,
Dan Jejaring Pelavanan Transfusi Darah
Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 2
Tentang Penyelenggaraan Perizinan Kesehatan!
4. Peraturan Bupati Sekadau Nomor 31Tahun
2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan
Bupati Sekadau Nomor 18 Tahun 2019 tentang
Pendelegasian Kewenangan Penandatanpganan
Penerbitan  Perizinan Dan  Nonpenzinan
kepada Kepala [Mnas Penanaman Modal
Pelavanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga |
Kerja kabupaten Sekadau,

£
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2.

[ ﬁEI‘H}r‘H.I’ﬂl’,HI‘I
| Pelayanan

Surat

Permohonan diatas materai Rp.6.000

ditujukan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga
Kerja Kab. Sekadau dengan Melampirkan :

1,
2.

Fotokopi KTP Penanggungiawab;

Profil UTD, meliputi visi dan misi, lingkup

kegiatan, rencans strategi, dan struktur

organisasi;

Denah lokasi denpgan situasi sekitarnya dan |
denah bangunan yvang diusulkan;

Surat pernyataan bersedia mengikuti program

pemantapan mutu  eksternal  formmutir ﬁ'
Permenkes 83/2014);

Isian formulir self assessment sesuai klasifikasi
UTD yang diinginkan vang meliputi bangunan,
sarana dan prasarand, peralatan, sumber daya
manusia, <an kemampuan pelavananl, (Contoh
formulir 7 sampal dengan formulir 10 Permenkes
83/2014),

Berita Acara Hasil Pemeriksaan Lapangan dari
Tim Penilai Kabupaten Sekadau;

Pakta Integritas tentang kebenaran dan
keabsahan  dokumen yang disampaikan
ditandatangi oleh pimpinan;

Permohonan disampaikan dua rangkap.

Mekanisme dan
Prosedur

—_

q.

Jangka Waktu
| Penvelesaian

LS

L
.

1.

Pengambilan formulir permehonan di loket 1;
Pengajuan berkas permohonan diloket 2 untuk
dilakukan verifikasi;

Apabila berkas permohonan dinvatakan |
lengkap maka dapat ditenma, selanjutnva
diproses dan disampaikan ke Dinas Kesehatan,
PP dan KB Kabupaten Sekadau untuk
diterintkan rekomendasi. Dan jika berkas tidak
lengkap maka akan dikembalikan kepada
pemohon;

Pemrosesan di Fronr Office dapat ditidaklanjuy
setelah mendapat rekomendasi dan Dinas
Kesehatan PP dan KB Kabupaten Sekadau;
Pemrosesan di Back Office;

Penandatangan lzin oleh Kepala Dinas;
Penverahan izin diloket 3.

14 (Empat Belas) Hari Kerja

=1

Biaya [Tarif

| €.

Produk
Pelavanan

Dokumen Sertifikat Izin Unit Tranfusi Darah (UTD) |

Penangan

Pengaduan,

SRTEN
masukan

dan

L.,
-
3.
i

Melalui Kotak Saran dan Pengaduan; ]
Melalui Telepon/Fax : 0564 - 2042075

surat [ Email - kpmiskd 201 4@gmail .com
Petugas Loket Pengaduan.
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37. Izin dan Penyelenggaraan Praktik Akupuntur Terapis

Uraian
s Undmg—UnE!-ang- Nomor 36 Tahun 2009 tentang'

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang
Tenaga Kesshatan;

3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 46 Tahun
2013 tentang Registrasi Tenaga Kesehatan;

‘4, Peraturan  Menteri  Kesehatan  Republik
Indonesia Nomor 34 Tahun 2018 Tentang lzin
Dan Penyelenggaraan Praktik Akupunktur

5. Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 2
Tentang Penyelenggaraan Perizinan Kesehatan;
6. Peraturan Bupati Sekadau Nomor 31Tahun
2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan
Bupati Sekadau Nomor 18 Tahun 2019 tentang
Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan
Penerbitan  Perizinan  Dan Nonperizinan
Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal
Pelayvanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga
Kerja Kabupaten Sekadau,

Baru :

Surat Permohonan diatas materai Rp.6.000

ditujukan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal

dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga

Kerja Kab. Sekadau dengan Melampirkan : '

1. Fotokopi KTP Pemochon;

2. Fotokopi ijazah vang dilegahsasi; '

J. Fotokopi STRAT vang masih berlaku dan
dilegalisasi asli;

4. Surat keterangan ‘sehat dari dokter yang

l memilikd surat izin praktik;

| 5. Surat pernyataan memiliki tempat praktik

| atau surat keterangan dari pimpinan Fasilitas
Pelavanan Kesehatan tempat Akupunktur
Terapis berpraktik;

6. Pas foto terbaru dan berwarna dengan ukuran
4x6 (empat kali enam) cm sebanvak 3 (tiga)

Denah Lokasi Tempat Praktik;
Rekomendasi dari Organisasi Profes;

Pakta Integritas tentang kebenaran dan
keabsahan dokumen yang disampaikan
ditandatang oleh Pemohon.

10. Permohonan disampaikan dua rangkap.

Ko. Komponen
1. | Dasar Hukum
keschatan;
Terapis;
2. | Persvaratan
| Pelavanan
lembar;
i
B,
9.,
3. | Mekanisme dan

Prosedur

1. Pengambilan formulir permohonan di loket 1; |

2. Pengajuan berkas permohonan diloket 2 untuk
dilakukan verifikasi;

3. Apabila  berkas permohonan dinvatakan |
lengkap maka dapat diterima, sslanjutnya
diproses dan disampaikan ke Dinas Kesehatan, i
PP dan KB Kabupaten Sekadau untuk
diterbitkan rekomendasi. Dan jika berkas tidak |
lengkap maka akan dikembalikan kepada
pemohon;
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Jangka Waktu
. Penyelesatan

setelah mendapat rekomendasi dari Dinas
keschatan PP dan KB Kabupaten Sekadau;
. Pemrosesan di Back Office;

3
6. F'r;'rnandam'ngan izin oleh Kepala Dinas;
q,

14 tEmpal: Belas) Hari Kcl]a

Biaya /Tarif

Q.-

Produk
F‘ela;mna.n

l Dokumen SIP Akupunktur Terapis

| F‘rnung&n
| Pengaduan,

. Melalui Kotak Saran dan Pengaduan;
.1 Melalui Telepon /Fax : 0564 — 2042075
3. Surat / Email ‘kpmtskd 201 4gmail com
| 4. Petugas Loket Pengaduan.

38, Izin dan Penyelenggaraan Praktik Tennga Kesehatan Tradisional

Persyaratan
Pelavanan

6. Peraturan Bupati Seckadau Nomor 31Tahun

Jamu B
No. Komponen Uraian
. | Dasar Hukum | 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang |

4. Pemrosesan di Front Office dapat ditidaklanjuti
Keschatan,

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang
Tenaga Kesehatan;

3. Peraturan Menten Kesehatan Nomor 46 Tahun
2013 tentang Registrasi Tenaga Kesehatan;

4. Peraturan  Menteri  Kesehatan  Republik |
Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 Tentang lzin |
Dan  Penyelenggaraan  Praktik  Tenaga |
Kesehatan Tradisional Jamu; |

2. Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 2
Tentang Penyelenggaraan Perizinan Kesehatan; |

I

2019  Tentang Perubahan Atas Peraturan

Bupati Sekadau Nomor 18 Tahun 2019 tentang

Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan

Penerbitan  Perizinan  Dan  Nonperizinan

hepada Kepala Dinas Penanaman Modal |

Pelavanan Terpadu Batu Pintu Dan Tenaga

Kerja Kabupaten Sekadau.

Surat Permohonan diatas materai  Rp.6.000

ditujukan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal

dan Pelayanan Terpedu Satu Pintu dan Tenaga

Kerja kab. Sekadau dengan Melampirkan :

1. Fotokopi KTP Pemohon;

2. Foiokopi jjazah vang dilegalisasi; '

3. Fowkopi STR Tenaga Kesehatan Tradisionial |
Jamu yang masih berlaku dan dilegalisasi |
asli;

4. Surat keterangan sehat dar dokter yang
memiliki surat izin praktik;

5. Surat pernyataan memiliki tempat praktik
atau surat keterangan dari pimpinan Fasilitas
Pelayanan kesehatan  tempat  Tenaga

Kesehatan Tradisional Jamu berpraktik;
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6. Pas foto terbaru dan berwarna dengan ukuran |

4x6 [empat kali enam) cm sebanvak 3 (tiga)
lembar;

7. Denah Lokasi Tempat Prakdk:

8, Rekomendasi dari Organisasi Profesi.

9, Pakta Integritas tentang kebenaran dan
keabsahan dokumen  vang disampaikan
ditandatangl oleh Pemohon;

10. Permohonan dmamp&kan dua rangkap.

3. | Mekanisme dan | 1, Pengambilan formulir permohonan di loket 1,
Prosedur 2. Pengajuan berkas permohonan diloket 2 untuk
dilakukan verifikasi;

3. Apabila berkas permohonan dinyatakan
lengkap maka dapat diterima, selanjutnya
diproses dan disampaikan ke Dinas Kesehatan, |
PP dan KB Kaebupaten Sekadau untuk
diterbitkan rekomendasi. Dan jika berkas tidak
lengkap maka akan dikembalikan kepada
pemohon;

4. Pemrosesan di Front Office dapat ditidaklanjun
setelah mendapat rekomendasi dari Dinas
Kesehatan PP dan KB Kabupaten Sekadau;

5. Pemrosesan di Back Office;

. Ff.nandatangﬂ,n Izin oleh Kepala Dinas;

__| 7. Penyerahan izin diloket 3. o
4. |Jangka Waktu | 14 (Empat Belas) Harl Kerja
. Penvelesaian
5. | Biava /Tarif 0,-
| Produk Bokumen Surat lzm Praktik Tenaga Kesehatan
Pelayanan Tradisional Jamu
7. | Penangan 1. Melalui Kotak Saran dan Pengaduan;
Pengaduan, 2. Melalui Telepon,/Fax : 0564 - 2042075
SATAN dan | 3. Surat / Email :kpmtskd20]4@gmail.com
masukan 4. Petugas Loket Pengaduan,.

39. Izin Radiclogi Diagnostik

! No. Komponen
I, | Dasar Hukum
2: Persvaratan
| Pelayanan

Uralan

1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang
kKesehatan;

2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik
indonesia Nomor 780/Menkes/PER/VII/2008
Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Radinlogi;

3. Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 2
Tentang Penyelenggaraan Perizinan Kesehatan:

4. Peraturan Bupat Sekadau Nomor 31Tahun
2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan
Bupati Sekadau Nomor 18 Tahun 2019 tentang
Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan
Penerbitan  Perizinan Dan  Nonperizinan |
Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal |
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga
Kena Kabupaten Sekadau,

Surat Permohonan diatas materai Rp.6.000

-108-




ditujukan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga
| | Kerja Kab, Sekadau dengan Melampirkan :
| 1. Fotokopi KTP Penanggungjawal;

2. Struktur organisasi instalasi/unit  radiologi
diagnostik;

3. Data ketenagaan di instalasi/unit radiologi
diagnostik;

4. Data denah, ukuran, konstruksi dan proteksi
TUAngAarn;

5. Data peralatan dan spesifikasi teknis radiologi
dhagnostik;

6. Berita acara uji fungsi alat;

7. Surat izin importir alat dan BAPETEN [untuk
alat yang menggunakan radiasi pengion /sinar-
)

8. Berita Acara  Hasil Pemeriksaan dari Tim
Penilai Kabupaten Sekadau;

9. Fakta Integritas tentang kebenaran dan

| keabsahan dokumen yang disampaikan

2. | Mekanisme dan | 1. Pengamh}lan formulir permuhnnan di loket 1;

Prosedur 4. Pengajuan berkas permohonan diloket 2 untuk
dilakukan verifikasi;

3. Apabila berkas permohonan  dinvatakan
lengkap maka dapar diterima, selanjutnyva
diproses dan disampaikan ke Dinas Kesehatan,
FP dan KB Kabupaten Sekadau untuk
dibuatkan Hasil Pemenksaan. Dan jika berkas
tidak lengkap maka akan dilkembalikan kepada

pemohon,; _
4. Pemrosesan di Front Office dapat ditidaklanjut
setelah  mendapat Berita Acara Hasil

Pemeriksaan dari Tim Penilai dari [inas
Kesehatan PP dan KB Kabupaten Sekadau:

5, Pemrosesan di Back Office;

(5] Fcnandamngan [zin oleh Kepala Dinas;

7, Penverahan izin diloket 3.

4. Jangka Waktu | 14 [Empat Belas) Hari I{nqa

. Penyelesaian . e
5. | Biava /Tarif 0,-
Produk . S 3
o Pelayanan Dokumen Sertifikat lzin Radiologi Diagnostik
7. | Penangan 1. Melalui Kotak Saran dan Pengaduan,
Pengaduan, 2. Melalui Telepon /Fax : 0564 - 2042075
SATAN dan | 3. Surat / Email ‘kpmtskd 201 4@gmail com
 masukan 4. Petugas Loket Pengaduan.
VII.SEKTOR PERINDUSTRIAN
1. Izin Usaha Industri {IUT)
- I
No. HKomponen Uraian
.  Dasar Hukum | 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang
Perindustrian;
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g
| Persyvaratan
Pelavanan

' Baru :

Surat Permohonan diatas materai  Rp.6.000
| ditujukan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelavanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga
Kerja Kab. Sekadau dengan Melampirkan ;

S Bk

0 o0

e

13.

. Peraturan. Menteri  Perindustrian  Republik

. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2015 |

tentang lzin Usaha Industr;

Peraturan Pemerintah  Republik  Indonesia
Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan
Perizinan  Berusaha Terintegrasi Secara

Elektronik;
Peraturan  Menteri Perindustrian  Republik
Indonesia  Nomor 64 /H-Ind /Per/7 /2016

Tentang Besaran .Jumlah Tenaga Kerja Dan
Nilai Investasi Untuk Klasifikasi Usaha;
Peraturan Menteri Perindustrian  Republik
Indonesia Nomor 38 Tahun 2018 Tentang
Alkun Sistem Informasi Industri Nasional;

. Peraturan Menteri  Perindustrian  Republik

Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Tata

Cara Penvampaian Data Industri, Data

Kawasan Industni, Data Lain, Informasi
Indusin dan Informasi Lain Melalui Sistem
Informasi Industri Nasional:

[ndonesia Nomor 15 Tahun 2019 Tentang
Penerbitan |zin K Usaha Industri dan lzin
Perluasan dalam kerangka Pelayanan Perizinan
Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;

Peraturan Bupati Sekadau Nomor 31 Tahun
20019 Tentang Perubahan Atas Peraturan
Bupat Sekadau Nomor 18 Tahun 2019 tentang
Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan
Penerbitan  Perizinan  Dan  Nonperizinan
Kepada Kepala Dinas Penanaman Maodal
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga
Kerja Kabupaten Sekadau.

Fotokopl KTP Pimpinan Perusahaan: |
Nomor Induk Herusaha (NIB);

Memiliki Akun S[INas;

Surat Keterangan dari Direktur Jenderal
Pemhinaan Kawasan Industr;

Notifikasi penvampaikan data industn.

Izin Lokasi yang berlaku efeltif;

Sertifikat Laik Hygiene Pangan (untuk industri
Makanan dan Minuman};

lzin Lingkungan yang berlaku efelktif;

Fotokopr  Surat Ketetapan Pajak D-&e:mh
(SKPD) tahun terakhir:

. Melampirkan kommitmen penr:]a.ftaran

kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan  atau
Fotokop bulkti pembavaran BPJS
Ketenagakerjaan,

Mengmsi Formulir Pendaftaran Badan Usaha
/Badan Hukum Lainnya Pekerja Penerima
Upah BPJS Kesehatan; .
Pakta Integritas tentang kebenaran dan |
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12,

~ keabsahan dokumen vang disampaikan

ditandatang oleh pimpinan / pemililk
perusahaan, '

Persyaratan lain berdasarkan lokas: kegiatan
industri dan jenis industri dalam kelompolk
KBLL 5 (lima] digit sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan; |

Perubahan :

g |

@ =3 2w

10,

11

Fowkopi KTP Pimpinan Perusahaan;

Momor Induk Berusaha vang diterbitkan
melalul O85;

Data Perubahan;

Surat Keferangan dand Direktur Jenderal
Pembinaan Kawasan Industri;

Notifikasi penvampaikan data industri.

lzin Lokasi vang berlaku efektifl;

lmin Lingkungan yang berlaku efektif;
Notifikasi permohonan pemeriksaan
inpangan melalui S[INas;

Sertifikat  Laik Hygiene Pangan (untuk
industri Makanan dan Minumanj;

Pakta Integritas tentang kebenaran dan
keabsahan dokumen vang disampaikan
ditandatangi oleh pimpinarn / pemililk
perusahaan.

Persyaratan lain berdasarkan lokasi kegiatan
mdustri dan jenis industri dalam kelompok
KRBLI 5 (lima) digit sesuai dengan ketentuan

Mekanigme dan
Prosedur

Baru :

fy
2.

3.

10,

1.

Pemohon  Melakukan Pendaftaran di 088
|oss, go.id];

Pemohen Melakukan Permohonan Berusaha
Melalui OSS;

Pemohon Mendapatkan NIB |, dan Perisinan
Berusaha melalui 035; |
Pemohon Mengajukan Akun SHNas melalui :
https./ / stinas kemenperin.go.id. '
Pemohon  mengajukan Permohonan  Surat
Keterangian melalui SiiNas: |
Pemohon menyampaikan data industn melalui |
SllNas;

Setelah pembangunan sarana dan prasana
selesai dilaksanakan dan persvaratan point |
s/d 7 terpenuhi pemochon menpajukan
pemeriksaaan lapangan melalui SIiNas;
Setelah mendapat notifikasi dari SIliNas  Tim
Teknis Perizinan dan  Non  Perizinan
Kabupaten Sekadau Melakukan Pemeriksaaan
lapangan ke tempat Lokasi Usaha. Dan akan
dibuat berita acara pemeriksaan; _
DPMPTSPTK Kabupaten Sekadau |
mengunggah . BAP dan buktd pendukung
melalul SHiNas;

Pemohon melakukan Pemenuhan Komitmen
pada DPFMPTSPTK Kabupaten Sekadau;
DPFMPTSPTK Melakuksn Verifikasi Kesesuaian
Komitmeh dengan Peraturan Perundarg-
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1.

12

14

Undangan;

DPMPTSPTR Rabupaten Sekadau Memberikan |

Persetujuan Pemenuhan Komitmen atail

gens?lﬂkan Komitmen tidak Terpenuhi Melalui
S H

Pemohon Meénerima Notifikasi Pemenuhan
Komitmen dan OS5,

Perubahan :

Pemohon mengajukan Perubahan U] melalu
SliNas.

| 2. Pemohon mengajukan Permohonan Surar
keterangan melalui SliNas,
3. menhun menyampaikan data industri melalui |
SlNas:,
| 4. Femohon mengajukan pemeriksagan lapangan
melalui SHNas;
5. Setelah mendapai notifikasi dard SlINas Tim
Teknis Perizinan dan  Non  Perizinan
, Kabupaten Sekadau Melakukan Pemeriksaaan
' lapangan ke tempat Lokasi Usaha. Dan akan
dibuat berita acara pemeriksaan;
6. DPMPTSPTK Kabupaten Sekadau
. | mengunggah BAP dan bukti pendukung
melalui SiiNas;
| 7. Pemohon melakukan Pemenuhan Komitmen
pada DPMPTSPTK Kabupaten Sekadau:
| I B. DPMPTSPTK Melakukan Verifikasi Kesesuaian
. | Komitmen dengan Peraturan Perundang-
| Undangan;
‘ 9. DPMPTSPTK Kabupaten Sekadau Memberikan
| ' Persetujuan  Pemenuhan Komitmen atau
. Penolakan Komitmen tidak Terpenuhi Melalui
| Q5S;
10. Pemohon Menerima  Notifikasi  Pemenuhan
| —— _ Komitmen dari 0SS, '
4, | Jangka Waktu | 5 Hari Kerja
Penyelesaian | .
5. | Biava /Tanf 0,- B
6. E}};‘;a“ Bokumen Tzin Usaha Industri
7 Penangan 1. Melalui Kotak Saran dan Pengaduan;
Pengaduan, 2. Melalui Telepon /Fax : 0564 — 2042075
saran dan | 3. Surat | Email :kpmiskd20 14@gmail.com
, | masukan | 4. Petugas Loket Pengaduan.
2. lzin Usaha Kawasan Industri
| No, Homponen Uraian |

=

" Dasar Hukum

[

=112-

Terintegrasi

1. Unda.ng—Undang Nomer 3 Tahun 2014 l:ent.ang;.
Perindustran;

. Peraturan Pemerintah Nomor 142 Tahun 2015 |
tentang Kawasan Industri;

3. Peraturan Pemerintah Republik

Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan |

Periginan __ Berusaha

Indonesia |

Secara |



=

o

| Persyaratan

Pelavanan

= W@ SSTED B

=

Elektronik:

- Peraturan Menternn  Perindustrian  Republik

Indonesia Nomor 39/ M-IND/PER/G6f2016
Tentang Tata Cara Pemberian lzin Kawasan
Industn dan lzin Perluasan Kawasan Industri;
Peraturan Menten Perindustrian  Republik
Indonesia Nomor 38 Tahun 2018 Tentang
Akun Sistem Informasi Industr Nasional;
Peraturan Menteri  Perindustrian  Republik
Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Tata
Cara Penyampaian Data Industr, Data
Kawasan Industri, Data Lain, Informasi
Industri dan Informasi Lain Melalui Sistem
[nformasi Industri Nasional;

. Peraturan Bupati Sekadau Nomor 31 Tahun

2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan

Bupati Sekadau Nomor 18 Tahun 2019 tentang

Pendeélegasian  Kewenangan Penandatanganan
Penerbitan  Perizinan Dan  Nonperizinan
Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga
Kerja Kabupaten Sekadau,

e p—
b ==

,_,.
w

| Surat  Permohonan diatas materai  Rp.6.000
ditujukan kepada Kepala Dinas Penanaman Madal
dan Pelavanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga
Kerja Kab. Sekadau dengan Melampirkan :

Fotokopi KTP Pimpinan Perusahaan;

Nomor Induk Berusaha yang - diterbitkan
melalui 0SS,

Memiliki Akun SliNas; |
Notifikasi penyampaikan data industri,

lzin Lokasi yang berlaku efektif;

lzin Lingkungan yang berlaku efektif;

Notifikasi permohonan pemeriksaan lapangan
melalui SHiNas;

Fotokopy  Surat Persetujuan ANDALALIN
Kawasan Industm;

Rekomendasi Direktur Jenderal
Pengembangan Perwilavahan Industri;
Fotocopy Rencana Tapak (Site Plan) vang
sudah disahkan oleh instansi berwenang;
Laporan  data  Kawasan Industri;
Fotokopi Surat Pelepasan Hak atau
sertifikat atas tanah yang telah
dikuasai dan siap digunakan;

Fotokopi dokumen Tata Tertib Kawasan
Industn festate regulation) vang sesuai dengan
Pedoman Teknis Pembangunan Kawasan
industri;

Susunan pengurus pengelola Kawasan
industri. Fotokopi Surat Ketetapan Pajak
Daerah (SKPD) mhun terakhir;

Melampirkan Fotokopi  buku pembm;.-amnl
BPIS Ketenagakerjsan,

Mengisi Formulir Pendaftaran Badan Usﬂha
/Badan Hukum Lamnva Pekerja Penerima
Upah BPJS Kesehatan;
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17. Pakta Integritas tentang kebenaran dan
keabsahan dokumen vang disampaikan
ditandatang oleh pimpinan [ pemililk

|
|
|
I
|

perusahaan.
3. | Mekanisme dan | 1. Pemohon Melakukan Pendaftaran di GEE|
Prosedur [oss. go.id);
2. VPemohon Melakukan Permohonan Berusaha
Melalui OS8S5;

3. Pemohon Mendapatkan NIB , dan Perizinan
Berusaha melalu ©8S;

4. Pemochon Mengajukan Akun SliNas melalui
htips:// siinas kemenperin go, id.

5. Pemohon menvampaikan data industri melalui
SliNas,

6. Pemohon mengajukan pemenksaaan lapangan
melalui SlINas;

7. Setelah mendapat notifikasi dari SliNas  Tim
Teknis Perizinan dan Neon  Perizinan
Kabupaten Sekadau Melakukan Pemeriksaaan
lapangan ke tempat Lokasi Usaba. Dan akan
dibual berita acara pemeriksaan;

8. DPMPTSPTK Kabupaten Sekadau
mengunggah  BAP  dan  bukd mndukung'
melalul SlTNas:;

9, Pemohon melakukan Pemenuhan Komitmen
pada DPMPTSPTK Kabupaten Sekadau;

10. DPMPTSPTK Melakukan Verifikasi Kesesuaian
Komitmen dengan Peraturan Perundang-
Undangan,

11. DPMPTSPTK Kabupaten Sekadau Memberikan
Persetujuan Pemenuhan Komitmen atau
Penolakan Komitmen tidak Terpenuhi Melalui
08s;

12. Pemohon Menerima  Notifikasi Pemenuhan

 Komitmen dari 0S5,

i 1o — -

| =

4, |Jangka Waktu |5 Hari Kera
| Penyelesaian
5. | Biava /Tarif a,-
| ?;?:;‘_;inn Dokumen [zin Usaha Kawasan Industri
7. | Penangan | 1. Melalui Kotak Saran dan Pengaduan;
Pengaduan, 2. Melalui Telepon/Fax : 0564 - 2042075
SETAT dan | 3. Surat / Email ‘kpmtskd2014@gmail.com
masukan | 4. Petugas Loket Pengaduan.

Ein Pnrlumu 'l'.Ilnhn Industri

No. Komponen

Uraian

| Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang
Perindustrian;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2015
tentang lzin Usaha Industri;

3. Peraturan  Pemerintalh  Republik  Indonesia
Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelavanan
Perizinan  Berusaha  Terintegrasi  Secara
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Elekironik;

4. Peraturan Menteri Perindustrian  Republik
Indonesia Nomor 64/ H-Ind /Per /T /2016
Tentang Besaran Jumlah Tenaga Kerja Dan
Nilai Investasi Untuk Klasifikasi Usaha;

3. Peraturan Menteri  Penndusirian  Republik
indonesia Nomor 38 Tahun 2018 Tentang
Akun Sistem Informasi Industri Nasional;

6. Peraturan Menterd Perindustrian  Republik
Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Tata |
Cara Penyampaian Data Indusiri, Data |
Rawasan Industri, Data Lain, Informasi
Industn dan Informasi Lain Melalui Sistem
Informasi Industri Nasional; |

7. Peraturan Menteri  Perindustrian Repuh]ik|
Indonesia Nomeor 15  Tahun 2019 Tentang
Penerbitan lzin Usaha Industri dan Jzin

. Periuasan dalam kerangka Pelavanan Perizinan

| Berusaha Terintegrasi Secara Elektrorniik,

8. Peraturan Bupati Sekadau Nomor 31 Tahun
20019 Tentang Perubahan Atas Peraturan
Bupati Sekadau Nomor 18 Tahun 2019 tentang
Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan
Penerbitan  Perizinan Dan  Nonperizinan
Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal
Felayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga
Kerja Kabupaten Sekadau, '

2 i Persyaratan
Pelavanan

Prosedur

-

| 3. Mekanisme dan |

| Surat  Permohonan diatas materai Rp.6.000

ditujukan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal

dan Pelayanan Terpadu Satu Pinta dan Tenaga

- Kerja Kab. Sekadau dengan Melampirkan :

1. Forokopi KTP Pimpinan Perusahaan;

2, Nomor Induk  Berusaha vang diterbitkan
melalui OSS:;

3, Izin Usaha Industri;

4. Notifikasi Penvampaian Data Industri melalui
SliNas;

5. Notifikasi permohonan pemeriksaan lapangan
melalui SliNas;

6. Fotokopi Surat Ketetapan Pajak Daerah
(SKPD)} tahun terakhir

7. Bukti Pembayaran luran BPRJIS
Ketenagakerjaan;

8. Mengisi Formulir Pendaftaran Badan Usaha |
/Badan Hukum Lamnva Pekerja Penerima
Upah BPJS Kesehatan; '

9. Pakta Integritas tentang kebenaran dan
keabsahan dokumen yang disampaikan

| ditandatangi oleh pimpinan/permlilk |

| perusahaan, o R

1. Pemohon Melakukan Pendaftaran di QS8 |
(0ss.g0.id); |
Pemohon  Melakukan Permohonan Berusaha |
Melalui OS5

Pemohon Mendapatkan NIB |, dan Perizinan
Berusaha melalui OS5

- e ow
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| Jangka Waktu

g/ stiinas. Kemenperin.go.id. =

3. Pemohon mengajukan Permohonan Surat
Keterangan melalui S1iNas;

6,  Pemohon menvampaikan data industri melalui
SliNas:;

7. Setelah pembangunan sarana dan prasana
selesal dilaksanakan dan persvaratan point |
sfd 7 ‘terpenuhi pemohon mengajukan
pemeriksaaan lapangan melalul SliNas;

8. Setelah mendapat notifikasi dari SliNas Tim
Teknis Perizinan dan  Non  Perizinan

: Kabupaten Sekadau Melakukan Pemeriksaaan
lapangan ke tempat Lokasi Usaha. Dan akan
dibuat berita acara pemeriksaan;

9. DPFMPTSPTK Kabupaten Sekadau
mengunggah BAP dan bukti pendukung
melalui Sl1Nas;

10. Pemohon melakukan Pemenuhan Komitmen
pada DPMPTSPTK Kabupatén Sekadau;

1. DPMPTSPTK Melakukan Verifikasi Kesesuaian
Komitmen dengan Peraturan Perundang-
Undangan;

12, DPMPTSPTK Kabupaien Sekadau Memberikan |
Persetujuan Pemenuhan Komitmen atau |
Penolakan Komitmen tidak Terpenuhi Melalui
O585;

| 13, Pemohon Menérima Notifikasi Pemenuhan

Komitmen dari OSS.

5 Hari Kerja

0,

e  Penyelesaian

5. | Biaya /Tarif

& Produk

© | Pelavanan

7. | Penangan
Pengaduan,
SHIAT dan
masukan

| 1. Melalui Kotak Saran dan Pengaduan,

Dokumen lzin Perluasan Usaha Industn

2. Melalui Telepon /Fax ; 0564 - 2042075
3. Surat / Email :kpmtskd2014@gmail.com
4. Petugas Loket Pengaduan.

VIIl. SEKTOR PERDAGANGAN

1. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)

No.

Komponen

EE

Dasar Hukum

Uraian

| 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang |

Perdagangan;

(4. Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia |
Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelavanan
Perizinan  Berusaha  Terintegrasi  Secara .
Elektronik;

3. Peraturan Menteri  Perdagangan Hz-puhhlcl
indonesia No.77 tahun 2018 Tentang |
pelayanan FPerizinan berusaha Terintergrasi |
| Secara Elektronik Sektor Perdagangan;
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4. Peraturan Bupati Sekadau Nomor 31 Tahun
2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan
Bupan Sekadau Nomor 18 Tahun 2019 tentang
Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan
Penerbitan  Perizinan  Dan  Nonperizinan
kKepada Kepala Dinas Peaanaman  Modal
Pelavanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga
kerja Kabupaten Sekadau. —

| Peravaratan
Pelayvanan

Surat Permohonan diatas materai Rp.6.000
ditujukan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Felavanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga
Kerja Kab. Sekadau dengan Melampirkan |

A. SIUP Umum ;

. Fotokopi KTP Pimpinan Perusahaan /Pernilik;
2. Nomor Induk Berusaha ([NIB diterbitkan

melalul OSS);

—_—

3. Izin Lokasi dari OSS dan berlaku efektf

4. lzin Mendirikan Bangunan (IMB] Jika
diperiukan; '
SPPL;

BN

Fotokopi  Surat Ketetapan Pajak Daerah

(SKPD) tahun terakhir;

Melampirkan komitmen pendaftaran

kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan  atau

Fotokopi bukt pembayaran BRJS

Ketenagakerjaan;

B. Mengisi Formulir Pendaftaran Badan Usaha
/Badan Hukum Lainnya Pekerja Penerima

- Upah BPJS Kesehatan;

9. Pakta Integritas tentang kebenaran dan

keabisahan dokumen vang disampaikan

ditandatangi oleh pimpinan/pemililk

perusahaan.

-

' B. Toko Swalayan yang berdiri Sendiri :
Fotokopi KTP Pimpinan Perusahaan;
Nomor Induk Rerusaha (NIB diterbitkan
melalui OS5)

lzin Lokas:;

Izin lingkungan;

izin Mendirikan Bangunan (IMB);

Rencana Kemitraan dengan Usaha Mikro

dan Usaha Kecil,

Memiliki hasil analisa kondisi sosial

ekonomi masyarakat (dikecualikan untuk

Mini market),;

Rekomendasi dari INstansi yang

berwenang;

9. Fowhkop Surat Ketetapan Pajak Daerah
(SKPD) ahun terakhir;

10. Bukti Pembavaran luran BPRJS
Ketenagakerjaan:

11. Mengisi Formulir Pendaftaran Badan
Usaha (Badan Hukum Lainnya Pekerja
Penerima Upah BPJS Kesehatan; |

12. Pekia Integritas tentang kehenaran dan|
keabsahan dokumen vang disampaikan |
ditandatangi oleh  pimpinan/pemililk
perusahaan.

¥ o RW K

L

— = —F
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=

" Mekanisme dan
Prosedur

C. Toko Swalayan yang terintegrasi dengan

Pusat Perbelanjaan atau bangunan / kawasan

lain :

1. Memiliki hasil analisa kondisi  sosial
ekonomi masvarakat (dikecualikan untuk
mini market);

. Rekomendasi dari Instansi yang berwenang;

. Melampirkan Izin Usaha Pusat Perbelanjaan
atau lan Bangunan/Kawasan lain tempat
berdirinya Toko Swalayan;

4. Memiliki rencana Kemitraan dengan Usaha
Mikro dan Usaha kecil; Fotokopi Surat
Ketetapan Pajak Daerah  (SKPD) tahun
terakhir;

5. Bukt Pemhavaran luramn BPJS
Ketenagakerjaan;

B, Mengisi Formulir Pendaftaran Badan Usaha

/Badan Hukum Lainnva Pekerfa Penerima

Upah BPJS Kesehatan:

Pakia Integritas tentang kebenaran dan

keabsahan dokumen yang disampaikan

ditandatangi oleh pimpinan / pemililk
perusahaan.

Usaha Pusat Perbelanjaan (IUPP)

[

=4

1. Fotokopi KTP Pimpinan Perusahaar;

2. Nomor Induk Berussha (NIB diterbitkan
melalui OS5)

3. Izin Lokasi:

. fzn hnpgkungan;

9. lzin Mendirikan Bangunan [IMB};

B, Rencana Kemitraan dengan Usaha Mikro
dan Usaha Kecil;

7. Memilikt hasil analisa Kondisi sosial

ekonomi masvarakat;

2. Rekomendasi dari instansi vang berwenang;
Bulkti Pembayvaran luran BRJS
Ketenagakeraan;

9. Mengisi Formulir Pendafraran Badan Usaha
/Badan Hukum Lainnva Pekenja Penerima
Upah BPJS Kesehatan,

10, Pakta Integritas tentang kebenaran dan
keabsahan dokumen vang disampaikan
ditandatangi aleh pimpinan pemililk

____perusahaan,

Baru :

1.
2,

L8

Pernohon Melakukan Pendaftaran di 088
(oss g, wd);

Pemohon Melakukan Permohonan Berusaha
Melalui O5S;

Pemohon Mendapatkan NIB , dan Perizinan
Berusaha melalu 0SS

Pemohon melakukan Pemenuhan Komitmen
pada DPMPTSPTK Kabupaten Sekadau;

Apabila  berkas permohonan dinyatakan
lengkap maka dapat diterima, selanjutnya
diproses dan disampaikan ke Dinas KUKM dan
Perdagangan Kabupaten Sekadau untuk

S e e




u

diterbitkan rekomendasi. Dan jika berkas tidak
lengkap maka akan dikembalikan kepada
pemohon, '

DPMPTSPTK Melakukan Verifikasl Kesesuaian

Komitmen dengan Peraturan Perundang-
Undangan;

. DPMPTSPTK Kabupaten Sekadau Memberikan

Persetwjuan  Pemenuhan Komitmen  atau
Penolakan Komitmen tidak Terpenuhi Melalui
(55;

Pemohon  Menerima  Notifikasi  Pemenuhan
kKomitmen dar O35,

; Jangka Waktu
Penyelesaian

3 Han H.mja

Biava /Tarif

0.

Produk
Pelay Aanar

PﬂT‘IH ngan

| Pengaduan,
SAran
masukan

dan

Dokumen Surat lzin Usaha Perdagangan (SIUP)

2
3.

. Melalui Kotak Saran dan Pengaduan;

Melalui Telepon/Fax : 0564 - 2042075
Surat / Email :kpmtskd201 4¢gmail.com

No.
L

R

_ | 4. Petugas Loket Pengaduan,
Surat den Pendaftaran Waralaba IETF‘I']

Komponen

Uraian

Pasar Hukum

. Peraturan Pemerintah  Republik

. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang

Perdagangan;

Indonesia
Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelavanan
Perizinan  Berusaha  Terintegrasi Secara
Elektronik;

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53/M-
DAG/PER/B/2012 tentang Penvelenggaraan
Waralaba;

Peraturan  Mentenn  Perdagangan  Republik
Indonesia- Nomor a7 fM-Dag/Per/9/2014
Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Perdagangan Momor  53/M-Dag/Per/8/2012
Tentang Penvelenggaraan Waralaba;

Peraturan  Menteri Perdagangan  Republik
Indonesia  No.77 tahun 2018  Tentang
pelayanan Perizinan  berusaha Terintergrasi
decara Elektronik Sekior Perdagangan;
Peraturan. Bupati Sekadau Nomor 31 Tahun
2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan
Bupati Sekadau Nomor 18 Tahun 2019 tentang
Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan
Penerbitan  Perizinan Dan  Nonperizinan
kepada HKepala [Dinas  Penanaman Modal
Pelavanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga
Kerja Kabupaten Sekadau,

. PeFﬂj'nrﬂ.tﬂn

Pelayanan

Surat

Pérmohonan  diatas mmcrm Rp.6.000 |

ditujukan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga

Kerja Kab. Sekadau dengan Melampirkan !
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3

Mekanisme dan

Prosedur

| A. Permohonan Baru STPW Penerima Waralaba

G

=

a. Folokopi KTP Pemilik/Penanggungiawab
Perusahaan;
bh. Nomor Induk Berusaha (NIB diterbitkan
melalui OS55)
c. FotoRopi Izin Usaha;
o Fotokopl Prospektus Penawaran Waralaba
dar Pemberi Waralaba;
Fotokopi Perjanjian Waralaba;
Forokopl STPW Pemberi Waralaba;
Fotokopi Tanda Bukt Pendaftaran HKI;
- Komposisi penggunaan tenaga kerja;
Komposisi  barang/bahan  baku  yang
diwaralabakan,

2~ R )

. Permobonan Baru STPW Penerima

Waralaba Lanjutan

a, Fotokopi  KTF Pemilik/Penangeungjawab
Perusahaan;

b, Nomor Induk Berusaha (NIB diterbitkan
melalal O588):

c. Fotokopi lzin Usaha;

d. Fotokopi  Prospektus Penawaran
Waralaba darn  Pemberi  Waralaba
Lanjutan;

e. Fotokop Perjanjian Waralaba;

I, Fotokopi STPW Pemberi Waralaba
Lanjutan;

g. Fotokopi Tanda Bukti Pendaftaran HKI;

h. Komposisi penggunaan tenaga kerja;

1. Komposisi barang/bahan haku yang
diwaralabakan.

- Permohonan Perpanjangan STPW

a. Asli Surat Tanda Pendaftaran Waralaba
(STPW]; dan

L. Dokumen-dekumen lainniva  apabila
mengalami  perubahan data dari dokumen
vang disampaikan 5 tahun sebelumnva.

¢. Laporan penggunaan produk dalam negen.

. Pemohon Melakukan Pendaftaran di 0O8% |

joss_go.id),

Pemohon Melakukan Permohonan Berusaha
Melalui OS8;

Pemohon Mendapatkan NIB . dan Perizinan
Berusalya melalu O85;

. Pemahon melakukan Pemenuhan Komitmen

pada BPMPTSPTK Kabupaten Sekadau:
Apabile berkas permohonan dinyatakan
lengkap maka dapat diterima, selanjutnva
diproses dan disampaikan ke Dinas KUKM dan
Perdagangsan Kabupaten Sekadau untuk
diterbitkan rekomendasi. Dan jika berkas tidak
lengkap maka akan dikembalikan kepada
pemohon;

LDPMPTSPTK Melakukan Verifikasi Kesesuaian
Komitmen dengan Peraturan Perundang-
Undangan;

. OPMPTSFTK Kabupaten Sekadau Memberikan

Persetujuan  Pemenuhan Komitmen  atau
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Penolakan Komitmen tidak Terpenuhi Melalui |
O&S;
8. Pemohon Menerima
Komitmen dari 0SS,
5 Hari Kerja

Notifikasi Pemenuhan

-

Dokumen Surat Tanda Pendaflaran Waralaba l
(STPW)

| 4, |Jangka Waktu

| Penyelesaian

| 3. | Biava fTarif

| Produk

6.  Pelayvanan

e f:'é_-n_ -
Pengaduan,
saran dan
masukan

B

Melalui Kotak Saran dan Pengaduan;
Melalui Telepon/Fax ; 0564 — 2042075

. ‘Surat / Email ‘kpmtskd 201 4Ggmail com
Petugas Loket Pengaduan.

3. Tanda Daftar Gudang

[
| No.

Komponen

1. Dasar Hukum

2. i‘!l"ﬂ-}'&r&t_ﬂl’!
Pelayanan

Urajan

I. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tﬂﬂtﬂng"
Perdagangan;

2. Peraturan Pemerintah Republik  Indonesia
Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan
Perizindn ~ Berusaha  Terintegrasi Secara
Elektronik;

3. Peraturan  Menteri Perdagangan Republik
Indonesia No.77  tahun 2018  Tentang

pelavanan  Perizinan berusaha Terintergrasi
Secara Elektronik Sektor Perdagangan,

4. Peraturan Bupati Sekadau Nomor 31 Tahun
2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan
Bupati Sekadau Nomor 18 Tahun 2019 tentang
Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan
Penerbitan  Perizinan Dan  Nonperizigan
Kepada HKepala Dinas. Penanaman Modal
Pelavanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga
Kerja Kabupaten Sekadau.

Surat  Permchonan diatas materai  Rp.6.000

ditujukan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga
Kerja Kab. Sekadau dengan Melampirkan :

. Fofokopi Kartu Identitas Penanggung Jawalbs;

2. Nomor Induk Berusaha (NIB diterbitkan
melalui OSS):

3. lzin Mendirikan Bangunan (IMB);

4. Sertifikat layak fungsi (SLF),

5 Melampirkan komitmen pendafiaran
kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan  atau |
Fotokopi bukti pembayaran BPJS
Ketenagakerjaan, |

6. Mengisi Formulir Pendaftaran Badan Usaha |

/Badan Hukum Lainnya Pekerja Penerima
Upah BPJS Kesehatan;

' 7. Pakta Integritas tentang kebenaran dan
keabsghan dokumen vang disampaikan
ditandatang oleh pimpinan / pemilillk
_perusahaan,




3. | Mekanisme dan 1. Pemohon Melakukan Pendaftaran di 0SS |
Prosedur | loss.goid),
' 2. Pemohon  Melakukan Permohonan Berusaha
| Melalui O85;
3. Pemohon Mendapatkan NIB , dan Perizinan
, Berusaha metalui O8S;

4. Pemohon melakukan Pemenuhan Komitmen
pada DPMPTSPTK Kabupaten Sekadau;

2. Apabila berkas permohonan dinyatakan

' lengkap maka dapat diterima, selanjutnya
diproses dan disampaikan ke Dinas KUKM dan
Perdagangan Kabupaten Sekadau untuk
diterbitkan rekomendasi. Dan jika berkas tidak
lengkap maka akan dikembalikan kepada
pemohon;

6. DPMPTSPTK Melakukan Verifikasi Kesesuaian
homitmen  dengan Peraturan  Perundang-
Undangan;

7. DPMPTSPTK Kabupaten Sekadau Memberikan
Persetujuan  Pemenuhan  Komitmen  atau
Penolakan Komitmen tidak Terpenuhi Melalui
055;

8, Pemohon Menenma Notfikasi Pemenuhan
Komitmen dar 0SS

4. | Jangka Waktu |5 Har Kerja

Penvelesaian

3, | Baya /Tanf 0;-

| Produk
6. Pelavanan D-:ﬁ_rumnn T@da Daftar Gudang
7. | Penangan 1. Melalui Kotak Saran dan Pengaduan;
| Pengatiuan, 2. Melalui Telepon /Fax : 0564 - 2042075
SHran dan | 3. Surat / Email kpmiskd2014aegmail.com
L masukan 4. Petugas Loket Pengaduan,

4. Izin Usaha Pasar Tradisional (IUPPT)

Ho. Eomponen Uraian

1. | Dasar Hukum 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982
tentang Wajnb Daftar Perusahaan;

2. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/ M-
DAG/PER/12/2013 tentang Pedoman
Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional,
Pusat Perbelanjaan dan Toke Modern;

3. Peraturan Bupati Sekadau Nomor 31 Tahun
2019 Tentang Perubahan Aras Peraturan
Bupati Sekadau Nomor 14 Tahun 2018
tentang Pendelegasian Kewenangan
Penandatangan Penerbitan Periminan Dan
Non  Perizinan  Kepada Kepala Dinas |

| Penanaman Medal, Pelayanan Terpadu Satu |

L Pintu Dan Tenage Kerja Kabupaten Sekadau; |

4. | Persyaratan A. IUPPT E

| Pelavanan !Men'gisi formulir  permohonan  izin @ vang

_ bermaterai Rp. 6.000- dilengkapi dengan
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persyaratan .

1. Fotocapy KTP Pimpinan/ Penanggunpgjawab;

. 2. Hasil analisa kondisi sosial ekonomi
masyarakal serta rekomendasi dari instasi

vang berwenang:
3. Fotokopi surat izin lokasi dari instansi vang
berwenang;
4. Fotokopi Surat lzin Mendirikan E&ng1.1na.n|
| (IMB);

2. Fotokopt akta pendirian dan |/ atau
perubahan perusahaan dan pengesshannva
bagi perusahaan wvang berbadan hukum
Perseroan Terbatas atau Koperasi;

6. Fotokopi KTP penanggungiawab;

7. Pakta Integritas tentang kebenaran dan
keabsahan dokumen yang disampaikan
ditandatang oleh pimpinan /pemililk
perusahasan.

B. IUPPT yang terintegrasi dengan pusat

B ka
Mengisi formulir permohonan izin yang
bermaterai Rp. 6.000,- dilengkapi dengan
persvaratan: |

' I. Hasil -analisa kondisi sosial ekonomd

| masyarakat serta rekomendasi dari instasi
vang berwenang;

2. Fotokopi TUPP Pusat Perbelanjaan  atau
bangunan lainnva tempat berdirinva Pasar
Tradisional atau Toko Modern;

| 3. Fotokopt akta pendinan dan [/ atau

perubahan perusahaan dan pengesahannva
bagi perusaliman yang berbadan hukum
Perseroan Terbatas atau Koperasi;

4. Rencana Kemitraan dengan usaha mikro dan
usaha kecil untuk pusat perbelanjaan atay
toke modern;

2. Fotokopi KTP penanggungjawab;

6. Surat kuasa bermateral Rp. 6.000,.- dilampin
KTP' pihak vang diberi kuasa (apabila
penyampaian permohenan tidak dilakukan
sendiri aleh pemohon}; S

3. | Mekanisme dan 1. Pengambilan formulir  dan informasi |
Prosedur ~ permohonan di loket front office (FO);
2. Pengajuan  berkaz  permohonan  untuk
| dilakukan verifikasi di loket front office (FO):

3. Apabila berkas permohonan dinvatakan

lengkap maka dapat diterima dan diberi nomor |

pendaftaran serta dilakukan pencatatan, jika
berkas tidak lengkap akan dikembalikan
kepada pemohon oleh petugas front office (FO):

. Berkas yang telah diverifikasi oleh front office
dilanjutkan pemrosesannva oleh petugas Back
Cffice (BO):

5. Dilakukan peninjauan lapangan aleh
DPMPTSPTK bersama dengan Tim  Teknis
untuk menentukan memenuhi syarat atay |
tidaknya usaha/kegiatan untuk dikeluarkan |

| izin dan dibuatkan BAP Tim Teknis vang
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diketahui atasan langsung Tim Teknis | i
| apabila diperlukan |;

6. Berdasarkan ‘BAP Teknis, jika permiohonan
disetujui maka perizinan  diproses.  Jika
permohonan ditolak maka disiapkan surat
pengembalian dokumen kepada pemohbon. Jika
permohonan  disetujui denpgan syarat maka
disampaikan sural kepada pemohon untuk

I segera memenuhi syarat vang ditentukan agar

| | proses perizinan dapat dilanjutkan;

| 7. Permohonan perizinan yvang telah disetujui
| untuk dapat diterbitkan dilanjutkan prosesnya
| dan dilakukan p-rﬁf:etakﬂn sertifikat izin;

5. Penyerahan sertifikat izin oleh petugas Front
Office (FO).

3. i-.Ii;n'tgl':-ra. Waktu | 5 Hari Kerja
Periyelesaian
5. | Biaya fTarif Q.-
|8 ::’E‘J’;vi‘]‘_m Sertifikat 1zin Usaha Pasar Tradisional (1UPPT)
7. | Penangan I. Melalui Kotak Saran dan Pengaduan;
| Pengaduan, 2. Melalui Telepon /Fax : 0564 — 2042075
saran dan | 3. Surat / Email ‘kpmtskd2014@email.com
| masukan 4. Petugas Loket Pengaduan. :
IX. SEKTOR PERHUBUNGAN

1. Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang

1,

| Dasar Hukum

2, ‘ Fersyaratan

Komponen

Uraian I

. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang

Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Peraturan  Pemernntah Republik  Indonesia |
Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelavanan
Perizinan  Berusaha  Terintegrasi Secara
Elektronik;

. Peraturan  Menteri  Perhubungan Republik |

Indonesia Nomor Pm 45 Tahun 2019 Tentang |
Perubahan Atas Peraturan Menteri
Perhubungan Republik Indonesia Nomar PM 88
Tahun 2018 Tentang Norma, Standar,
Prosedur, Dan Kriterin Perizinan Berusaha
Terintegrasi Secara Elektronik Sektor
Perhubungan Di Bidang Darat;

Peraturan Bupat Sekadau Nomor 31 Tahun
2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan |
Bupati Sekadau Nomor 18 Tahun 2019 tentang |
Pendelegasian Kewenangan Periandatanganan |
Penerbitan  Perizinan Dan  Nonperizinan |
hepada Kepala Dinas Penanaman  Modal
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga
Kerja Kabupaten Sekadau.

| Burat Permohonan diatas materai Rp.6.000
an - | ditujukan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal
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| Pelavanan dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga |

kerja Kab. Sekadau dengan Melampirkan :

' Persyaratan Administrasi :

1. Fotokopi KTP Pimpinan Perusahaan;

2. Nomor [nduk Berusaha (NIB diterbitkan
melalul OSS)

3. Bukti Pembayaran FNBP;

4. Surat keterangan domisili yang dikeluarkan
oleh pejabat berwenang.

5. Burat pernvataan  kesanggupan  untuk
memenuhi  seluruh  kewajiban sebagai
pemegang itzin  penvelenggaraan Angkutan
Urang dengan Kendaraan Bermotor Umum
Dralam Travek, beérmaterai, dan
titandatangani pimpinan perusahaan;

6, Surat permvataan  kesanggupan memiliki
dan/atau  bekerjasama  dengan pihak  lain
vang  mampi menyediakan  fasilitas

pemehharaan kendaraan bermotor,
bermeterai, dan ditandatangani pimpinan
perusahaan

7. Burat perjanjian antara peémilik kendaraan
atau anggota koperasi dengan Perusahaan
Angkutan Umum yang berbentuk badan
hukum Koperasi;

8. Surat persetujuan penvelenggaraan angkutan
orang dalam travek:

| 9. Surat rekomendasi dari Gubernur Salinan |
STMNK;

10. Salinan SRUT (untuk kendaraan baru);

| 11. Salinan  bukti  lulus uji  berkala [untuk
kendaraan bukan baruj;

12. Foto kendaraan yang akan diberi izin.

13. Fotokopi  Surat Ketetapan Pajak Daerah
(SKPD) tahun terakhir;

14. Melampirkan kamitmen pendaftaran
kepesertaan BPJS  Ketenagakerjaan atau |
Fotokopi bukti pembavaran BPJS
ketenagakerjaan; |

15. Mengisi Formulir Pendafiaran Badan T.J-:a-al'ia-|
(Badan Hukum Lainnya Pekerja Penerima |
Upah BPJS Keschatan; |

16. Pakta Integritas tenfang kebenaran dan
keabsahan dokumen vang disampaikan
ditandatangi  oleh  pimpinan/pemililk |
pertisahaan.

Persyaratan Teknis:

| 1. Memiliki  dan/atau  menguasai  tempat

| penyimpanan  kendaraan yang memenuhi
persyaratan teknis den mampu menampung
sesual jumlah kendargan yang dimiliki dan
dibuktikan dengan surat keterangan dari
Pemerintah Daerah setempat yang menyatakan
luasnya mampu menyimpan kendaraan SesUal |
dengan jumlah kendaraan vang dimiliki;

2. Kesesuaian dengan perencanaan kebutuhan |

.




kendarann (kuota) vang ditetapkan aleh DIEF::E-i
Hubdat;

3. Menyusun Hencana bisnis (business plan)
I Perusahaan Angkutan Umum vang dituanegkan
| dalam bentuk dokumen;

|—l Menyiapkan dokumen ‘Sistem Manajemen
[E!

|

keselamatan paling lama 3 (tiga] bulan scjak
iwin penyelenggaraan angkutan orang, |

. Pemohon  Melakukan Pendaftaran i 088
(a8, go.id);

«. Pemohon Melakukan Permohonan Berusaha
Melalui OS5

3. Pemohon Mendapatkan NIB, dan Perzinan
Berusaha melalui O8S;

4, Pemohon melakukan Pemeénuhan RKomitmen
pacda DPMPTSPTK Kabupaten Sekadau;

3. Tim Teknis Periz@inan dan Neonperizinan
kabupaten  Sekadau Melakukan  Survey
dan/atau  Monitoring Perizinan ke tempat
Lokasi Usaha untuk membuat Berita Acars
Pemeriksaan (BAP);

G, DPMPTSPTK Melakukan Verifikasi Kesesuaian

Komitmen dengan Peraturan Perundang-

Undangan;

DPMPTSPTK Kabupaten Sekadau Memberikan

Persetujuan Pemenuhan Komitmen  atau

Penolakan Komitmen tidak Terpenuhi Melalu

0S85;

8. Pemmohon Menerima  Notifikast Pemenuhan
Komitmen dari OSS.

3. | Mekanisme dan
Prosedur

-]

4. Jangka Waktu |3 Han Kerja

| Penyelesaian - B
ol Biava fTamf Q.-
: Produk - ; , S
5% Palayrai . Dokumen [zin Penyelenggaraan Angkutan Orang
7. | Penangan 1. Melalui Kotak Saran dan Penqa&ﬂ.ﬂ_r"
Penpaduan, 2. Melalui Telepon /Fax : 0564 - 2042075
SATAT dan | 3. Surat / Email -kpmiskd20]14@igmail.com
masgukan 4. Petugas Loket Pengaduan

2. Izin Penyelenggaraan Pelabuhan Penyeberangan.

No. Komponen Uraian

F =

. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang
1. | Dasar Hukum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
2, Peraturan Pemenntah Repubhk Indonesia
Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan
Perizinan Berusaha  Tenntegrasi Secara
Elektranik;
3. Peraturan Menteri  Perhubungan  Republik
Indonesia Nomor PM 88 Tahun 2018 Tentang
Norma, Standar, Prosedur, Dan Kriteria
Perizinan  Berusaha  Terintegrasi  Secara
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Elektronik Sektor Perhubungan Di Bidang
Darat;
4. Peraturan Bupati Sekadau Nomor 18 Tahun
2019 tentang Pendelegasian  Kewenangan
' Penandatanganan Penerbitan Perizinan Dan
Nonperizinan Kepada  Kepgla Dinas
| Penanaman Maodal Pelayanan Terpadu Satu
| Pmtu Dan Tenaga Kerja Kabupaten Sekadau.
2. F'{"IS‘.ET:[I:HH |Surat Permohonan diatas materaj Rp.6.000
I’F]EFETH" ditupukan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelavanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga
Kerja kab. Sekadau dengan Melampirkan

Pu_r:j_";.rntq.g Administrasi :
Fotokopi kTP Pemaohon / Pimpinan

Perusahaan;

2. Telah terdaftar dalam sistem 0SS dan
memiliki NIB dengan Akta Perusshaan vang
didirikan Khusus di bidang Pelabuhan
Peniveberangan

3. Bukti penguasaan hak atas tanah dan
perairan;

4. Dokumen Rencana Umum Tata Ruang
Wilayah yang ditetapkan untuk dacrah tempat
pelabuban penyeberangan berada;

3. Sh Penetapan Lintas Penyeherangan;

6. Surat Permohonan bermateral vang
didalamnya terdapal pernyvataan kebenaran
dan keabsahan dokumen dan data;

. 7. Dokumen rencana WL JErNgan

transpoartas jalan

| 8. Folokopi Surat RKetetapan Pajak Daerah

| (SKFPD) tahun terakhir;

9. Melampirkan komitmen pendaftaran

| kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan  atau

Fotokopi bukti pembavaran BPJS
hEtenagakeriann;

10, Mengisi Formulir Pendaftaran Badan Usaha
/Badan Hukum Lainnya Pekerja Penerima
Upah BPJS Kesehatan;

11. Pakta Integritas tentang kebenaran dan
keabsahan dokumen vang disampaikan
ditandatangi aleh pimpinan/ pemililk

I perusahaan,

| Persyaratan Teknis :

| 1. Rekomendas: dan Bupati/Walikota dan
Gubernur terkait keterpaduan lokasi dengan
ETEW kKabupaten/ Kotamadva dan RTRW
Provirsi:

2. Bukti kesesuaian déngan RIPN;

. Studi Kelayakan memuat pertimbangan:

a, aspek: teknis (mempertimbangkan kondisi
geograli, hidrooceanograli, topografi,
bathimetri dan geotekmik),

b -aspek ekonomis dan finansial;

4. Peta lokasi dan titik koordinat peografi dar

areal vang akan ditetapkan sebagai pelabuban
penveberangan dan dilengkapl dengan Nama

=
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Mekanisme dan |

| Prosedur

11.

12,

|
| 13,

14,

14,

10,

la.

17

18.

lokasi dan letak wilavah  administrasi |
pelabuhan;

Masterplan/ Rencana Induk Pembangunan
Pelabuhan;

kajian  teknis  prakiraan permintaan  jasa
angkutan penyeberangan dan prakiraan
kebutuban fasilitas pelabuhan penveberangan
Pentahapan waktu pelaksanaan pembangunan
dan Rencana Anggaran Biaya (RAB);

Kajian terhadap Dampak Lalu Lintas }"-H.I'!ﬂ|
dituangkan dalam Dokumen Andalalin;
Pemenuhan standar lingkungan dar Lembaga
Vang bertanggung jawab dibidang Lingkungan
Hidup;

CGambar teknis dilengkapi dengan spesifikasi
ieknisnya;penempatan SBNP, Alur Pelavaran
dan Kolam Pelabuhan;

Hasil kajian terhadap batas- batas DLKr dan
DLKp Pelabuban;

Peta yang dilengkapi dengan batas-batas DLKr
dan: DLEp Pelabuhan Penyeberangan

Hasil studi kesclamatan pelavaran mengensi
rencana penempatan SBNP, Alur Pelavaran
dan Kolam Pelabuhan;

Salinan keputusan pelaksanaan
pembangunan:

Berita Acarg selesainya pekerjaan
pembangunan;

Bukti ketersediaan fasilitas untuk menjamin
kelancaran arus penumpang dan kendaraan
beserta muatannyva;

Berita Acara Uj1 Coba Sandar Kapal,

Bukti  ketersedisan  pelaksana  kepiatan
peiabuhan penyeberangan dinyatakan dengan
SK pembentukan dan Struktur Organisasi

pelaksana;

Bukti ketersediaan  memiliki  sistem dan
prosedur pelayanan pelabuhan |
penyveberangan;

Bukt ketersediaan sumber dava manusia
bidang teknis pengoperasian  pelabuhan
penveberangan vang memibiki pengetahuan di
bidang pelabuhan penveberangan;

Bukti  ketersediaan  sistem  pengelolaan
hngkungan, .

Bukti ketersediaan jalan akses pelabuhan
PENVErAngan.

. Pemohon  Melakukan Pendaftaran i 0SS

loss.go.id);
Pemohon Melakukan Permohonan Berusaha |
Melalui OSS;

Pemohon Mendapatkan NIB |, dan Perizinan
Berusaha melalui O8S;

Pemohon melakukan Pemenuhan Komitmen
pada DPMPTSPTK Kabupaten Sekadau;

Tim Teknis Perizinan dan Nonperizinan
Kabupaten Sekadau  Melakukan  Survey
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dan/atau  Monitoring  Perizinan ke tempat
Lokasi Usaha untuk membuat Berita Acara
Pemerilksaan (BAP)

DPMPTSPTK Melakukan Verifikasi Kesesuatan
Romitmen dengan Peraturan  Perundang.
Undangan; '

DPMPTSPTK Kabupaten Sekadau Memberikan
Persetujuan  Pemenuhan Komitmen  -atau
Penolakan Komitmen tidak Terpenuhi Melalui
O85;

3, Pemohon Menenma Notifikasi  Pemenuhan
| oo — Komitmen dari OSS. -
Jangka Waktu | : .
% | Penyelesaian | Hari Kera
5. | Biaya /Tarif (.-
| ‘& Produk .Dukumen lzin Pény:tengga‘.mﬁn F’Eh.'t_'.tuhﬂ.n
* | Pelavanan Pem'chrrangan
7. | Penangan 1. Melalui Kotak Saran dan Pengaduan;
Pengaduan, 2. Melalui Telepon/Fax : 0564 - 2042075
Saran dan | 3. Surat / Email ‘kpmtskd2014@gmail .com
| miasukan 4. Petugas Loket Pengaduan. I

3. Izin Usaha Angkuh.n E:mpi dan Danau

P

No. Komponen

— g

Uraian

1. | Dasar Hukum

Pelavanan

2. Fersvaratan

1

21

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang

Lalu Lintas dan Anglutan Jalan;

Peraturan Pemerintah  Republik  Indonesia
Nomot 24 Tsehun 2018 Tentang Pelavanan
Perizinan  Berusaha  Terintegrasi Secara
Elektronik;

Peraturan Menteri Perhubungan Republik
Indonesin Nomor Pm 88 Tahun 2018 Tentang
Norma, ‘Standar, Prosedur, Dan Kriteria
Perizinan  Berusaha  Terintegrasi  Secara
Elektronik Sektor Perhubungan Di Bidang
Drarat;

. Peraturan Bupati Sekadau Nomor 31Tahun

2019 Tentang Perubahan Atdas Peraturan
Bupati Sekadau Nomor 18 Tahun 2019 tentang
Pendelegasian Kewenangan Penandatanpanan
Penerbitan  Perizinan  Dan  Nonperizinan
Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan T‘Enaga
Kerja Kabupaten Sekadau.

Kerja Kab. Sekadau dengan Melampirkan :

[ 1
2.

48

. Fotokopi KTP Pemohon;

Telah terdaftar dalam sistem O8S dan memiliki
NIB dengan Akta Perusahaan yang didirikan
khusus di bidang angkutan sungai danau;

Sertifikasi Pengawakan;

o

 Surat Permohonan “diatas materai  Rp.6.000
ditujukan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga
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3.

‘Jangka Waktu |5 Hari Kerja
Penyelesaian

4. Memiliki personil vang memilki keahlian di
bidang angkutan sungai dan danau [awak
kapal). Fotokopi Surat Ketetapan Pajak Daerah
(SKPD) tahun terakhir:

5. Melampirkan komitmen pendaftaran
kKepesertaan BPUS  Ketenapakerjaan Htmu
Fotakop Bl pembavaran BRJS
Ketenagakerjaan;

6. Mengisi Formulir Pendaftaran Badan Usaha
/Badan Hukum Lainnva Pekerin Penerima
Upah BPJS Kesehatan,

7. Pakta Integritas tentang kebemaran dan
keabsahan  dokumen vyang disampaikan
ditandatang oleh pimpinan/ pemililk
perusahaan.

!Meknnismﬁ dan | I. Pemohon Melakukan Pendaftaran di 058

Prosedur {o8s.g0.1d);

2, Pemohon Melakukan Permohonan Berusaha
Melalur O8S;

3. Pemohon Mendapatkan NIB |, dan Perizinan
Berusaha melalui OSS;

4. Pemohon melakukan Pemenuhan Komitmen
pada DPMPTSPTK Kabupaten Sekadau;

2. Tim Teknis Perizinan dan Nonperizinan

| Kabupaten Sekadau Melakukan Survey
dan/atau  Monitoring Perizinan ke tempat
Lokasi Usaha untuk membuat Berita Acara
Pemeriksaan (BAP],

f. DPMPTSPTK: Melakukan Verifikasi Kesesunisan
Komitmen dengan  Peraturan  Perundang-
Undangan;

7. DPMPTSPTK Kabupaten Sekadau Memberikan

| Persetujuan Pemenuhan Komitmen atau
Fenalakan komitmen tidak Terpenuhi Melalui
0SS,

8. Pemohon Menerima Notifikasi Femenuhan
Romitmen dari OS5

Biaya Tarif 0.-
| Tbihot Dokumen lzin Usaha Angkutan Sungai dan Dans
Pelayanan ' st B PN W
' Fenangan l. Melalui Kotak Saran dan Pengaduan;
Pengaduan, 2. Melalui Telepon/Fax : 0564 - 2042075
SATAN dan | 3 Sural / Email :kpmtskd20) 4@agmail com
| masukan | 4. Petugas Loket Pengaduan.

4. lzin Mendirikan Tempat Tinggal Landas dan Mendarat Helikopter

No.

.

Koemponen Uraian

I, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang
Diasar Hulkum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan:

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan
Perizinan  Berusah Terintegrasi  Secara
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2 Perasvaratan
Pelavanan

[ 3. 1 Mekanisme d
| Prosedur

Surat Permohonan dintas materai Rp.6.000
ditujukan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelavanan Terpadu Satu Pintu dan Tenapa
Kerja Kab. Sekadau dengan Melampirkan ;

Lk Gana =

=

Elektronik;

Peraturan  Menteri Perhubungan Republik
Indonesia Nomor Pm 88 Tahun 2018 Tentang |
Norma, Standar, Prosedur, Dan Kriteria
Perizinan  Berusaha Terintegrasi  Secara
Elektronik Sektor Perhubungan Di Bidang
[xarat;

Peraturan Bupati Sekadau Nomor 31Tahun
2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan
Bupati Sekadau Nomor 18 Tahun 2019 tentang
Pendelegasian  Kewenangan Penandatanganan
Penerbitan.  Perizinan  Dan  Nonperizinan
Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga
Rerja Kabupaten Sekadau.

Fotokopt KTP Pimpinan Perusahaan;

Registrasi Manual ke sisteni ©55;

Rekomendasi teknis vang diberikan oleh Ditjen
Perhubungan Udara;

lzin Mendirikan Bangunan;

Fotokopi Surat Ketetapan Pajak Daerah
[SKPD) tahun terakhir;

Melampirkan komitmen pendaftaran
kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan atau
Fotokopi bulkti pembayaran BRJS
Ketenagakerjaan;

Mengisi Formulir Pendaftaran Badan Usaha
/Badan Hukum Lamnyva Pekerja Penerima
Upah BPJS Kesehatan;

8. Pakta Integritas tentang kebenaran dan |
keabsahan dokumen  vang disampaikan |
ditandatang oleh pimpinan / pemililk

| perusahaan.

an | 1. Pemohon Melakukan Pendaftaran di 0SS

S5

3.

'ILI'I‘

{oss. go.id);

Pemohon Melakukan Permohonan Berusaha
Melalui O8S;

Pemohon Mendapatkan NIB , dan Perizinan
Berusaha melalui OS5

Pemohon melakukan Pemenuban Komitmen
pada DPFMPTSPTK Kabupaten Sekadau;

Tim Teknis Perizinan dan MNonperizinan
Rabupaten Sekadau  Melakukan  Survey
dan/atau Monitoring Perizinan ke tempat |
Lokasi Usaha untuk membuat Berita Acara
Pemenksaan [(BAP);

. DPMPTSPTKE Melakukan Verifikasi Kesesuaian

Komitmen dengan Peraturan Pérundang:
Undangan;

. DPMPTSPTK Kabupaten Sekadau Memberikan

Persctujuan  Pemenuhan Komitmen atau
Penolakan Komitmen tidak Terpenuhi Melalui
088, |
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8. Pemohon Menenma Noiifikasi Pemenuhan
Komitmen dari 055

| Jangka Waktu T
¢. | Penyelesaign | ® MoT Rema -
5 Biava /Tarif (0,
G Produk | Dokumen lzin Mendirikan Tempat Tinggal Landas
| Pelavanan dan Mendarat Helikopter
=B e s S e e
. | Penangan I. Melalui Kotak Saran dan Pengaduan;
| PFenpaduan, 2. Melalui Telepon /Fax : 0564 - 2042075
SRFAN dan | 3. Surat / Email ‘kpmitskd201 d@gmail.com
masu lean | 4. Petugas Lokel Pengaduan.

X. SEETOR PARIWISATA
1. Tanda Daftar Usaha Pariwisata

| Ro. Komponen Uraian

1. Undang-Undang Nemor 10 tahun 2009 tentang
kepariwisataan |
2, Peraturan Pemerintah  Republik  Indonesia
Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelavanan
Perizinan  Berusaha  Térintegrasi Secara
Elektronik;
J. Peraturan  Menteri  Panwisata  Republik
indonesia Nomor 10 Tahun 2018 Tentang
Pelavanan Penzinan Berusaha Térintegrasi
Secara Elektronik Sektor Pariwisata;
4. Peraturan Bupat Sekadau Nomor 31Tahun
- 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan
Supan Sekadau Nomor 18 Tahun 2019 tentang
Peridelegasian Kewenangan Penandatanganan
Penerbitan  Perizinan  Dan Nonperizinan
hepada Kepala Dinas Penanaman Modal
| Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga
Rerja Kabupaten Sekadau.

2. | Persyvaratan Surat  Permohonan diatas materali  Rp.6.000
Pelayanan | ditujukan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelavanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga

Kerja Kab. Sekadau dengan Melampirkan :

Fotokop: KTP Pimpinan Perusahasan:

homor Induk Berusaha [(NIBj;

lzin lokasi;

kzin Lingkungan,

lzin  Mendirikan Bangunan dan /| Bukti

Perjanjian DEWa Menyews

Bangunan/Kantor /ruangan;

| 6. Sertifikat latk hygiene (untuk bidang usahs

| jasa makanan dan minuman);

7. lzn Penyelenggaraan Angkutan Orang (untuk
tidang usaha jasa transportasi dan perjalanan
wisslaj;

8. lzin Usaha Teérminal khusus [untuk bidang
usaha wisata tirta vang merupakan dermaga
wisata),

19, lmn Usaha Angkutan Laut Khusus (untuk

.'I. I Dasar Hulkum

en 0000 =
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bidang usaha wisata tirta vang dalam
melakukan kegiatannyva menggunakan kapal)

| 10. Fotokopi Surat Ketetapan Pajak Daerah

' (SKPD) tahun terakhir;

11. Melampirkan komitmen pendafiaran
kepesertaan BRJS  ketenagakerjaan atau
Fotokopi bukti pembavaran BPJS
hetenagakerjaan;

| 12, Mengisi Formulir Pendaftaran Badan Usaha
{Badan Hukum Lainnva Pekena Penerima
Upah BPJS kesehatan|

13. Pekta Integritas  tentang kebenaran dan
keabsahan dokumen vang disampaikan
| ditandatangi aleh pimpinan / pemililk
: i perusahaan. TR 2

3. | Mekanmisme dan | 1. Pemohon Melakukan Pendaftaran di OS5S

Prosedur foss.go.id|; _
2. Pemohon Melakukan Permohonan Berusaha
Melalui OSS;
|3, Pemobon Mendapatkan NIB | dan Penzinan
Berusaha melalun C535;

I 4. Pemobon melakukan Pemenuhan Komitmen

pada DPMPTSPTE Kabupaten Sekadau;

Tim Teknis Penzinan dan Nonperizinan

Kebupaten  Sekadau  Melakukan  Survey

dan/atau Monitoring . Pertzinan ke  tempat

- Lokas: Usaha untuk membuat Berita Acara

Pemeriksaan (BAP) (Jika diperlukan);
| B DPMPTSPTK Melakukan Verifikasi Kesesuaian
homitmen dengan Peraturan Perundang-
Undangan;
. DPMPTSPTR Kabupaten Sekadau Memberkan
Persetujuan Pemenuhan Komibtmen  astau
, Penolakan Komitmen tidak Terpenuhi Melalu
LS55,
| & Pemohon Menerima Notifikasi Pemenuhan
| - | Romitmen dan OS5,
4. |Jangka Waktu |5 Hart Kerja
_____| Penyelesaian |
2. | Baya /Tanf .-

[=F 1]

)
-‘-J

Praduk |
Pelayanan

Dolkumen Tanda Daftar Usaha Parwisata (TDUP)

Penangan 1. Melalui Kotak Saran dan Pengaduan;
Fengaduan, 2. Melalui Telepon,/Fax : 0564 - 2042075
SHATAT dan |3, Surat / Email ‘kpmtskd2014memail.com
masukan 4. Petugas Lokel Pengaduan.

=31

XI. SEKTOR PENDIDIKAN
1. Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan

I No. Komponén Uraian

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang
. | Dasar Hukum Sistem Pendidikan Nasional;

2. Peraturan Pemerintahh Republik Indonesia

Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan
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Perizinan  Berusaha Terintegrasi Secara |
Elektronik;

4. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan
Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018
Tentang.  Perizinan Berusaha Terintegrasi
Secara Elektronik Sektor Pendidikan Dan
Kebudavaan;

4. Surat Edaran Nomor 13 Tahun 2018 Tentang
Pelaksanaan  Peraturan Menterd Pendidikan
[an Kebudavaan Republik Indonesia Nomor 25
Tahun 2018 Teritang Perizinan Berusaha
Terintegrasi  Secara Elektranik  Sektor
Pendidikan Dan Kebudayaan;

5. Peraturan Bupati Sekadau Nomor 31Tahun

' 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan

Bupati Sekadau Nomor 18 Tahun 2019 tentang

Pendelegasian  Kewenangan Penandatanganan

Penerbitan  Perizinan  Dan Nonperizinan

hepada  Kepala Dinas Penanaman Modal

' Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga

| Kerja Kabupaten Sekadau.

Persvaratan Surat Permohonan diatas. materai Epﬁ 000

Pelayanan ditujukan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal

dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Teénaga

Kerja kab. Sekadau dengan Melampirkan :

1. Fotokopi KTP Penanggungjawah;

2. Perizinan Berusaha vang diterbitkan melalui
QOS8S;

3. SPPL:

' 4. Rekomendasi/Pertimbangan  Teknis Dinas

I Pendidikan Kabupaten Sekadau;

| & Pakra Integritas tentang kebenaran dan

' keabsahan dokumen yvang disampaikan

ditandarangi oleh pimpinan / pemililk

perusahaan,

1. Pémohon Melakukan Pendaftaran di 0SS

| Mekanisme dan (oss.go.id):

Prosedur 2. Pemohon Melakukan Permohonan Berusaha
Melalui OS5;

3. Pemohon Mendapatkan NIB , dan Perizinan
Berusaha melalui OS5

4. Pemohon melakukan Pemenuhan Komitmen
pada DPMPTEFTK Kabupaten Sekadau;

5. Jika berkas persyvaratan dinyatakan lengkap,
akan disampaikan ke Dinas Pendidikan untuk
Melakukan Survey dan study kelavakan ke
tempat  Lokasi Usaha, untuk selanjutnyva
diterbitkan rekomendasi;

6. DPMPFTSPTK Kabupaten Sekadan Memberikan

Persetujuan Pemenuhan Komitmen  atao

Penolakan Komitmen tidal Terpenuhi Melalui

088S;

7. Pemohon Menerima  Notifikasi Pemenuhan |
Komitmen dari OS3.

Jangka Waktu | 5 Hari Kerja
Penyelesaian

-

Biava /Tarif 0,-




A Produk | Dokumen lzin Pendirian Program atau Satuan |

Felavanan Pendidikan,

i | Penangan | 1. Melalui Kolak Saran dan Pengaduan;
Pengaduan, 2. Melalun Telepon /Fax : 0564 - 2042075
Sarar dan | 3. Surat / Email ‘kpmitskd201 4gigmail.com
masukan 4. Petugas Loket Pengaduan.

2. Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Non formal

No. Kompeonen Uraian

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang

I 1. | Dasar Hukum Sistemn Pendidikan Nasional

2. Peraturan Pemerintah Republik  Indonesia
Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelavanan
Perizinan Berusaha  Ternintegrasi Secara
Elektronik;

3. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan
Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018
Tentang Penzinan  Berusaha  Terintegrasi
Secara  Elektronik Sektor Pendidikan Dan
hebudayaan;

6. surat Edaran Nomor 13 Tahun 2018 Tentang
Pelaksanaan  Peraturan Menteri Pendidikan
Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25
Tahun 20018 Tentang Perizinan Berusaha
Terinteprasi Secars Elekiranik Sektor
Pendidikan Dan Kebudavaan

4. Peraturan Bupati Sekadau Nomor 31Tahun
2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan
Bupat Sekadau Nomor 18 Tahun 2019 tentang
Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan
Penerbitan  Perizinan  Dan  Nonperizinan
Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal
Pelavanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga

§ | Kerja kabupaten Sekadau.

2. | Persvaratan surdat  Permobonan diatas. materai Ry 6.000
Pelavanan ditujukan kepada Bupan Kepala Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu dan Tenaga Kerja Kab, Sekadau dengan
Melampirkan ;
l. Fotokopi KTP Penanggungiawab;
| 2. Perizinan Berusaha vang diterbitkan melalui
O55;
t 3. SPPL;
| 4. Rekomendasi/Pertimbangan  Teknis  Dinas
| Pendidikan Kabupaten Sekadau;
| 9 Pakta Integritas teritang kebenaran dan
keabsahan  dokumen yang  disampaikan
ditandatangi oleh prmipiman / permlilk
| | perusshaan. = e
3 Mekanisme dan | 1. Pemohon Melakukan Pendaftaran o 0SS
Prosedur (oes.go.id);

| 2. Pemohon Melakukan Permohonan Berusaha

| Melalui O8S5;

3. Pemohon Mendapatkan NIB, dan Perizinan
Herusaha melalui OS5;
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I angka Waktu

4. Pemohon melakukan Pemenuhan Komitmen |
pada DPMPTSPTK Kabupaten Sekadau;

2. Jika berkas persvaratan dinyatakan lengkap,
akan disampaikan ke Dinas Pendidikan untuk
Melakukan Survey dan study kelavakan ke
twmpat Lokasi Usaha, untuk selanjutnya
diterbitkan rekomendasi;

6. DPMPTSPTK Kabupaten Sekadau Memberikan
Persetujuan Pemenuhan Komitmen atau
Penolakan Komitmen tidak Terpenuhi Melalui
08s;

7. Pemohon  Menerima  Notifikisi  Pemenuhan

Komitmen dari OSS.

Penvelesaian

Biava [Taril

5 Har Kerja

'u1.'

Produk
Felmnnﬂn

Dokumen lzin Peqwlenggaman Satuan
Pendidikan Non farmal

Pen :smg:m
Pengaduan,

saran can |

masukan

LA

Melalui Kotak Saran dan Pengaduan;
Melalui Telepon/Fax : 0564 — 2042075
Surat [ Email (kpmtskd2014@gmail.com
Petugas Loket Pengaduan

XIl. SEKTOR TENAGA KERJA

1. Izin Lembaga Pelatihan Kerja (LPK)

No.
1.

Komponen

Dasar Hukum

Uraian

|. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjgan |

2. Peraturan Mentenn  Tenaga Kerjs  dan
Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2013 tentang
Pedoman Penyvelenggaraan Sistem Pelatihan

 Rera Nasional;

3. Peraturan  Menteri Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2014 Trntang‘

Penyvelenggaraan Pelatihan Berhasis
Rompetensi;

4. Peraturan Menteri Tenaga Kerja ‘dan |
Transmigrasi Nomeor 17 Tahun 2016 tentang |
Tata Cara Perizinan dan Pendaftaran Lembaga |
Pelatihan Kerja;

2. Peraturan Bupati Sekadau Nomor 31Tahun |
2019 Tentang Perubahan Atas F'etaturan
Bupati Sekadau Nomor 18 Tahun 2019 tentang
Pendelogasian  Kewenangan Penandatanganan
Penerbitan  Perizinan Dan  Nonperzinan
Kepada Kepala Dinas Penanaman Maodal
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga
Kerja Kabupaten Sekadau,

Persyaratan
Pelayanan

“Surat Permohonan  diatas  materal  Rp.6.000

ditujukan kepada Kepala Dinas Penanaman Muosclal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga |
Kerja Kab. Sekadau dengan Melampirkan ¢ |
1. Fotokopi KTP Pimpinan /Penanggungjawab; |
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3 ~ i

10,

Nemor Induk Berusaha (NIB diterbitkan |
melalui OS5}

daftar mwayat hidup penanggung jawab LPK
vang tercantum dalam akta vang dilengkapi
dengan identitas diri (KTP) dan pasfoto
ukuran 4x6 om sebanvak 3 (tiga) lembar ber
atar belakang merah;

fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
atas nama lembaga;

fotokopm tanda bukti kepemilikan atau sews
AtAs sarana dan  prasarana  kantor dan
tempat pelatihan untuk sekurang-kurangnva
3 [tga) tahun,

keterangan domisili LPK dari pejabat vang
berwenang;

prafii  LPK  vang  ditandatangani oleh
penanggung jawab, Fotokopi Surat Ketetapan
Pajak Daerah (SKPD) tahun terakhir;
Melampirkan komitmen pendaftaran
kepesertaan BPRJS Ketenagakerjaan atau
Fotokopi bukri pembayaran BRJS
Ketenagakerjaan;

Mengisi Formulir Pendaftaran Badan Usaha
/Badan Hukum Lainnya Pekera Penerima
Upah BPJS Kesehatan;

Pakta Integntas tentang kebenaran dan
keabsahan dokumen vang disampaikan
ditandatangi aleh pimipinan/ pemililk

3 ? |
Mekanisme dan | 1.

Lt

& &

8,

Pemohon Melakukan Pendaftaran di 088
|oss. go.ad);

Pemohon Melakukan Permohonan Berusaha
Melalui OSS;

Pemohon Mendapatkan NIB , dan Perizinan
Berusaha melalui OS3;

. Pemohon melakukan Pemenuhan Komitmen
pada DPMPTSPTK Kabupaten Sekadau;

. DPMPTSPTK Melakukan Verifikasi Kesesuaian
Komitmen dengan Peraturan E'erundang—
Undangan;

Tim Teknis Perizinan dan Nunp_eriz:h_uan|
Kabupaten Sekadau Melakukan  Survey
dan/atau Monotoring Perizinan ke trmpat'
Lokast Usaha (Jika diperlukan);

DPMPTSPTK Kabupaten Sekadau Memberikan |
Persetujuan  Pemenuhan Komitrien  atay
Penolakan Komitmen tidak Terpenuhi M::'Iﬂ.lul
023,

Pemohon  Menerima Notifikast Pemenuhan
Komitmen dari 0SS, |

= = —

Prosedur
[

4, |Jangka Waktu 5
Penvelesaian

| |

5. |Biaya /Tarif

—d.

Hari Kerja

L0,

By




6.
I

| Prodik

Dokumen lzin Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) |

1. Melalui Kotak Saran dan Pengaduan;

Pelayanan
Penangan
Fengaduan, 2,
SATan dan | 3:
masukan

4. Petugas Loket Pengaduan.

Melalui Telepon/ Fax : 0564 — 2042075
Surat [ Email ‘kpmtskd2014@gmail.com

XIIl. SEKTOR KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH

1. Izin Koperasi Simpan Pinjam

Uraian

. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 {entang

Perkoperasian

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelavanan
Perizinan  Berusaha  Terintegrasi Secara
Elektranik;

Peraturan Menteri Koperasti Dan Usaha Keeil
Dan Menengah Republik Indonesia Nomor 11
Tahun 2018 Tentang Perizinan Usaha Simpan
Pinjam Koperasi;

- Peraturan Bupati Sekadau Nomor 31Tahun

2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan
Bupati Sekadau Nomor 18 Tahun 2019 tentang
Pendelegasian Kewenangan Ftin&nda-tangananl
Penerbitan  Perizinan  Dan  Nonperizinan
Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal
Pelayvanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga
Kerja Kabupaten Sekadau.

No. Komponen
L. | Dasar Hukum
| .
2. Iﬁe_my aratan
Pelavanan

| Surar
| ditujukan kepada Kepala Dinas Penanaman Maodal

Permohonan  diatas materai Rp.ﬁ.ﬂﬂﬂi

dan Pelavanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga
Rerja kab. Sekadau dengan Melampirkan ;

I
2.

3.

Fotokopi KTP Pemohon / Penanggungjawab;
Nomer Induk Berusaha (NIB diterbitkan
melalui OSS)

Bukti setoran muodal sendinn berupa rekening |
tabungan atas nama Koperasi, pada bank
umum untuk KSP dan bank svariah untuk
KSPPS; |
Bukti setoran modal vang ditempatkan |
koperasi pada USP/USPPS berupa rekening
tabungan atas nama koperasi yang disediakan |
oleh Koperasi kepada USP/USPPS. Koperasi,
pada bank umum untuk USP dan bank
svariech untuk USPPS:

Rencana kerja selama 3 (tiga) tahun vang
menjelaskan mengenan rencana permodalan,
rencand keglatan usaha, serta rencana bidang |
arganisasi dan sumber dava manusia;
Administrasi dan pembukuan usaha simpan |
pmjam pada KSP atau USP/USPPS Koperasi |
vang dikelola secara khusus dan terpisah dari |
pembukuan lmperﬂsmyd.
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3. | Mekanisme dan |

10,

11.

12.

13.

dan calon pengelola;

Memiliki kantor dan sarana kerja; dan

Memiliki Dewan Fengawas Syvariah (DPS)
dengan rekomendasi Dewan Svariah Nasional-
Majelis Ulama Indonesia atau Majelis Ulama
Indonesia provinsi/kabupaten /kota setempat
atau  memiliki sertifikat pendidikan dan |
pelatihan DPS dari Dewan Syariah Nasional-
Majelis Ulama Indonesia bagi KSPPS dan
USPPS Koperasi; Fotokopi Sural Ketetapan
Pajak Daerah {SKPD) tahun terakhir:

Bukt Pembayaran luran BFRJS.
Ketenagakerjaan,

Melampirkan komitmen pendaftaran
kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan  atay
Forokopi bukti pembavaran BRIS
Ketenagakerjaan;

Mengisi Formulir Pendaffaran Badan Usaha
/Badan Hukum Lainnya Pekerja Penerima
Upah BPJS Kesehatan:

Pakta Integritas tentang kebenaran dan
keabsahan dokumen vang disampaikan
ditandatangi oleh pimpinan /pemililk

_Pem?-ﬂbﬂ_an I I

. Pemohon Melakukan Pendaftaran di 0S5

Prosedur (oss.po.id);
2. Pemohon Melakukan Permohonan Betfusahas
| Melalul OSS;
3. Pemohon Mendapatkan NIB |, dan Pmizinﬂ,n|
| Berusaha tnelalui O3S;
4. Pemohon melakukan Pemenuhan Komitmen |
pada DPMPTSPTK Kabupaten Sekadau:
5. Tim Teknis Perizinan dan Nenperizinan
| Kabupaten Sekadau  Melakukan  Survey
dan/atau  Monitoring Perizinan ke trmpat|
| Lokasi Usaha untuk membuat Berita Acara
Pemeriksaan (BAP); _
6. DPMPTSPTK Melakukan Verifikasi Kesesuaian
. Komitmen dengan  Peraturan Perundang-
Undangan;
7. DPMPTSPTK Kabupaten Sekadau Memberikan
Persetujuan Pemenuhan Komitmen atau
Penolakan Komitmen tidak Terpenuhi Melalui
O8S,;
8. Pemohon Menenma Notifikasi Pemenuhan |
o . Romitmen dari 0SS, - :
4. | Jangka Waktu |5 Har Kerja
 Penvelesaian |
5 Biaya /Tarif 8=
2 ml;im | Sertifikat lzin Koperasi Simpan Pinjam
7. | Penangan 1. Melalui Kotak Saran dan Pengaduan;
Pengadusan, 2. Melalui Telepon/Fax : 0564 - 2042075
saran dan | 3. Surat /| Email :kpmtskd201 4Gigmail.com
_ masukan 4. Petugas Loket Penpaduan.
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2. lzin Pembukaan Kantor Cabang Koperasi Simpan Pinjam

Ho.

p

Komponen

Dagar Hukum

Persvaratan
Pelavanan

—

2.

Uraian

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 19692 tentang
Ferkoperasian

Feraturan Pemerintah  Republik  Indonesia
Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan
Perizinan  Berusaha  Terintegrasi  Secara
Elektromik,;

Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Keeil
Dan Menengah Republik Indonesia Nomor 11
Tahun 2018 Tentang Perizinan Usaha Simpan
Pinjam Koperasi:

‘4. Peraturan Bupati Sekadau Nomor 18 Tahun

2019 tentang Pendelegasian  Kewenangan
Penandatanganan Penerbitan Perizinan Dan
Nonperizinan Kepada Kepala Dinas
Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu
Pintu_Dan Tenaga Kerja Kabupdten Sekadau.

|Surat Permohonan diatas matera Rp.6.000

chittgukan kepada Kepala Dinas Penanaman Maodal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga
Kerja Kab. Sekadau dengan Melampirkan

1.
2

3.

&

- b
a
'

-

Fotokop KTF Pemohon f Penanggungiawal;
Nomor [nduk Berusaha (NIB diterbitkan
melalul OS5)

Memiliki Izin Usaha dan teluh melaksanakan
Regiatan sumipan pinjam paling sedikit 2 {dual|
tahun;

KSPFS dan USPPS wajib memiliki Dewan
Pengawas Syariah vang telal bersertifikat
pendidikan dan pelatihan DPS dari Déwan
svangh Nasional-Majelis Ulama Indonesia;
Mempunyali predikat kesehatan  paling
reniddah "cukup sehat" pada 1 (satu) tahun
terakhar;

Mempunyal anggota paling sedikit 20 [dua
puluh) orang di daerah yang akan dibuka
Jarmgan Pelayanannva;

Memiliki modal kerja untuk Kantor Cabang
minimal ‘sebesar Rp 15.000.000,00 (lima
belas juta rupiah);

Memiliki laporan keuangan koperasi yvang
bersangkutan dalam 2 ([dua) tahun terakhir;
Memiliki  persetujuan  pembukaan  Kantor
Cabang dan bupati/wali kota setempat
terkait pembinaan dan pengawasan cabang;

190. Memihki rencana kerja Kantor Cabang paling

11

sechikit 1 (satu) rahun memiliki daftar nama
dan riwayat hidup calon pimpinan dan daftar
nama calon karvawan kantor Cabang; dan
LCalon kepala cabang wajib memilile) sertifikat
kompetensi;

12, Fotokom  Surat Ketetapan Pajak Daernh

[SKPD) tahun terakhir;

13, Melampirkan komitmen pendaftaran
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Prosedur

3. |Jangka Walktu
Penyelesaian

5. | Biava /Tarf

a Mekanisme dan |

B,

kepesertaan BPJS Kelenagakerjaan  atau |
Fotokopi bukri pembayaran BRIS
Ketenagakerjaan;

14. Mengisi Formulir Pendaftaran Badan Usaha

/Badan Hukum Lainnva Pekerja Penerima
Upah BPJS Kesehatan;

15, Pakta Integritas tentang kebenaran dan

keabsahan dokumen vang disampaikan
ditandatangi aleh pimpinan /pemililk
perusahaan.

5 Hari Kerja

. Pemohon Melakukan Pendaftaran di 0SS

loss.go.id);

Pemohon Melakukan Permohonan Berusaha
Melalui O8S;

Pemohon Mendapatkan NIB |, dan Perizinan
Berusaha melalui O8S;

Pemohon melakukan Pemenuhan Komitmen
pada DPMPTSPTK Kabupaten Sekacdu:

Tim Teknis Perizinan dan Nonperizinan
Kabupaten Sekadau Melakukan  Survey
dan/atau  Monitoring  Perizinan ke tempat
Lokasi Usaha untuk membuat Berita Acara
Pemeriksaan (BAP); _

DPMPTSPTK Melakukan Verifikasi Kesesuaian
Komitmen dengan Peraturan Perundang-
Undangan;

DPMPTSPTK Kabupaten Sekadau Memberikan
Persetujuan Pemenuhan Komitmen atau
Penolakan Komitmen tidak Terpenuhi Melalui|
0SS,

Pemohon Menerima Notfikasi  Pemenuhan
Komitmen dari OS85, |

;-

| SR ——
| Sertifikat  lzin Pembukaan Kantor Cabang |

| 6. | Produk
! Pelavanan . Koperasi Simpan Hmam
7. | Penangan | 1. Melalui Kotak Saran dan Pengad uan;
Pengaduan, - 2: Melalui Telepon/Fax : 0564 = 2042075
SATAT dan | 3. Surat / Email tkpmitskd2014@gmail. con
masukan | 4. Petugas Loket Pengaduan.

3 1=ln P-mhuhm Kantor c-hnn; 'I"tmbl.ntn Koperasi E-Impu.n Pinjam

1. | Dasar Hukurm

v E

Uralan

Undang-Undang Nomar 25 Tahun 1992 tentang |
Perkoperasian |

. Peraturan Pemerintah  Republik Indonesia |

Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayvanan
Perizinan  Berusaha  Terintegrasi  Secara |
Elektromk;

. Peraturan Menteri Koperasi Dan Usabha Keoil

Dan Menengah Republik Indonesia Nomor 11
Tahun 2018 Tentang Perizinan Usaha Simpan
Pinjam Koperasi;

. Peraturan Bupati Sekadauy Nomor 31 Tahun
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2.

3.

igers_u-hm Laan
Pelayanan

1 Mekanisme dan
Prosedur

2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan |

Bupat] Sekadau Nomor 18 Tahun 2019 tentang
Pendelegasian  Kewenangan Penandatanganan
Peperbitan Perizinan  Dan  Nonperizinan
hepada Kepala Dmas Penanaman  Modal
Pelavanan Terpadu Satu Pinto Dan Tenaga
kenja Kabupaten Sehkadau.

|Surat Permohonan diatas materai  Rp.6.000
ditujukan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenapa
Kerja Kab, Sekadau dengan Melampirkan

1
2.
‘3.
4.

2.

=]

10},

11

12.

|

1

'L
3
i |

4.

13.

Fotokopi KTP Pemohen / Penanggungiawals:
Nomor Induk Berusaha (NIB);

memiliki lzin Operasional pembukaan Kantor
Cabang;

kantor Cabang telah melaksanakan kepiatan
usaha simpan pinjam paling sedikit 6 (enam)
bulan

mempunyar anggota paling sedikit 20 |[dua
puluh} orang di daerah yang akan dibuka
Jarngan Pelavanannva;

memiliki laporan keuangan kKantor Cabang
vang bersangkutan dalam 1 (satu] tahun
terakhir;

memihki  persetujuan  pembukaan Kantor
Cabang Pembaniu dari Dinas Koperasi, UKM
dan Perdagangan Kabupaten Sekadau:
memiliki rencana kerja  Kantor Cabang
Pembantu paling sedikit 1 {satu) tahun;
memiliki daftar nama dan riwavat hidup ealon
mmpinan dan daftar nama calon karvawan
Kantor Cabang Pembantu; dan

Calon kepala cabang pembantu wajib memiliki
sertifikat kompetensi.

Fotokopi Surat Ketetapan Pajak Daerah
(SKPD)} tahun terakhir:

Melampirkan kormitmen pendaftaran
kepesertaan BPJS. Ketenagakerjaan  atau
Fotokopi bukt pembayaran BRJS
ketenagakerjaan,

Mengisi Formulir Pendaftaran Badan Usaha
/Badan Hukum Lainnya Pekerjia Penerima
Upah BPJS Kesehatan;

Pakta Integritas tentang kebenaran dan
keabsahan dokumen vang disampaikan
ditandatang oleh pimpinan; permblilk
perusahaan,

FPermmohon Melakukan Pendaftaran df 0SS

(oss.go.id);

Pemohon Melakukan Permohonan Berusaha
Melalur OS5

Pemohon Mendapatkan NIB |, dan Perizinan
Berusaha melalui O85:

Pemohon melakukan Pemenuhan Komitmen
pada DPMPTSFTK Kabupaten Sekadau;

. Tim Tekmis Perizinan dan  Nonperizinan
Kabupaten  Sekadau  Melakukan  Surveyv
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8.

dan/atau  Monitoring Perizinan ke tempat |
Lokasi Usaha untuk membuat Berita Acara |
Pemeriksaan (BAP);

. DPMPTSPTK Melalukan Venfikasi Kesesuaian

Komitmen  dengan Peraturan  Perundang-
Undangan;

. DPMPTSPTR Kabupaten Sekadau Memberikan

Persetujuan Femenuhan Komitmen atau
Penolakan Komitmen tidak Terpenuhi Melalui
(85,

Femohon Menerima  Notifikasi Pemenuhan
Komitmen dari 0SS,

4. |da.ngl-m Waktu | 5 Hari Kerja |

Sertifikat  lzin Pembukaan Kantor Cabang
| Femba perast Simpan Pinjam.

Melalui Kotak Saran dan Pengaduan;
Melalui Telepon / Fax : 0564 - 2042075
Surat / Email :kpmtskd 201 9@gmall com

| Penyelesaian

5. | Biava /Tarif 0.-
6. | Produk

Pelayanan Fembantu Ko
7. | Penangan k-

Pengaduan, 2

SHATAT dan | 3.

mastikan 4.

. Petugas Loket Pengaduan.

4. I:[n Pembukaan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam

No. Komponen

18 Dasar Hukuam

|

1.

Uraian

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang
Perkoperasian

Peraturan Pemerntah Republik  Indonesia
Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan
Perizinan  Berusaha  Terintegrasi  Secara
Elektronik:

Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Keeil
Jan Menengah Republilk Indonesia Nomor 11
Tahun 2018 Tentang Perizinan Usaha Simpan |
Finjam Koperasi, |
Peraturan Bupati Sekadau Nomor 31Tahun |
2019 Tentang Perubahan Ams Peraturan
Bupati Sekadau Nomor 18 Tahun 2019 tentang
Pendelepasian Kewenangan Penandatanganan
Penerbitan  Perizinan Dan Nonperizinan
Kepada Kepala Dinas Pernanaman Medal
Pelavanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga
Kerja Kabupaten Sekadau,

2. Persvaratan
Pelavanan

Surat  Permohonan  diatas materai Rp.6.000 |
ditujukan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga

| kerja Kab, Sekadau dengan Melampirkan :

1.

2
3.
4

Fotokopi KTP Calon kepala Kantor Kas;

Nomor Induk Berusaha [NIB diterbitkan
melalul O8S);

Memiliki lzin Operasional pembukaan Kantor
Cabang;

Kantor Cabang telah melaksanakan kegintan
usaha simpan pinjam paling sedikit 6 (enam)
bulan;

Jumlah anggota Kantor Kas vang akan dibuka
paling sedikit 20 [dua puluh} erang;
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U,ndang-l.ilﬂdang Nomear 26 Tahun 2007 tent&ng
Penataan Ruang;

144

6. Fotokopi  Surat Ketetapan Pajak Daerah
(SKPD) tahun terakhir:

7. Bukn Pembayaran luran BPJS
Retenagakerjaan;

8. Melampirkan komitmen pendaltaran
kepesertaan  BRIS Ketenagakerjnan, atau
Fotokom bukti pembavaran BPJS
Ketenagakerjaan;

9. Mengisi Formulir Pendaftaran Badan Usaha
/Badan Hukum Lainnva Pekeria Penerima
Upah BPJS Kesehatan;

10. Pakta Integritas tentang kebenaran dan
keabsahan  dokumen vang disampaikan
ditandatangi oleh pimpinan/pemililk

3. Mekanisme dan | 1, Pemohon Melakukan Pendaftaran di 0SS
Prosedur (aas.go.id); _
| 2, Pemohon  Melakukan Permohonan Berusaha
' Melalui OSS;

3. Pemohon Mendapatkan NIB , dan Perizinan
Berusaha melalui OSS:

4+ Pemohon melakukan Pemenuhan Komitmen
pada DPMPTSFTK Kabupaten Sekadau;

3 Tim Teknis Perizinan dan Nonperizinan
Kabupaten Sekadau  Melakukan  Survey
dan/atau  Monitoring Perizinan ke tempat
Lokast Usaha untuk membuat Berita Acara

. Pemeriksaan (BAP);

6. DFMPTSPTK Melakukan Verifikasi Kesesuaian
| Komitmen dengan Peraturan Perundang-
| Undangan;

7. DPMPTSPTK Kabupaten Sekadau Memberikan

Persetujuan Pemenuhan Komitmen atau
Penolakan khomitmen tidak Terpenuhi Melalin
085;
8. Pemphon  Menerima Notifikasi  Pemenuhan
— _Komitmen dari OSS. .
3. Jangka Waktu |5 Hari Kerja
Penyelesaian |
5. | Biava /Tarif | 0.- A‘
6. | Produk Sertifikat lzin Pembukaan Kamtor Kas Koperasi
| Pelayanan Simpan Pinjam .
7. | Penangan 1. Melalui Kotak Saran dan Pengaduan;
Pengaduan, 2. Melalui Telepon/Fax - 0564 — 2042075 |
SATAN dan | 3. Surar / Email :kpmiskd2014@gmail com
masukan 4. Petugas Loket Pengaduan,
XIV. SEKTOR PERTANAHAN
1. Izin Lokasi
No. Komponen Uraian
_ 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang |
1. | Dasar Hukum Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria; I

- Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia |



E'.___t-;é;'-:a}-ﬂramn
Felavanan

Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan
Perizinan  Berusaba  Terintegrasi  Secara
Elektronik:

4. Peraturan Menten Agraria Dan Tata
Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional
Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018
Tentang Izin Lokasi:

5. Peraturan  Menteri  Agrana Dan  Tata
Rusng/kepala Badan Pertanahan Nadional
Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2018
Tentang Pertimbangan Teknis Pertanahan;

b, Peraturan Bupati Sekadau Nomor 31Tahun
2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan
Bupati Sekadau Nomor 18 Tahun 2019 wentang
Pendelegasian Kewenangan Penandatanpanan
Penerbitann  Perizinan Dan  Nonperizinan
kepada Kepala Dinas  Penanaman  Modal
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga

| hera Kabupaten Sekadau. N
Surat  Permohonan diatas materai  Rp.6.000
ditujukan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pinmtu dan Tenaga
Kerja Kab. Sekadau dengan Melampirkan |

A. Tanpa Komitmen :

. Fotokopi KTP Pemilik/ Penanggung Jawah;

2. Nomor Induk Berusaha (NIB);

3. l=in Lokasi O8S;

4. Pernvataan Persyaratan lzin Lokasi tanpa
Komitmen,

2. Bukti Penguasaan atas tanah [sertifikat,
Surat Keterangan Tanah atau Surat
Permvataan Tanah);

6. Denah  Lokasi  fsketsa vang memuat

koordinat batas letak lokasi vang dimohon:

. Rekomendasi Tata Ruang dar Dinas PUPR

habupaten Sekadau;

8. Pakta Integritas tentang kebenaran dan
keabsahan dokumen vang disampaikan

L

=

| ditandatangi aleh pmpinan pemilik

perusahaan diatas materar Rp 6.000,-;
B. Dengan Komitmen :
Forokopi KTP Pimpinan Perusabaan;
Nomor Induk Beérusaha (NIB};
tzin Lokasi O85:
Froposal Rencana Kegatan,

)50 bt

Rekomendasi Tata Ruang dari Dinas PUPR

Rabupaten Sekadau;

Surat Pernyvataan Pemenuhan Komitmen

lzin Lokasi diatas materal Rp 6.000,-;

7. BSumat pernyataan mengenai letak dan luas
tanah yang sudah dikuasai oleh pelaku
usaha dan pelaku usaha lain yang
merupakan 1 (satu] grup distas materai
Rp 6.000,-;

8. Peta/sketsa lokasi yang memuat koordinat
batas letak lokast vang dimohon;

9. Pertimbangan teknis Pertanahan;

.G.
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10. Palda Integritas temtang kebenaran dan |
keabsahan dokumen vang disampaikan
ditandatangi oleh:  pimpinan/pemilik

= erusahaan, 3 3

3. | Mekaniame dan | A, Thnpnlmﬂftmnn

Prosedur 1. Pemohon Melakukan Pendafiaran Q588
(pss.go.id);

2. Pemmohon Melakukan Permohonan Berusaha
Melalui OSS;

3. Pemohon Mendapatkan NIB , dan Perizinan |
Berusaha melalu O8S; |

4. Pemohon menyampaikan Pemenuhan |
Komitmen ke DPMPTSPTK  Kabupaten i

Efkﬁdﬂhﬂ |
5. DPMPTSPTK Melakukan Verifikasi |
|

I

I

|

hesesuaian Komitmen dengan Peraturan
Perundang-Undangan;

6.Jika komitmen terpenuhi DPMPTSPTH
Menerbitkan Izin Lokasi;

7. DPMPTSPTK Kabupaten Sekadau |
Memberikan Persetujuan Pemenuhan |
Komitmen atau Penolakan Komitmen tdak
Terpenuhi Melalui O88;

8, Pemohon Menerima Notfikasi Pemenuban
Romitmen dari 038,

B. Dlﬂg:m Komitmen
. Pemohon Melakukan Pendaftaran di 0SS
loss.go.id); .

2. Pemohon Melakukan Permnohonan Berussha
Melalui QSS;

3. Pemohon Mendaparkan NIB |, dan Perizinan
Berusaha melalui 0SS, |

4. Pemohon  menyampaikan  persyaratan |
pertimbangan teknis pertanahan  kepada |
Kantor Pertanahan Kabupaten Sekadau. | |

3. Pemohon melakukan Pemenuhan Komitmen |

|

pada DPMPTSPTK Kabupaten Sekadau;
6. DPMPTSPTK Melakukan Verifikasi

| Kesesuaian Komitmen dengan  Peraturan
Perundang-lIndangan;

V.uika  komitmen terpenuhi  DPMPTSPTK
Menerbithan Izin Lokasi; .

8. DPMPTSPTK Kabupaten Sekadau
Memberikan Persetujuan Pemenuhan |
homitmen atau Penpolakan Komitmen tidak |
Terpenithi Melalui 055;

9. Pemohon Menerima Notifikasi Pemenuhan |
_ Komitmien dari 088,

4. |Jangka Waktu | 2 Hari Kerja
| Penyelesaian | e L
5. | Biaya /Tarif 0.-
:_ﬁ‘ ::;?;i:.%l; an . Dokumen Persetujuan/ Penu!ahaln_l::T_ Lakasi
7. | Penangan 1. Melalui Kotak Saran dan Pengaduan;
Pengaduan, 2. Melalui Telepon /Fax ; 0564 - 2042075
saran dan | 3. Surat / Email :kpmtskd2014G@gmail com
| masukan 4, Petugas Loket Pengaduan.
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2. Izin Perubahan Penggunaan Tanah (IPPT)

No. Komponen
T [T T

2. | Perasvaratan
Pelavanan

3. | Mekanisme dan | 1.

Prosedur

Uraian

1. Undang-Undang Nomer 5 Tahun 1960 tentang
Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;

2. Undang-Undang Nomar 26 Tahun 2007 tentang
Perataan Ruang;

3. Peraturan Menteri Agraria Dan  Tata

| Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional
Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2018
Tentang Pertimbangan Teknis Pertanahan;

4. Peraturan Bupati Sekadau Nomor 31Tahun
2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan
Bupati Sekadau Nemer 18 Tahur 2019 tentang
Peridelegasian Kewenangan Penandatanganan
Penerbitan  Perizinan  Dan  Nonperizinan
Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga
Kerja Kabupaten Sekadau.

A. Badan Hukum :
1. Mengisi Formulir Permohonan;

Fotokopi KTP Pimpinan Perusahaan;

. Nemor Induk Berusaha (NIB);

- Fotocopy Bukti Kepemilikan Tanah:

: Fotocopy Tanda Lunas PBB tahun berjalan

- Fotocopy  misalah  Pertimbangan  Teknis

Pertanahan
. Pakta- Intégritas tentang kebenaran dan
keabsahan dokumen yang disampaikan
ditandatang oleh pimpinan/ pemililk
perusahaan diatas materai Rp 6.000,-;
B. Perorangan :
1. Mengisi Formulir Permohonan;

Fotokopi KTP |

. Fotocopy Bukt Kepemilikan Tanah; |

. Fotocopy Tanda Lunas PBB tahun herjalan

- Fotocopy  risalah Pertimbangan Teknis |

Pertanahan

Pakta Integritas tentang kebenaran dan

keabsahan dokumen yang disampaikan |

ditandatang oleh pimmnan / pemililk
rusahaan diatas materai Bp 6,000,

b pa

=]

Pengambilan formulir permohonan di loket 1

2. Pengajuan berkas permohonan diloket 2 untuk

dilakukan verifikasi:
J. Apabila berkas. permohonan  dinvatakan
tengkap maka dapat diterima untuk diproses, |
dan jika berkas tidak lengkap maka akan |
dikembalikan kepada pemohon;
Pemrosesan di Fromt Office:
Pemrosesan di Back Office,
Penandatangan lzin oleh Kepala Dinas:
Pénverahan izin diloket 3.

-147-




-7

&

“Jangka Waktu i Hart Kerja
_Penyelesaian |
Biaya /Tarif .-
Produk Dokumen lzin Perubahan Penggunaan Tanah |
Pelayanan | [_I'Ff'l’fT] |
Penangan . Melplui Kotak Saran dan Pengaduan;
Pengaduan, .E Melalui Telepon/Fax ; 0564 - 2042075
saran dan | 3. Surat / Email :kpmtskd2014@gmail.com
| masukar 4. Petugas Loket Pengaduan.

XV.SEKTOR LAIN-LAIN
1. Izin Pemasangan Reklame [Masa Berlaku Kegiatan Usaha > 1 Tahun).

| No.

I_L

Homponen

i Dasar Hukum

Uraian

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2000
tentang Pajak Daerah dan Retribust Daerah:

2. Peraturan Daerash Kabupaten Nemor 4 Takun
2018  tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor
1 Tahun 2011 tentang Pajak daerah:

3. Peraturan Bupati Sekadau Nomor 31Tahun
2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan
Bupati ‘Sekadau Nomor 18 Tahun 2019
tentang Pendelegasian Kewenangan
Penandatanganan Penerbitan  Perizinan Dan
Nonperizinan Kepada Kepala Dinas
Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu

____Pintu Dan Tenaga Kerja Kabupaten Sekadau.

Persvaratan
Pelayaman

Mekanisme dan

Prosedur

i Jangka Walktu

_| Penyelesaian

Biava fTarif

4
5

| 6. Penandatangan zin oleh Kepala Dinas; |
7
2

Surat Permohonan diatas materai  Rp.6.000
ditujukan kepada Kepala Dinas Penanaman Maodal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga
Rera kab, Sekadau dengan Melampirkan :

Baru / Perpanjangan :

1. Folokopi KTP;

2. Folokopi Tanda Lunas PBB tihun beralan:

3. Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) tahun
terakhir;

i E‘Eng-!.tn‘mlan formulir permohonan di loket 1;

2. Pengaivan berkas permohonan diloket 2 untuk
dilakukan verifikasi;

3, Apabila  berkas permohonan dinyatakan
lengkap maka dapat diterima untuk diproses,
dan jika berkas tidak lengkap maka akan
dikembalikan kepada pemohon; |

. Pemrosesan di Front Office:
. Pemrosesan di Back Office;

. Pﬂnj-remhﬂ.n 1Zin dﬂl::ll-:et 3.




(F Produk Dokumen Izin Pemasangan Reklame

| Pelayanan [

T Penangan L. ‘Melalui Kotak Saran dan Pengaduan;
Penpaduan, 2, Melalu Telepon/Fax ; 0564 - 2042075
saran dan | 3. Surat / Email ‘kpmtskd20 1 4@gmail.com
masiikan Petiigas Loket Pengaduan

e

A. NONPERIZINAN
1. Kartu Pencarl Kerja/ AK [

No. | Komponen Uraian

‘Daqar Hukum 1. Undang-Undang Nomeor 13 Tahun 2003 |
lentang setenagakerjaan;

2. Peraturan Menteri  Tenaga Kerja dan

Transmigrasi Nomor 39 Tahun 2016 tentang
Penempatan Tenags Kerja;

4, Peraturan Bupati Sekadau Nomor 31Tahun

2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan

Bupan Sekadau Nomor 18 Tahun 2019

tentang Pendelegasian Kewenangan
Penandatanganan Penerbitan Perzinan Dan
Nonpérizinan kepada Kepaln Dinas

Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu
| Fintu Dan Tenaga Kerja Kabupaten Sekadau,
. Pergvaratan . Meng:m formulir permohonan dilengkapi dﬁngan '
Pelavanan persyaratan ;
1, Fotokopr KTP sebanvak 1 léembar;
| 2. Fotokopi ljazah terakhir sebanvak 1 lembar:

3. Pas photo ukuran 3x4 sebanvak 2 lembar;

4. Surat pengalaman kena (jika ada);

3. Sertifikat pelatihan/ kursus {jika ada)

I | 6. Map B |
3. Mekanisme dan | 1. Pengambilan formulir  dan informasi
Prasedur permohonan;

2. Pengajuan herkas permohonan untuk
dilaktukan verifikasi;

3. Apabila berkas permohonan dinyatakan
lengkap maka dapat diterima dan  diber
nomornr pendaftaran Seria dilakukan
pencatatan, jika berkas tidak lengkap -akan

| dikembalikan kepada pemohon;

4. Jika telah lengkap, dilakukan wawancara
pencarl kerja dengan mengisi blanko biodata
pencari kerje (AK2),

2. sSeteiah selesal wawancara dan  pengisian
blangke AK2, selanjutnya Kartu Pencari Kerja
(Ak1l] dapat diterbitkan dan diserahkan
kepada Pemohon/ Pencari Kerja;

_ _ | 6. Penyverahan Kartu Pencari Kerja[AK1),
4 Jangka Waktu 1 Harl Kena

| Penyelesaian =
5 Biava /Tarif Q.-
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5 Produk Kartu Ak |
‘ ' Pelayanan
7. | Penangan 1. Melalui Kotak Saran dan Pengaduan: |
' Pengaduan, 2. Melalui Telepon/Fax : 0564 - 2042075
SATAN dan | 3. Surat / Email :kpmiskd2014Gegmail.com
| masukan | 4. Petugas Loket Pengaduan.

2. Pelaporan /Perpanjangan Kartu Pencari Kerja (AK-1)

No. Komponen Uraian

l. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003

1. | Dasar Hulum tentang Ketenagakerjaan;

2. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Nomor 39 Tahun 2016 tentang
Penempatan Tenaga Kerja.

J. Peraturan Bupati Sekadau Nomor 31Tahun
2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan
Bupati Sekadau WNomor 18 Tahun 2019

tentang Pendelegasian Kewenangan
- Penandatanganan Penerbitan Perizinan Dan
Nonperizinan Kepada Kepala Dinas |

Penanaman Modal Pelavanan Terpadu Satu
| Fintu Dan Tenaga Kerja Kabupaten Sekadau

2. Persyaratan ' Membawa Kartu Pencari kerja yang asli
] I-'e‘ra:.-anﬂn_ N _ o o _
3, | Mekanisme dan | 1. Kartu Pencari Keria vang asli akan diterima
Prosedur oleh petugas Front Office;

2. Proses penandatanganan Kartu Pencari Kerja
oleh pejabat yvang berwenang sebagai tanda
bahwa telah dilakukan perpanjangan;

3. Petugas Front Office menyverahkan Kartu
Pencan Kera vang telah diperpanjang serta
fotocopy Kartu Pencari Kerja vang telah

_ . - dilegalisir terbaru.
4. |Jangka Waktu |1 Hari Kerja
_| Penyvelesaian

5. Emva /Tarif E

Produk Pengesahan /Perpanjangan Kartu Ak 1

.
: Pelavanan

7. Penangan I. Melalui Kotak Saran dan Pengaduan,
Pengaduan, 2. Melalui Telepon /Fax : 0564 - 2042075
| saran dan | 3. Surat / Email :kpmtskd 201 4ugmail com
| masukan 4. Petugas Loket Pengaduan.

3. Rekomendasi Pembuatan Paspor Pekerja Migran Indonesia
No. Komponen Uraian

I. | Dasar Hukum |1. Peraturan Mentenn Tenaga Kerja Nomor 22
tahun 2014 tentang Pelaksanaan Penempatan
dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesiaz di |
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3.

| Persyaratan
Pelavanan

i Melamplrkan persvaratan:

Luar Negeri;

Peraturan Bupati Sekadau Nomor 31Tahun
2019 Tentang Perubahan Atas PFeraturan
Bupati Sekadau Nomor 18 Tahun 2019 tentang
Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan
Penerbitan Perizinan Dan  Nonperizinan
Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga
kerja Kabupaten Sekadau.

karyawan pelaksana penempatan tenaga kerja
indonesia swasta PPTKIS:

a. Surat permohonan verifikasi  dokumen
CTKL,

Surat win pengerahan;

Surat pengantar rekrut CTKI;

. Surat tugas:;

Surat  perjanjian penempatan CTKI
\diketahui oleh dinas kota setempat);

SK pengangkatan karvawan PPTKIS;

Ealun Tenaga Kerja Indonesia (CTKI)

g. Fotokopi KTP;

h. Kartu Keluarga;
i

1

k

-

=y

Akta Kelahiran;

ljazah;

Surat izin keluarga diketahui kepala desa;
Surat nikah:

. Perjanjian penempatan;

3-_‘."'-

| Mekanisme dan
Prosedur

Pn:ngamh:lan formulir dan informasi
permohonan di loket front office (FO)
Pengajuan  berkas  permohonan untitk
dilakukan verifikasi di loket front office (FOJ,
Apabila  berkas permohonan dinyvatakan
lengkap maka dapat diterima dan diberi nomeor
pendaftaran serta dilakukan pencatatan, jika |
berkas udak lengkap akan dikembalikan |
kepada pemohon oleh petugas front office (FO),
Berkas yvang telah diverifikasi oleh front office
dilanjutkan pemrosesannya oleh petugas Buek
Qffice (BOY;

Dilakukan peninjauan lapangan oleh
DPMPTSPTK  bersama  dengan Tim  Teknis
untuk menentukan memenuhi svarat atau
tidaknya usaha/kegiatan uniuk :Hmluarkanl
izin dan dibuatkan BAP Tim Teknis vang
diketahui atasan langsung Tim Teknis (apabila
d]PEFIU.anh

Berdasarkan BAP Teknis, jika permohonan
disetujui maka perizinan diproses. Jika
permohonan  ditplak maka disiapkan surat
pengembalian dokumen kepada pemohon. Jika
permohonan disetujui dengan syarat maka
disampaikan surat kepada pemohon untul-;l
segera memenuhi syarat yang ditentukan agar
proses perizinan dap-a'r. dilanjutkan;

Permohonan perizinan yang telah  disetujui
uniuk dapat diterbitkan dilanjutkan prosesnya
dan dilakukan pencetakan sertifikat izin;
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8. Penyerahan sertifikat izin oleh petugas Front
Office (FO)

4. |Jangka Walktu |5 Har Kerja
Penyelesaian

|_5~_  Biaya /Tarif | 0,-
Prodiik Surat Freknnmndum Pembuatan Paspor Pekerja
| Migran Indonesia

Pelayanan |

7. | Penangan 1. Melalui Kotak Saran dan Pengaduan;
| Pengaduan, 2. Melalui Telepon /Fax : 0564 - 2042075
| saran dan | 3. Surat / Email ‘kpmtskd20145gmail.com
| masukan L 4. Petugas Loket Pengaduan.

4. Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas
No. Komponen Uraian

I. |Dasar Hukum | 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009

‘ tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

| 2, Peraturan Pemerintah Republik  Indonesia

Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan |

| Perizinan  Berusaha  Terintegrasi Secara

Elektronik;

3. Peraturan Menteri Perhubungan Republik
| .\ Indonesta Nomor Pm 45 Tahun 2019 Tentang
Perubahan Atas Peraturan Menten
Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 88
Tahun 2018 Tentang Norma, Standar,
Prosedur, Dan Kritéria Perizinan Berusaha
Tenntegrasi Secara  Elektronik  Sektor
Perhubungan Di Bidang Darat;

4. Peraturan Bupati Sekadau Nemor 31Tahun
2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan
Bupati Sekadau Nomor 18 Tahun 2019 tentang
Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan
Penerbitan  Perizinan Dan  Nonperizinan
kepada Kepala Dinas Penanaman Modal
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenags

_ Kerja Kabupaten Sekadau. |

2. | Persyaratan Surat Permohonan diatas materai  Rp.6.000

| Pelayanan ditujukan kepada Kepala Dinas Penanamean Modal
' dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga |

Kerja kab, Sekadau dengan Melampirkan : '

1. Fotokopi KTP Pimpinan Perusahaan;

2. Surat permohonan persetujuan ANDALALIN
dari pembangun /pengembang.

1 1e 3. Dokumen hasil analisis dampak lalu lintas

3. | Mekanisme dan | 1. Pemohon Melakukan Pendaftaran i 0SS

Prosedur (oss.go.id);
2. Pemohon Melakukan Permohonan Berusaha
Melalui OSS;
3. Pemohon Mendapatkan NIB , dan Perizinan
| Berusaha melalui OSS: |

| 4, Pemohon melakukan Pemenuhan EKomitmen
| ___pada DPMPTSPTK Kabupaten Sekadau;
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5. DPMPTSPTK Melakukan Verifikasi Kesesuaian |
Komitmen dengan Peraturan Perundang-
Undangan;

6. DPMPTSPTK Kabupaten Sekadau Memberikan
Persetujuan Pemenuhan Komitmen  atau
Penolakan Komitmen tidak Terpenuhi Melalui
USS;

7. Pemohon Menerima Notifikasi Pemenuhan

| Komitmen dari OSS.
4. |Jangka Waktu | 7 Hari Kerja

| |Penyelesaian | o B |
5. |Biaya /Tarif 0,- |
6. | Produk | Surat Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu _|
Pelayanan Lintas |
il Penangan | 1. Melalui Kotak Saran dan Pengaduan; |
Pengaduan, 2. Melalui Telepon /Fax : 0564 - 2042075 |

saran dan | 3. Surat / Email :kpmtskd2014@gmail.com
masukan 4. Petugas Loket Pengaduan, _

.....

| Dasar Hukum | 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003
tentang Ketenagakerjaan;

2. Feraturan Menteni Ketenagakerjaan 10 Nomor
Tahun 2018 tentang Tata Cara Penggunaan
Tenaga Kerja Asing. '

3. Peraturan Bupati Sekadau Nomor 31Tahun
2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan
Bupatu Sekadau Nomor 18 Tahun 2019
tentang Pendelegasian Kewenangan
Penandatanganan Penerbitan Perizinan Dan
Nonperizinan Kepada Kepala Dinas
Penanaman Modal Pelavanan Terpadu Satu
Fintu Dan Tenaga Kerju Kabupaten Sekadau. |

Fotocopy RPTKA;

Fotocopy Paspor Tenaga Kerja Asing;

Fotocopy Perjanjian Kerja / Kontrak;

Forocopy NPWP Perugahaan;

Fotocopy surat penunjukan tenaga kerja

pendamping;

Fotocopy KITAS/KITAP;

Fowocopy Wajib Lapor Ketengakerjaan:

Fotocopy Kartu BPJS Keaehatan;

Fotocopy Kartu BPJS Ketengakerjaan;

Bukti Lunas Pembayaran ke Kas Umum

| | Damerah, |

3. | Mekanisme dan | 1. Pemohon Melakukan Pembayaran Retribusi ke |

Prosedur Kas Umum Daerah;

Pemohon Menyampaikan Berkas Persvaratan

ke FO.

3. Pemohon Mengupload Bukti Pembayaran |
Retribusi melalui website wrwnd, thio-
online kemnaker. go.id;

| 4. DPMPTSPTK Melakukan Verifikasi

2. Persvatatan
Pelayanan

=

Py

SOEND GewN

=

[y

fa
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4.

|5

3
|

|' 7. |

Kelengkapan Dokumen Persyaratan;

3. Jika  Persvaratan  lengkap DPMPTSPTK
kKabupaten Sekadau memvalidasi notifikasi
TKA melalui website rorteitas, thea-
daerah kemnaker.go.id

G. Pemohon Menerima Notifikasi Validasi Tenaga

| hera Asing [TEA)

Salinan sesuai

dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SEKADALU,

RADIUS, SH
Pembing (1V /&)
NIP. 19810910

200803 1 001

Jangka Waktu | 1 Hari Kerja

Penyelesaian

Biaya /Tarif 0,-

Produk y : 2 2

Pelayana MNoufikasi Validas: Tenaga Kerja Asing (TKA)

Penangan 1. Melalui Kotak Saran dan Pengaduan;

Pengaduan, 2. Melalu Telepon/Fax : 0564 - 2042075

saran dan | 3. Surat / Email kpmtskd2014@email com
_masukan | 4. Petugas Loket Pengaduan.

BUPATI SEKADAU,
TTD

RUPINUS




